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Banyak yang mengatakan, tulisan itu lebih tajam dari peluru. Peluru hanya 
menjatuhkan satu orang setiap kali dikeluarkan. Namun tulisan, dapat menjatuhkan 
jutaan orang atau suatu rejim. Untuk itu dibutuhkan kedewasaan dalam menulis. 
Tidak semua orang bisa menulis sesuatu yang menusuk dan mempengaruhi pola 
pikir orang. 

Jurnal Persaingan Usaha mulai mendewasakan diri. Kontribusi tulisan di 
dalam jurnal juga mulai mengalami peningkatan dalam kualitas. Ini menunjukkan, 
pengelolaan Jurnal Persaingan Usaha telah berada di jalan yang tepat dan keilmuan 
persaingan usaha mulai memperoleh tempat di kalangan penggiat persaingan 
usaha. Suatu prestasi yang patut diacungi jempol. Kita patut memberikan tepukan 
sendiri di bahu kita. “Kamu telah melakukan tugas dengan baik dan kamu patut 
bangga”. Tap, tap.

Pada edisi kali ini, Jurnal Persaingan Usaha membawakan berbagai tulisan 
yang menarik dan jika dibaca dengan teliti akan membawa kita ke alam perdebatan. 
Ada tulisan tentang truncated rule of reason yang justru memberikan penjelasan 
baik atas sikap KPPU dalam salah satu perkara. Pendapat yang mungkin tidak 
diketahui semua kalangan. Ada yang memperdebatkan soal pembuktian tidak 
langsung dilakukan KPPU. Sebagai salah satu andalan KPPU dalam pembuktian 
perkara, bukti tidak langsung memang memberikan tantangan tersendiri. Ada 
juga tulisan yang mengangkat pentingnya hukum persaingan usaha regional bagi 
Kawasan ASEAN. Suatu perspektif yang berani, namun sering kali ditakuti atau 
dihindari ditataran praktis oleh otoritas persaingan usaha di Kawasan. Tulisan 
terkait ekonomi digital juga mengemuka dalam jurnal, dengan berfokus pada isu 
pasar bersangkutan. Isu yang selalu menjadi perdebatan ketika berbicara tentang 
pasar digital yang dikenal sebagai multi-sided atau banyak sisi. Edisi kali ini juga 
diwarnai dengan tulisan di tataran praktis terkait bahan bakar pesawat maupun 
pada aspek kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di tengah upaya mendewasakan diri ini, KPPU sudah mempersiapkan diri 
untuk proses akreditasi dan berjuang untuk mencapai akreditasi tersebut. 
Agar apa yang dilaksanakan secara konsisten selama tiga tahun terakhir ini, 
menunjukkan hasil yang positif dan memberikan semangat baru bagi pengelola 
dalam melaksanakan dan mengembangkan Jurnal Persaingan Usaha. Menjelang 
transisi ini, semoga KPPU tetap dapat menyajikan jurnal yang berkualitas untuk 
dinikmati oleh para pembaca. Terima kasih, dan selamat membaca!
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ABSTRACT

The implementation of trade through the electronic system is growing progressively and needs to be responded 
to by strict business competition laws. One of them is related to the pricing of similar products for all digital 
ecosystem players. This study describes the concept and regulation of the pricing model for similar products 
in the digital ecosystem in Indonesia as well as an understanding of the price threshold strategy for similar 
products to improve business competition compliance in the digital ecosystem. This research is the normative 
legal research with two conclusions. The first conclusion is that there is a legal vacuum in determining the 
fair price of similar products in the digital ecosystem. The conclusion of the two studies is that the strategy of 
determining the upper and lower thresholds for similar products by the Government is preceded by scientific 
justification and supervision by the KPPU.

Keywords: Compliance, Digital, Price, Product .

ABSTRAK

Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik bertumbuh secara progresif dan perlu direspon 
oleh perangkat hukum persaingan usaha yang tegas. Salah satunya adalah yang terkait dengan penetapan 
harga produk sejenis bagi seluruh pelaku ekosistem digital. Penelitian ini menguraikan  konsep dan 
regulasi atas model penetapan harga produk sejenis pada ekosistem digital di Indonesia serta pemahaman 
atas strategi ambang batas harga produk sejenis untuk meningkatkan kepatuhan persaingan usaha 
di ekosistem digital. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dua kesimpulan 
Kesimpulan yang pertama adalah bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penenetapan harga produk 
sejenis yang adil di ekosistem digital. Kesimpulan kedua penelitian ini adalah bahwa strategi penetapan 
ambang batas atas dan ambang batas bawah produk sejenis dilakukan oleh Pemerintah yang didukung 
dengan justifikasi ilmiah dari KPPU.

Kata Kunci: Digital, Harga, Kepatuhan, Produk.
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PENDAHULUAN
Pengelompokan manusia sebagai makhluk 

sosial berkorelasi erat dengan konstruksi dari 
interaksi sosial yang dibentuknya secara dua arah, 
yaitu salah satunya melalui adanya kegiatan jual 
beli. Pada hakikatnya, kegiatan jual beli bertujuan 
untuk memenuhi kepentingan dari para pihak. 
Adapun ruang lingkup kegiatan jual beli yang 
semula diselenggarakan oleh para pihak pada 
satu tempat dan waktu yang sama kemudian 
mengalami perkembangan dengan hadirnya 
kegiatan jual beli atau perdagangan internasional 
(international trade). Diselenggarakannya kegiatan 
perdagangan internasional ini berimplikasi pula 
pada terbentuknya persaingan global di antara 
para pihak yang juga menawarkan produk sejenis. 
Hal ini dikarenakan pada kegiatan perdagangan 
internasional, setiap negara atau pelaku usaha 
berhak untuk dapat melakukan persaingan di 
dalamnya tanpa dibatasi oleh batasan wilayah 
atau letak geografis.[1]

Penyelenggaraan kegiatan perdagangan 
internasional tersebut dalam perkembangannya 
juga mengalami transformasi sebagai dampak 
dari adanya disrupsi teknologi, yaitu dengan 
hadirnya kegiatan perdagangan secara elektronik 
(electronic commerce, selanjutnya disebut dengan 
e-commerce). Dengan adanya e-commerce, para
pihak yang terdapat dalam hubungan perdagangan 
internasional tidak perlu lagi melakukan kegiatan
tatap muka atau melakukan validasi berjenjang
seperti pada model konvensional.[2] Oleh karena
itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan
e-commerce bergerak secara progresif.

Hal ini juga didorong karena terakomodasinya 
kehendak para pihak untuk tidak dibatasi oleh 
hambatan-hambatan teknis seperti batasan 
waktu dan tempat yang berbeda sebagaimana 
yang terjadi pada model pasar konvensional 
(conventional market). Selain itu, pihak pembeli 
juga dimudahkan dengan bervariasinya jenis 
produk yang tersedia dan besarnya jumlah penjual 
di dalamnya.[3] Bahkan secara umum, tidak 
membutuhkan waktu pengenalan atas karakter 
pihak penjual dalam waktu yang lama.[2] Oleh 
karena itu, prospek pengembangan e-commerce 
di dunia secara umum dan secara khusus di 
Indonesia terbilang besar.

Seperti halnya pada pasar konvensional, 
e-commerce juga memiliki struktur pasar yang
memuat karakteristik pasar digital (digital market)

di dalamnya.[4] Terkait hal ini, struktur pasar 
digital semula memiliki bentuk pasar persaingan 
sempurna (perfect competition market) di mana 
para pihak tidak dapat mempengaruhi harga 
produk terkait secara signifikan.[5] Dalam 
perkembangannya, pasar digital baik secara akses 
maupun penguasaan pangsa pasar produk dan 
geografis mulai didominasi oleh sekelompok 
pelaku usaha yang berkapitalisasi besar (big 
capital).[6] Salah satu indikator yang jelas dalam 
hal ini adalah terkonsentrasinya pelaku usaha 
dengan kelompok pelaku usaha sejenis dalam 
satu perusahaan yang sama-sama bergerak pada 
bidang usaha yang sama (pasar digital in casu).

Dengan adanya keadaan tersebut, pelaku 
usaha digital dengan karakteristik sebagaimana 
dimaksud memiliki kerentanan yang tinggi 
untuk dapat menimbulkan persaingan usaha 
yang tidak sehat terlebih mengingat pula 
eksistensi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM).
[7] Sebagaimana diketahui bahwa pelaku UMKM
sebagai salah satu penggerak ekonomi berbasis
kerakyatan membutuhkan perlindungan hukum
anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak
sehat secara seimbang dalam merespon dominasi
pelaku besar usaha digital. Hal ini dikarenakan
dengan tidak seimbangnya pengaruh pelaku
usaha digital berkapitalisasi besar di pasar digital,
pelaku UMKM akan berhadapan baik secara
langsung atau tidak langsung untuk melakukan
persaingan secara terbuka maupun tertutup.

Adapun persaingan tersebut akan berfokus 
pada persaingan harga pada produk sejenis. 
Apabila mengacu pada aspek kapitalisasi yang 
dimiliki oleh pelaku usaha dan kelompok pelaku 
usaha digital, pelaku usaha dan kelompok pelaku 
usaha terkait mampu untuk mendorong harga 
pada titik yang tidak sehat atau setidak-tidaknya 
merusak harga keseimbangan pada pasar yang 
bersangkutan. Keadaan dominasi tersebut tidak 
dipungkiri dapat mereduksi jumlah dari pelaku 
UMKM berikut dengan nilai keuntungan yang 
dapat diperoleh oleh pelaku UMKM itu sendiri.[8] 
Hal ini secara faktual ditunjukan oleh harga dari 
produk sejenis yang ditetapkan oleh pelaku UMKM 
cenderung tidak mampu untuk bersaing dengan 
rendahnya harga produk sejenis dari para pelaku 
besar usaha digital.

Salah satu klasifikasi produk sejenis yang 
dimaksud adalah produk tekstil yang oleh pelaku 
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UMKM ditetapkan harganya pada satu tingkat 
harga tertentu, sedangkan pelaku besar usaha 
digital seringkali menentukan harga di bawah 
harga yang ditetapkan oleh para pelaku UMKM 
yang tidak jarang disertai dengan pemotongan 
harga yang signifikan. Tindakan yang dilakukan 
oleh pelaku besar usaha digital berpotensi untuk 
menggeser titik keseimbangan harga yang telah 
terbentuk. Oleh karena itu, pembentukan harga 
di antara para pelaku pasar digital seyogyanya 
dilakukan dengan mencermati asas dan prinsip 
persaingan usaha yang sehat dan keseimbangan 
titik harga.

Adapun terjadinya pergeseran titik harga 
keseimbangan oleh pelaku usaha yang berbeda 
secara playing field semakin menegaskan bahwa 
aturan hukum persaingan usaha di pasar digital 
memiliki urgensi untuk segera dibentuk. Perlu 
ditegaskan bahwa hukum persaingan usaha tidak 
hanya bertujuan untuk melindungi pelaku usaha 
saja, tetapi turut mencegah potensi terjadinya 
praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam 
hal penetapan harga produk sejenis secara adil 
dan sehat. Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (selanjutnya disebut dengan UU 5/1999) 
menjelaskan bahwa konsep persaingan usaha itu 
juga mencakup juga perilaku pelaku usaha yang 
melakukan persaingan dengan tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat persaingan 
usaha. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
UU 5/1999 berikut dengan aturan pelaksanaannya 
secara mendasar tidak dapat menjadi pedoman 
yang cukup untuk penetapan harga bersaing 
yang sehat di antara para pelaku usaha di pasar 
digital. Kekosongan hukum persaingan usaha 
yang mengatur hal terkait mendorong penetapan 
harga produk digital terutama pada produk sejenis 
dalam rentang harga yang berbeda antara satu 
pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. 

Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di 
pasar digital besar potensinya untuk menetapkan 
harga yang tidak sehat dan dapat menyingkirkan 
pelaku usaha yang menjual produk sejenis yang 
bermodal relatif rendah. Mencermati hal terkait, 
diperlukan suatu aturan persaingan usaha guna 
memberikan kepatuhan bagi pelaku usaha pada 
pasar digital untuk menentukan harga produk 
sejenis secara wajar dan reasonable. Salah satu 
langkah yang dapat ditempuh oleh pembentuk 

regulasi dan pelaksanaannya adalah dengan 
adanya penentuan ambang batas dan bawah 
sesuai dengan daya kemampuan masing-masing 
pelaku usaha pasar digital. Ketentuan Pasal 35 
huruf (e) UU 5/1999 juga menegaskan bahwa salah 
satu tugas dari KPPU adalah memberikan saran 
dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah 
yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. Mengacu pada 
ketentuan a quo serta dikaitkan dengan konteks 
konsepsi penentuan ambang batas harga produk 
sejenis, KPPU memiliki peranan yang strategis 
untuk mendorong hal tersebut dalam bentuk satu 
rekomendasi yang terukur kepada Pemerintah 
sebagai regulator sektoral atas pertumbuhan 
ekosistem persaingan usaha digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 
mengajukan dua rumusan masalah sebagai 
berikut: (1) Bagaimana konsep dan regulasi hukum 
persaingan usaha dalam mengatur penentuan 
harga yang wajar dan adil pada ekosistem digital 
di Indonesia dan (2) bagaimana strategi hukum 
persaingan usaha dan implikasinya dalam 
menjamin persaingan harga produk sejenis 
yang sehat pada ekosistem digital di Indonesia.
Adapun terdapat dua tujuan dari penelitian. 
Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis konsep dan regulasi hukum 
persaingan usaha dalam mengatur penentuan 
harga yang wajar dan adil pada ekosistem digital 
di Indonesia dan tujuan kedua dari penelitian ini 
adalah untuk mengkonstruksikan strategi hukum 
persaingan usaha dan implikasinya terhadap 
jaminan persaingan harga produk sejenis yang 
sehat pada ekosistem digital di Indonesia. 

Guna menjawab dua rumusan masalah 
tersebut, penelitian ini akan berbentuk penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan metode 
pendekatan peraturan perundang-undangan 
dan metode pendekatan konseptual. Hasil 
penelitian ini berfokus pada penelusuran pustaka 
(library research) dan pengambilan bahan hukum 
penelitian akan meliputi pula bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini 
digunakan pula metode deduktif sebagai teknik 
pengambilan kesimpulan.

Adapun setelah ditelusuri secara pustaka 
(library research), terdapat 3 penelitian terdahulu 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 
ini. Penelitian pertama adalah penelitian yang 
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berjudul “Pengawasan dan Penegakan Hukum 
Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktik 
Persaingan Usaha Tidak Sehat” oleh Basri Effendi 
(2020). Basri dalam penelitian tersebut berfokus 
pada pengawasan KPPU terhadap bisnis digital 
secara umum dan tidak berbicara mengenai 
aspek khusus seperti ambang batas harga produk 
sejenis. [9]

Penelitian kedua adalah penelitian berjudul 
“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM 
Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan 
Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan 
Harga dan Penguasaan Pasar” oleh Tri Widya 
Kurniasari dan Arif Rahman (2022). Tri dan Arif 
dalam penelitian tersebut menjelaskan adanya 
korelasi antara penetapan harga dan penguasaan 
pasar dari para pelaku usaha digital yang memiliki 
posisi dominan. [10] Perlu untuk ditegaskan 
bahwa penelitian tersebut tidak menjelaskan 
secara jelas terkait bentuk penetapan harga yang 
termasuk persaingan usaha tidak sehat sesuai 
norma hukum yang berlaku. 

Penelitian ketiga adalah penelitian berjudul 
“Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait 
Pembuktian Tindakan Diskriminasi di Sektor 
Digital” oleh Rezaldy dan Nanda Diyan Saputra 
(2023). Rezaldy dan Nanda dalam penelitian 
tersebut menjelaskan pembuktian tindakan 
diskriminasi di sektor digital khususnya dalam hal 
penyediaan jasa telekomunikasi dan media. [11] 
Perlu untuk ditegaskan bahwa penelitian tersebut 
tidak menjelaskan konsepsi dan pembuktian 
tindakan diskriminasi pada sektor ekonomi digital.

Dalam sebuah sistem perekonomian modern, 
pengaturan hukum persaingan usaha dan 
pelaksanaannya adalah keharusan bagi setiap 
negara.[12] Hal ini dikarenakan pada sistem 
perekonomian modern, perilaku para pelaku 
pasar akan bersumbangsih pada pembentukan 
harga pasar. Apabila hal ini tidak diatur secara 
tegas dalam sebuah perangkat regulasi hukum 
persaingan usaha, tentu akan menimbulkan 
persaingan yang tidak sehat di antara pelaku 
usaha untuk dapat sebesar-besarnya melakukan 
penguasaan pangsa pasar. Regulasi hukum 
persaingan usaha juga memiliki tujuan luhur guna 
mendorong pertumbuhan pasar yang adil tanpa 
adanya pemusatan kekuatan ekonomi.[13]

Adapun UU 5/1999 sebagai regulasi hukum 
persaingan usaha di Indonesia memiliki asas, 

prinsip dan hakikat yang yang sama untuk dapat 
menciptakan persaingan usaha yang sehat 
dengan mengkonstruksikan pasar yang efektif 
bagi seluruh pihak.[14] Hal tersebut dijelaskan 
dalam ketentuan Pasal 2 UU 5/1999 bahwa pelaku 
usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan 
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
memperhatikan keseimbangan antara pelaku 
usaha dan kepentingan umum.[15] Ketentuan a 
quo apabila dicermati hendak menegaskan bahwa 
persaingan di antara pelaku usaha idealnya 
berada pada titik seimbang dan tidak merugikan 
kepentingan umum.

Hal ini karena penyalahgunaan posisi 
dominan (abuse of dominant position) oleh 
para pelaku besar usaha digital sangat besar 
potensinya untuk terjadi. Sehubungan dengan 
hal tersebut, OECD pun telah mengelompokkan 
dua kelompok indikator permulaan dari terjadinya 
penyalahgunaan posisi dominan yaitu indikator 
langsung dan indikator tidak langsung. Indikator 
langsung yang dimaksud salah satunya adalah 
terjadinya praktik monopoli dari para pelaku 
besar usaha digital akibat rendahnya atau tidak 
adanya daya saing pesaing potensial untuk 
melakukan pembatasan substitusi produk dari 
sisi permintaan dan penawaran.[16] Perlu untuk 
digarisbawahi bahwa ketentuan UU 5/1999 telah 
tegas menguraikan perbedaan di antara istilah 
monopoli dan praktik monopoli. Ketentuan Pasal 1 
angka (1) UU 5/1999 menjelaskan bahwa monopoli 
adalah penguasaan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau atas penggunaan 
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha, sedangkan ketentuan 
Pasal 1 angka (2) UU 5/1999 mengatur bahwa 
praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan 
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau 
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu 
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak 
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
[17] Sehingga apabila kedua istilah tersebut 
dikonstekstualisasikan dengan ketentuan UU 
5/1999, bentuk larangan yang diatur didalamnya 
berfokus pada dilarangnya praktik monopoli dari, 
oleh, dan atas pelaku usaha itu sendiri.

Istilah pelaku usaha sendiri telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) UU 5/1999 dan 
didefinisikan sebagai setiap orang perorangan 
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
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hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 
usaha dalam bidang ekonomi.[17] Mengenai 
pelaku usaha digital seperti e-commerce, lebih 
lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut 
dengan PP 80/2019) menjabarkan bahwa pelaku 
usaha pada mekanisme perdagangan melalui 
sistem elektronik (selanjutnya disebut dengan 
PMSE) mencakup pelaku usaha dalam negeri dan 
pelaku usaha luar negeri yang masing-masing 
terdiri dari klasifikasi pedagang, penyelenggara 
PMSE (selanjutnya disebut dengan PPMSE), dan 
penyelenggara sarana perantara (selanjutnya 
disebut dengan PSP).[18] Oleh karena itu, pelaku 
usaha digital termasuk pula dalam PPMSE yang 
termasuk dalam definisi pelaku usaha yang diatur 
dalam ketentuan UU 5/1999.

Di samping istilah pelaku usaha yang telah 
diuraikan diatas, terdapat pula istilah penting 
lainnya yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu 
yaitu istilah pasar bersangkutan. Ketentuan Pasal 
1 angka (10) UU 5/1999 mengatur bahwa pasar 
bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh 
pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama 
atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau 
jasa tersebut.[14] Berdasarkan ketentuan a quo, 
diketahui bahwa konsep pasar bersangkutan 
terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu pasar produk 
dan pasar geografis.

Mengenai konsep pasar bersangkutan 
tersebut pada prinsipnya telah diatur pada 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 
disebut dengan PerKPPU 3/2009). Dalam 
ketentuan a quo disebutkan bahwa pasar produk 
didefinisikan sebagai produk-produk pesaing 
dari produk tertentu ditambah dengan produk 
lain yang menjadi substitusi dari produk terkait, 
sedangkan pasar geografis adalah wilayah pelaku 
usaha dapat meningkatkan harga produknya 
tanpa harus menarik pelaku usaha baru atau 

tanpa kehilangan konsumen secara signifikan 
yang berpindah kepada pelaku usaha lain di luar 
wilayah tersebut.[19] Sehingga dapat dikatakan 
bahwa kedua bentuk pasar bersangkutan tersebut 
memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berbicara mengenai pasar produk, disebutkan 
pula dalam ketentuan a quo bahwa terdapat dua 
klasifikasi ketika berbicara mengenai produk 
itu sendiri yaitu produk sejenis dan produk 
substitusi. Dalam produk sejenis, produk-produk 
terkait adalah produk yang memiliki fungsi dan 
kesamaan karakteristik lainnya seperti manfaat 
produk bagi konsumen. Ciri khas produk sejenis 
adalah meskipun terdapat fungsi dan kesamaan 
karakteristik, produk sejenis dapat berasal dari 
pelaku usaha yang sama ataupun berbeda 
tetapi disertai dengan adanya perbedaan merek 
dagang dari setiap produk yang ditawarkan. 
Sehingga dimungkinkan bagi dua produk sejenis 
dari pelaku usaha yang sama untuk memiliki sisi 
penawaran dan permintaan yang berbeda, namun 
tetap dalam keadaan bersaing. Oleh karena itu, 
sederhananya adalah produk sejenis itu mengacu 
pada setiap produk yang memiliki kesamaan 
fungsi dan karakteristik bagi konsumen namun 
disertai adanya perbedaan merek dagang sebagai 
faktor pembeda.

Di samping itu, produk substitusi 
dimungkinkan untuk memiliki kesamaan fungsi 
dan karakteristik dengan produk sejenis namun 
dapat besar potensinya bagi produk terkait tidak 
sama karakteristiknya dengan produk sejenis 
pada umumnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan 
dari dua produk makanan yang memiliki fungsi 
untuk pangan konsumen, namun produk yang 
pertama adalah produk beras dan produk lainnya 
adalah produk roti. Keduanya memiliki fungsi 
yang sama, namun tidak dalam satu jenis yang 
sama untuk dapat dihadapkan secara langsung 
menurut klasifikasinya. Disebut produk substitusi 
juga apabila produk tersebut mampu dalam sisi 
permintaan dan penawaran memiliki titik yang 
sama atau melampaui titik capaian dari produk 
yang diperbandingkan atau dilakukan investigasi. 
Oleh karena itu, jelas bahwa produk yang tidak 
sejenis dari produk yang diperbandingkan masih 
besar potensinya untuk menjadi produk substitusi 
dalam satu pasar produk.

Apabila kedua konsep pengaturan yaitu istilah 
pelaku usaha secara khusus yang terkait dengan 
PPMSE dan istilah pasar produk dalam pasar 



JURNAL PERSAINGAN USAHA   Volume 3 No. 2 Tahun 2023
98

bersangkutan dihubungkan, diketahui bahwa 
pasar produk pada PPMSE terbilang memiliki irisan 
yang besar di mana dengan variasi produk yang 
ditawarkan oleh lebih dari satu pihak penjual pada 
lingkup PPMSE, produk sejenis dan/atau produk 
substitusi akan memiliki variasi yang tinggi pula 
dalam hal menentukan pasar bersangkutan dari 
suatu produk. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 
proses investigasi untuk menentukan produk 
sejenis akan sangat luas cakupannya dan tidak 
lagi hanya terbatas pada satu pasar geografis 
melainkan harus mengacu pada konsep multi 
geographic market, atau terintegrasinya beberapa 
pasar geografis untuk membentuk satu pasar 
geografis sebagai bentuk utama dari seluruh 
pasar geografis didalamnya.

Istilah lain yang berkaitan erat dengan 
kedua istilah diatas adalah posisi dominan. Pada 
ketentuan Pasal 1 angka (4) UU 5/1999 diatur 
bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana 
pelaku usaha tidak mempunyai pesaing pada pasar 
bersangkutan atau pelaku usaha mempunyai 
posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar 
bersangkutan yang mampu mengendalikan 
seluruh aspek yang termuat dalam pasar 
bersangkutan terkait.[17] Pengaturan ini memiliki 
implikasi yang terang bahwa sangat dimungkinkan 
bagi pelaku usaha yang mampu untuk melakukan 
penguasaan pangsa pasar secara penuh dan 
mengendalikan pasar bersangkutan termasuk 
dalam hal ini para pesaingnya dapat disebut telah 
melakukan praktik monopoli terlebih apabila 
dilaksanakan dengan melakukan penyalahgunaan 
posisi dominan. Adapun baik pelaku usaha baik 
pelaku usaha konvensional atau atau dalam 
konteks ini adalah PPMSE dapat disebut telah 
melakukan penyalahgunaan posisi dominan 
apabila telah memenuhi dua syarat sebagaimana 
yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU 5/1999. 
Perlu ditegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan 
hanya sepanjang belum terdapat pengaturan yang 
tegas mengenai parameter atas penyalahgunaan 
posisi dominan di pasar digital.

Syarat yang pertama adalah terkait dengan 
aturan penguasaan pangsa pasar, yaitu apabila 
satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
melakukan penguasaan atas lima puluh persen 
atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan 
atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha 
atau kelompok usaha menguasai tujuh puluh lima 
persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang 

dan atau jasa tertentu.[16] Perlu untuk ditegaskan 
bahwa posisi dominan di pasar digital tidak dapat 
dipersamakan dengan cara konvensional, namun 
sifat dari posisi dominan tetap dapat diadopsi 
sepanjang belum diaturnya sebuah aturan yang 
lebih khusus.

Syarat kedua adalah apabila dengan posisi 
dominan sebagaimana diuraikan dalam syarat 
pertama dilakukan dengan menetapkan syarat-
syarat perdagangan dengan tujuan untuk 
mencegah dan atau menghalangi konsumen 
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing 
baik dari segi harga maupun kualitas, atau 
membatasi pasar dan pengembangan dan 
teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain 
yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki 
pasar bersangkutan. Oleh karena itu, apabila 
hal ini dilakukan dapat disebutkan dengan tegas 
bahwa terjadi penyalahgunaan posisi dominan 
yang dilakukan oleh pelaku usaha (PPMSE in casu).

Perlu untuk digarisbawahi bahwa atas 
pelanggaran ketentuan Pasal 25 UU 5/1999, 
PPMSE dapat dibebankan sanksi administratif oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya 
disebut dengan KPPU) hingga penjatuhan sanksi 
pidana oleh Majelis Hakim atas hasil telaah 
KPPU secara berjenjang, tetapi ketentuan Pasal 
25 UU 5/1999 tidak berbicara mengenai sejauh 
mana pelaku usaha diperbolehkan menetapkan 
harga yang sehat untuk persaingan usaha di 
Indonesia. Tidak adanya pengaturan sejauh mana 
dan parameter apa yang dapat digunakan untuk 
mendapatkan besaran harga yang sehat untuk 
pelaku usaha dengan produk sejenis tercermin 
pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999. 
Hal ini dikarenakan ketentuan ini hanya mengatur 
hal penetapan harga (price fixing) secara horizontal 
dengan terlebih dahulu membuktikan perjanjian 
penetapan harga telah benar-benar terjadi. Oleh 
karena itu, ketentuan UU 5/1999 hanya mengatur 
penetapan harga yang lahir dari perjanjian pelaku 
usaha yang berdampak negatif pada persaingan 
usaha dan atau lahir dari penyalahgunaan 
posisi dominan yang juga berasal dari perjanjian 
penetapan syarat perdagangan di antara pelaku 
usaha.

Pengaturan ketentuan Pasal 20 UU 5/1999 
juga apabila dicermati secara saksama memiliki 
hubungan yang erat dengan praktik persaingan 
dari produk sejenis, yaitu terkait dengan aturan 
penetapan harga yang sangat rendah (predatory 



JURNAL PERSAINGAN USAHA   Volume 3 No. 2 Tahun 2023
99

pricing) dengan tetap memperhatikan juga teori 
ekonomi yang telah umum diterapkan.[17] Perlu 
untuk digarisbawahi bahwa harga pasar secara 
alamiah dapat terbentuk dari jumlah permintaan 
dan penawarannya di mana semakin tinggi jumlah 
penawarannya disertai dengan rendahnya jumlah 
permintaan, harga akan cenderung rendah dan 
begitu juga sebaliknya. Apabila dicermati kembali, 
harga pasar merupakan satu rantai besar dari 
satu pemasok pertama kepada pemasok tangan 
berikutnya dengan rantai pasok yang berbeda. 
Sehingga tidak jarang apabila harga pasar yang 
terbentuk juga didasarkan pada seberapa rendah 
atau tingginya harga produk dari pemasok pertama 
yang disebut sebagai produsen barang awal. 
Harga pasar dari rantai pasok ini berperan besar 
untuk menentukan rantai pasokan berikutnya dari 
agen-agen pelaku besar usaha digital dan pihak 
terafiliasi.

Penguasaan pasar yang bersangkutan 
melalui praktik monopoli juga akan membuat 
pelaku pasar digital untuk dapat bertindak penuh 
dalam penentuan harga minimal di pasar setelah 
ditambah ongkos produksi baik itu biaya tetap 
ataupun tambahannya dari produk yang terkait.
[20] Menjadi permasalahan baik dalam aturan UU 
5/1999 hingga aturan turunannya, pengaturan 
predatory pricing hanya dapat dibebankan pada 
pelaku usaha yang menetapkan harga yang tidak 
sehat menurut ongkos produksi dan nilai jual 
produk yang sejenis dari pelaku usaha lainnya, 
namun tidak diatur ambang batas harga yang 
sehat di antara pelaku usaha secara berimbang. 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketentuan 
a quo hanya mengatur ukuran teknikal dari 
konsep harga yang tidak sehat dibandingkan 
menguraikan konsep harga menurut ambang 
batasnya yang wajar.

PEMBAHASAN
Konsep dan Pengaturan Regulasi Hukum 
Persaingan Usaha dalam Penentuan Harga 
Produk Sejenis pada Ekosistem Digital

Sebagaimana diterangkan sebelumnya 
bahwa PPMSE adalah salah satu aktor penggerak 
yang berperan besar dalam ekosistem digital, 
secara khusus di Indonesia. Apabila dicermati, 
model yang disediakan oleh PPMSE umumnya 
berbentuk model bisnis ke konsumen (business 
to consumer, selanjutnya disebut dengan B2C). 
Adapun dalam model B2C, informasi produk 

termasuk harga produk pada praktiknya dapat 
diakses oleh konsumen melalui pendekatan client 
server (selanjutnya disebut CS) yaitu penggunaan 
sistem berbasis web untuk konsumen dan sistem 
penyediaan barang dan jasa untuk penyedia 
server.[21] Mengacu pada hal tersebut, konsep 
yang hendak ditawarkan oleh pelaku ekosistem 
digital (PPMSE in casu) adalah kegiatan PMSE 
secara terbuka (open access).

Dengan model terbuka, perangkat hukum 
persaingan usaha seyogyanya dapat memasuki 
ranah PPMSE. KPPU sebagai lembaga negara yang 
diberikan kewenangannya oleh UU 5/1999 untuk 
dapat menjaga persaingan usaha yang sehat 
termasuk dalam PPMSE, sudah tepat untuk dapat 
melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 
perilaku pelaku usaha yang berdampak negatif 
terhadap persaingan usaha.[22] Apabila merujuk 
pada konsep UU 5/1999 dalam hal persaingan 
usaha dalam PPMSE dapat dikatakan terbilang 
sifatnya restriktif atau jangkauannya sangat 
terbatas, meskipun terdapat aturan PPMSE itu 
sendiri. Pada tataran konsep yang lebih abstrak, 
regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia 
menempatkan ekosistem digital sebagai suatu hal 
baru yang sulit untuk diprediksi (an unpredictable 
thing), namun perlu untuk diatur demi kepentingan 
seluruh pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, Aghion dan 
Griffith menerangkan bahwa ekosistem digital 
dan segala inovasi yang ada di dalamnya akan 
mendorong pemusatan kekuatan pangsa pasar 
yang terkonsentrasi pada kelompok usaha yang 
berkapitalisasi besar.[23] Proses konsentrasi ini 
kemudian mendorong penentuan harga produk 
sejenis, secara khusus yang dilakukan oleh para 
pelaku besar usaha digital dalam praktiknya saat 
ini. Melalui konsep ini, dapat diketahui bahwa 
apabila suatu PPMSE semakin terkonsentrasi 
akan membuat pangsa pasar yang sebelumnya 
terdistribusi ke titik lain akan bertumpuk pada satu 
titik. Apabila memeriksa konsep ini dan dikaitkan 
dengan keberadaan PPMSE yang memberikan 
harga produk dengan nilai rendah yang tidak 
wajar (unreasonably low price), KPPU seyogyanya 
dapat menegakan hukum persaingan usaha 
pada ekosistem digital dengan didahului adanya 
penguatan dari UU 5/1999 yang memberikan 
atribusi untuk dapat dilakukan penguatan 
kewenangan KPPU di pasar digital.[24] Meskipun 
tidak dipungkiri bahwa KPPU dalam menghasilkan 
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putusan yang tidak memiliki titel eksekutorial 
menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam 
penegakan hukum persaingan usaha.[25]

Apabila merujuk pada respon dari pembentuk 
regulasi terhadap penentuan harga produk sejenis 
pada ekosistem digital, maka setidaknya terdapat 
dua perangkat aturan yang dapat untuk dilakukan 
analisis lebih lanjut. Dua aturan yang dimaksud 
adalah PerKPPU 3/2009 dan Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (selanjutnya disebut dengan PerKPPU 
6/2011). Hal yang patut untuk digarisbawahi 
disini adalah penentuan dari harga produk sejenis 
apabila dikemudian hari dilanggar oleh pelaku 
usaha secara tidak wajar (unreasonable) dapat 
menjadi suatu bukti mula-mula untuk dapat 
mengindikasikan pelaku usaha terkait melakukan 
persaingan usaha yang tidak sehat terutama dalam 
hal penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena 
itu, Pemerintah sebagai regulator seyogyanya 
merespon hal itu dengan merumuskan kebijakan 
terukur mengenai pola pengawasan pasar digital 
yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada 
KPPU.

Pada aturan PerKPPU 3/2009 disebutkan 
bahwa dalam pasar produk, produk tidak harus 
sifatnya adalah substitusi sempurna (perfect 
substitutes) melainkan dapat pula subtitusi dekat 
(close substitutes).[26] Lebih lanjut dalam ketentuan 
a quo, diterangkan bahwa terdapat indikator lain 
untuk dapat menentukan produk sejenis yaitu 
indikator harga. Maksud dari indikator harga ini 
adalah kenaikan harga dari produk sejenis tidak 
melampaui batas kuantitas sepuluh persen dari 
nilai harga produk terendah.[19]

Menjadi permasalahan hukum dari ketentuan 
a quo, bahwa batas kuantitas atas sebagai 
parameter kenaikan harga produk sejenis hanya 
ditujukan untuk memberikan batas kenaikan 
bagi produk sejenis. Sehingga hal ini justru akan 
berpotensi membuat produk-produk tertentu 
yang sebelumnya tergolong sebagai produk 
sejenis menjadi diluar kelompok produk sejenis 
dikarenakan tidak lagi sesuai dengan rentang 
batas kenaikan harga produk. Apabila ketentuan a 
quo dicermati secara saksama, tidak ada kejelasan 
pengaturan untuk penentuan ambang batas 
harga produk sejenis pada PPMSE. Sehingga 

terang ketentuan PerKPPU 3/2009 tidak berbicara 
mengenai penentuan harga produk sejenis 
yang sehat bagi seluruh pihak, khususnya yang 
dilakukan oleh PPMSE. Oleh karena itu, perlu 
untuk memahami pula ketentuan PerKPPU 6/2011 
guna memahami dasar dari sebuah harga dapat 
dikategorikan sebagai reasonable price atau tidak 
yang dapat diuraikan sebagai berikut.Ketentuan 
PerKPPU 6/2011 mengatur bahwa suatu harga 
disebut sebagai harga yang tidak wajar apabila 
dilakukan dengan melakukan perilaku jual rugi 
dengan penguasaan pangsa pasar sedikitnya tiga 
puluh lima persen atau berada dibawah ongkos 
produksi.[27] Mengacu pada ketentuan a quo, 
sejak semula dikonstruksikan bahwa harga yang 
tidak wajar itu hanya terbatas apabila ada posisi 
dominan dan lebih rendah daripada nilai ongkos 
produksinya. Sehingga dalam hal ini, timbul 
permasalahan hukum lainnya ketika seluruh 
unsur di atas tidak terpenuhi. Selain itu, ketentuan 
PerKPPU 6/2011 cenderung secara sempit menilai 
persaingan yang tidak sehat dapat dinyatakan 
apabila harga yang tidak wajar dari pelaku usaha 
(PPMSE in casu) setelah adanya penetapan harga 
yang tidak sehat. 

Hal ini mengingat pula bahwa tujuan dari 
perilaku jual rugi adalah untuk menyingkirkan 
pelaku usaha pesaing dari pasar dan mencegah 
pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing 
untuk masuk ke dalam pasar yang sama dan 
bukan untuk hanya semata-mata ditujukan untuk 
merestriksi persaingan itu sendiri.[26] Terlebih 
tidak ada jaminan harga yang rendah akan 
benar-benar mendorong pesaing dari produk 
sejenis untuk keluar pasar bersangkutan pada 
rentang waktu singkat.[28] Oleh karena itu, dapat 
ditegaskan kedua aturan persaingan usaha diatas 
tidak berbicara mengenai penentuan harga 
produk sejenis yang berimplikasi pada besar 
potensi timbulnya ketidakpatuhan pelaku usaha 
terkait (PPMSE in casu) dalam menentukan harga 
yang bersaing secara sehat.

Strategi Hukum Persaingan Usaha dan 
Implikasinya dalam Menjamin Persaingan 
Harga Produk Sejenis yang Sehat pada 
Ekosistem Digital

Dalam keadaan pandemi secara khusus, 
penggunaan PPMSE sebagai bagian ekosistem 
digital terbilang berperan besar untuk menunjang 
perekonomian di Indonesia. Sebagaimana telah 
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diuraikan pula bahwa pelaku usaha baik secara 
konvensional ataupun digital mengalami dampak 
yang signifikan, termasuk pula kegiatan pelaku 
UMKM.[29] Dengan tidak diaturnya regulasi hukum 
persaingan usaha yang mengatur ambang batas 
harga produk sejenis yang sehat akan memiliki 
implikasi pada besarnya potensi tersingkirnya 
pelaku UMKM saat melakukan persaingan harga 
menghadapi harga yang terbilang rendah dari 
PPMSE yang berkapitalisasi besar atau setidak-
tidaknya yang menguasai pangsa pasar secara 
signifikan.

Perlu digarisbawahi bahwa pelaku UMKM 
memiliki peran strategis untuk menguatkan 
perekonomian rakyat dan layak untuk mendapat 
strategi kebijakan perhatian yang layak bagi 
pemberdayaan oleh Pemerintah.[30] Bahkan 
fenomena ini apabila tidak direspon secara 
serius akan berdampak secara signifikan pada 
pelaku usaha dengan kapitalisasi rendah. Selain 
itu, regulasi persaingan usaha secara ratio legis 
harus dikonstruksikan dengan maksud untuk 
dapat membangun kepatuhan para pelaku usaha 
termasuk dalam hal ini PPMSE untuk dapat 
menetapkan harga yang bersaing tetapi dilakukan 
secara sehat. Hal ini dikarenakan dengan tidak 
adanya aturan yang jelas, maka potensi terjadinya 
ketidakpatuhan menjadi sangat mungkin dan 
tidak ada parameter yang jelas dalam melakukan 
penindakan.

Adapun strategi yang seyogyanya dapat 
direspon oleh para regulator dengan menetapkan 
ambang batas harga produk sejenis kepada 
seluruh pelaku usaha digital pada PPMSE, baik 
pelaku tersebut berbentuk orang perseorangan 
hingga badan hukum. Hal ini menjadi penting 
karena belum terdapat satu aturan hukum positif 
yang secara komprehensif mengatur ambang 
batas produk sejenis. Berbicara mengenai aturan 
ambang batas pada prinsipnya dapat merujuk 
ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas 
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan 
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (selanjutnya 
disebut dengan Permenhub 20/2019). Sehingga 
menerapkan strategi untuk mengatur ambang 
batas produk sejenis dapat merujuk ketentuan 
tersebut sebagai salah satu acuan.

Strategi ini dimaksudkan untuk dua tujuan. 
Tujuan pertama adalah untuk memberikan 

kepastian kepada pihak pembeli atau konsumen 
dalam hal ini untuk mendapatkan harga yang layak, 
namun tidak merugikan pihak penjual. Tujuan 
kedua adalah guna memberikan parameter untuk 
dapat dipatuhi oleh para pelaku usaha digital. Hal 
ini juga menegaskan bahwa meskipun masing-
masing pelaku usaha di pasar digital memiliki 
biaya produksi yang berbeda, penetapan harga 
seyogyanya dilakukan dengan satu pedoman 
yang terunifikasi. Sehingga kedua tujuan itu pada 
prinsipnya ditujukan agar memberikan kepastian 
bagi terselenggaranya persaingan usaha yang 
sehat di antara pelaku usaha dan tidak merugikan 
kepentingan konsumen.

Strategi ambang batas ini dapat diuraikan 
sebagai berikut. Ambang batas yang dimaksud 
adalah meliputi ambang batas atas, nilai harga 
keseimbangan, dan ambang batas bawah dari 
produk sejenis yang akan ditentukan oleh para 
pemangku kepentingan beserta, dalam hal ini 
adalah, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian 
Perdagangan (selanjutnya disebut dengan 
Kemendag) dan para pihak yang terdampak. 
Adapun untuk menentukan suatu produk tertentu 
dapat dikategorikan pada satu kelompok produk 
sejenis pada prinsipnya dapat merujuk pada 
aturan PerKPPU 3/2009. Mengenai ketiga istilah 
diatas dapat diuraikan sebagai berikut. Ambang 
batas atas yang dimaksud adalah harga tertinggi 
yang dapat diterapkan oleh keseluruhan pelaku 
usaha di pasar digital. Penggunaan harga tertinggi 
ini pada prinsipnya bertujuan melindungi hak 
dan kepentingan pihak konsumen. Adapun 
maksud dari perlindungan ini adalah agar setiap 
penentuan harga produk sejenis yang dilakukan 
oleh pelaku usaha di pasar digital memperhatikan 
pula daya beli atau kemampuan setiap sasaran 
konsumennya secara logis. Di samping itu, nilai 
harga keseimbangan pada hakikatnya adalah 
titik pertemuan dari titik ambang batas atas dan 
ambang batas bawah yang disetujui dalam suatu 
model penentuan harga pasar (market price). 
Dalam titik keseimbangan harga, baik pihak 
pelaku usaha digital maupun pihak konsumen 
mendapatkan keuntungan yang wajar untuk 
dapat dicapai. Adapun ambang batas bawah 
adalah harga terendah yang dapat ditetapkan oleh 
seluruh pelaku usaha digital di PMSE. Penentuan 
ambang batas bawah ini ditujukan agar dapat 
menutup suatu peluang bagi pelaku usaha digital 
untuk melakukan perilaku perilaku jual rugi 
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sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 
20 UU 5/1999 dan PerKPPU 6/2011.

Dalam menentukan nilai ambang batas dan 
ambang batas bawah, KPPU dapat melakukan 
justifikasi ilmiah berdasarkan ketentuan Pasal 
35 huruf (e) UU 5/1999 terkait dengan konsepsi 
strategi ini. Apabila telah terdapat justifikasi ilmiah 
oleh KPPU, KPPU dapat merumuskan rekomendasi 
kepada Pemerintah sebagai regulator sektoral 
untuk dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan 
penentuan ambang batas ini. Sehingga apabila 
dalam rekomendasi KPPU memuat penilaian yang 
baik atas penentuan ambang batas tersebut, 
maka strategi tersebut dapat diteruskan ke pihak 
Pemerintah. 

Adapun dalam menentukan nilai ambang 
batas dan ambang batas bawah, Pemerintah 
yang dalam hal ini diwakili oleh Kemendag 
dapat melakukan penentuannya bersama-sama 
dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
(selanjutnya disebut dengan YLKI), dan perwakilan 
pelaku usaha yang terbagi dari tiga golongan, yaitu 
perwakilan usaha yang berbentuk perseorangan, 
pelaku usaha yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum dalam skala UMKM, dan pelaku 
usaha yang berbadan hukum dan memiliki valuasi 
atau kapitalisasi besar (big capitalization) di bidang 
usaha digital atau yang dapat disebut juga dengan 
istilah unicorn atau decacorn. Sehingga dalam hal 
ini, KPPU memiliki peranan yang strategis sebagai 
mitra bagi Pemerintah dan pihak-pihak terkait di 
ekosistem pasar digital dalam menentukan secara 
tidak langsung kebijakan yang dapat ditempuh 
oleh Pemerintah. Perlu digarisbawahi bahwa 
penentuan ambang batas atas dan ambang batas 
bawah dari setiap harga produk sejenis hanya 
berlaku untuk satu periode tertentu sesuai yang 
disepakati karena mengingat perkembangan dan 
pertumbuhan ekonomi itu sendiri, termasuk di 
dalamnya adalah pengaruh inflasi dan hambatan 
perdagangan internasional.

Terkait dengan alur konsepsi ini, konstruksi 
penetapan ambang batas atas dan ambang 
batas bawah dapat diuraikan sebagai berikut. 
Tahapan pertama adalah KPPU melakukan kajian 
dalam aspek ekonomi dan hukum persaingan 
usaha mengenai suatu rencana amabang batas 
atas dan ambang batas bawah atas satu produk 
sejenis. Adapun penentuan klasifikasi produk 
sejenis yang akan dikaji oleh KPPU dilakukan atas 
usulan dari Pemerintah yang dalam hal ini diwakili 

oleh Kemendag. Penelitian atas satu klasifikasi 
produk sejenis tertentu yang telah diusulkan 
oleh Pemerintah untuk dikaji oleh KPPU dapat 
didahului oleh oleh KPPU di tingkat pusat dengan 
memberikan suatu notifikasi atau pemberitahuan 
kepada unsur KPPU di tingkat daerah untuk dapat 
meneliti harga produk sejenis di wilayah terkait 
terutama dalam hal aspek pasar geografisnya. 
Apabila sudah dilakukan pengkajian dan ditelaah 
kembali oleh KPPU tingkat pusat, maka dapat 
dilanjutkan dengan tahapan kedua.

Dalam tahapan kedua, KPPU dapat melakukan 
notifikasi kepada seluruh pihak terkait untuk 
dapat melakukan kajian secara internal mengenai 
ambang batas atas dan ambang batas bawah 
terhadap masing-masing klasifikasi produk sejenis 
yang telah disampaikan oleh KPPU. Sehingga 
terdapat waktu yang cukup bagi setiap pihak untuk 
dapat melakukan penelitian yang komprehensif. 
Apabila sudah dipenuhi, maka akan dapat 
dilanjutkan dengan tahapan ketiga. Adapun tahap 
ketiga adalah KPPU menyampaikan hasil penelitian 
atau penelaahan atas harga produk sejenis yang 
diusulkan oleh Kemendag sebelumnya berupa 
rekomendasi mengenai peluang rasionalisasi 
untuk dapat diterapkan atau tidak oleh Kemendag 
sebagai perwakilan Pemerintah. Setelah melalui 
tahapan ketiga ini, hasil rekomendasi dapat 
menjadi bahan pengambilan keputusan oleh 
Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan 
dari penentuan harga produk sejenis tertentu di 
pasar digital.

Apabila kemudian respon Pemerintah adalah 
melakukan penentuan ambang batas atas dan 
ambang batas bawah sesuai yang telah diuraikan 
sebelumnya, KPPU dapat melakukan respon 
lanjutan berupa pengawasan atas regulasi 
persaingan usaha yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah melalui pembentukan PerKPPU 
yang mendorong kepatuhan pelaku usaha atas 
kebijakan Pemerintah (kebijakan penentuan 
ambang batas atas dan ambang batas bawah in 
casu). Sehingga dalam satu PerKPPU dimaksud, 
KPPU memiliki kewenangan untuk membebankan 
penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang 
dilakukan yaitu sanksi administratif kepada para 
pelanggar. Dalam hal ini, tentu akan memberikan 
sebuah model persaingan usaha yang sehat dan 
teregulasi secara jelas. Harga pasar juga tidak akan 
dibatasi karena akan diberikan ruang bagi pelaku 
pasar itu sendiri untuk dapat mengakomodasinya 
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dalam proses telaah. Dengan demikian, KPPU 
akan dengan tegas mendorong kepatuhan setiap 
pelaku ekosistem digital untuk menciptakan 
persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 
UU 5/1999 yang mengatur bahwa salah satu 
tujuan dari lahirnya UU 5/1999 sebagai dasar 
bagi pembentukan KPPU adalah mencegah 
praktik monopoli dan atau persaingan usaha 
yang tidak sehat. Merujuk pada ketentuan a 
quo dan dihubungkan dengan tugas KPPU 
dalam pemberian rekomendasi atas peluang 
rasionalisasi dari konsepsi strategi ambang 
batas kepada Pemerintah sebagai regulator 
sektoral , KPPU sebagai penjaga iklim persaingan 
usaha di Indonesia (the guardian of Indonesian 
business competition) menjadi benar-benar dapat 
direalisasikan tanpa melampaui tugas KPPU 
yang telah diatur oleh ketentuan UU 5/1999 dan 
kedudukan lembaganya sebagai penegak hukum 
persaingan usaha.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan, dapat dinyatakan dua kesimpulan 
penelitian sebagai berikut. Kesimpulan yang 
pertama adalah bahwa pengaturan penentuan 
harga yang wajar dan adil pada ekosistem digital 
di Indonesia secara konseptual belum mengacu 
pada prinsip-prinsip dasar keterbukaan dalam 
hukum persaingan usaha yang sehat. Di samping 
itu secara regulasi, aturan turunan UU 5/1999 
sebagai aturan pokok hukum persaingan usaha 
belum mengatur secara terang penentuan 
harga yang wajar dan adil pada ekosistem 
digital. Kesimpulan kedua adalah strategi untuk 
menjamin persaingan usaha yang sehat atas 
pengaturan harga produk sejenis yang sehat 
pada ekosistem digital di Indonesia adalah melalui 
strategi penentuan ambang batas atas, harga 
keseimbangan, dan ambang batas bawah atas satu 
klasifikasi produk sejenis tertentu oleh Kemendag 
sebagai perwakilan Pemerintah dan pihak-pihak 
terkait yang didahului oleh upaya justifikasi 
ilmiah oleh KPPU melalui satu rekomendasi 
kepada Pemerintah mengenai rasionalisasi 
dari strategi penentuan ambang batas. Adapun 
setelah dilakukan penentuan ambang batas oleh 
Pemerintah, KPPU dapat melakukan pengawasan 
persaingan usaha melalui pembentukan PerKPPU 

yang mendorong kepatuhan pelaku usaha atas 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
Hal ini akan berimplikasi pada terhindarnya 
perilaku jual rugi dan persaingan yang tidak sehat 
dari para pelaku usaha yang memiliki permodalan 
yang besar dan mempertahankan eksistensi dari 
pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saingnya 
di ekosistem digital.
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ABSTRACT

Price-fixing agreements or cartel practices are born from the conspiracy of several business actors who create 
entry barriers through tacit collusion, indirect evidence is needed to strengthen the process of proving violations 
of Competition Law (Law Number 5 of 1999). The implementation of indirect evidence was found in the case 
of a price-fixing agreement in decisions Number 04/KPPU-I/2016 Motorcycle Industry Type of 110-125cc Matic 
Scooter in Indonesia and Number 15/KPPU-I/2019 Domestic Economy Class Passenger Scheduled Commercial 
Air Transport Services. The research method used is normative research with a statutory approach and a case 
approach. The results showed that the use of indirect evidence in the case of price fixing agreements in the 
form of communication evidence, economic evidence and plus factors. Indirect evidence used cumulatively is 
very decisive in the occurrence of a violation of competition law, because it can distinguish between parallel 
behaviors that arise due to tacit collusion and those that occur due to natural reactions between competitors 
at a certain market concentration. Indirect evidence has legal force and has been recognized as part of the 
evidence of instructions as stipulated in Article 42 of Law Number 5 of 1999, guidelines Article 11 and Article 5, 
KPPU Regulation Number 2 of 2023. The Supreme Court recognizes and justifies the use of indirect evidence by 
the Commission Panel in determining violations of competition law.

Keywords: Agreements, Competition, Conspiracy, Evidence.

ABSTRAK

Perjanjian penetapan harga atau praktik kartel lahir dari konspirasi beberapa pelaku usaha yang 
menciptakan entry barrier melalui tacit collusion, dibutuhkan bukti tidak langsung untuk memperkuat 
proses pembuktian pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999). Implementasi bukti 
tidak langsung ditemukan dalam perkara perjanjian penetapan harga dalam putusan No. 04/KPPU-I/2016 
Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125cc di Indonesia dan No. 15/KPPU-I/2019 Jasa Angkutan 
Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara perjanjian penetapan 
harga berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi dan plus factors. Bukti tidak langsung yang digunakan 
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secara kumulatif sangat menentukan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha, karena dapat 
membedakan antara perilaku paralel yang muncul akibat tacit collusion dengan yang terjadi akibat reaksi 
alamiah antar pesaing pada konsentrasi pasar tertentu. Bukti tidak langsung memiliki kekuatan hukum 
dan telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 
42 UU No. 5 Tahun 1999, pedoman Pasal 11 dan Pasal 5, PerKPPU No. 2 Tahun 2023. Mahkamah Agung 
mengakui dan membenarkan penggunaan bukti tidak langsung oleh Majelis Komisi dalam penentuan 
pelanggaran hukum persaingan usaha. 

Kata Kunci: Perjanjian, Persaingan, Konspirasi, Bukti.

PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), secara 
umum memuat substansi hukum materiil yang 
mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, 
kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan 
posisi dominan. Selain itu, terdapat ketentuan 
hukum formil mengenai penegakan hukum dan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
[1] KPPU sebagai lembaga pengawas sekaligus 
lembaga yang serupa dengan peradilan memiliki 
kewenangan dalam melakukan penanganan 
terhadap perkara yang bersumber dari inisiatif 
atau laporan sebagaimana diatur dalam UU No. 
5 Tahun 1999,[2] dan berwenang melakukan 
pengawasan dan penegakan hukum dalam 
pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 
22 Tahun 2008).[3]

KPPU dalam melaksanakan penanganan 
perkara mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 
1999 dan hukum acara persaingan usaha yang 
terakhir disempurnakan melalui Peraturan KPPU 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 2 Tahun 2023).
[4] Perkara yang bersumber dari laporan atau 
inisiatif akan dilakukan penyelidikan awal oleh 
Investigator persaingan usaha, apabila laporan 
hasil penyelidikan awal memenuhi kelengkapan 
dan merupakan kompetensi absolut KPPU, maka 
akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna 
memperoleh alat bukti yang cukup dan dilakukan 
pemberkasan laporan hasil penyelidikan. Lebih 
lanjut dalam Pasal 49 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 
mengatur bahwa apabila paparan atas laporan 
hasil penyelidikan dinilai layak dan diterima dalam 
rapat komisi, maka selanjutnya akan dilakukan 

penyusunan laporan dugaan pelanggaran dan 
penetapan pemeriksaan pendahuluan. selanjutnya 
laporan dugaan pelanggaran akan disampaikan 
oleh Investigator pada Sidang Majelis Komisi.

Majelis Komisi dalam menangani perkara 
menggunakan alat ukur yaitu: 1) menetapkan 
rumusan pasal yang dilanggar dan metode 
pendekatan yang digunakan;[5] 2) menggunakan 
pendekatan struktur pasar (relevant market) 
dan pendekatan perilaku (conduct).[6] Pada 
tahap berikutnya, Majelis Komisi dalam proses 
pembuktian di tahap pemeriksaan lanjutan 
menggunakan alat bukti yang diatur dalam 
Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. PerKPPU No. 
2 Tahun 2023 yaitu: 1) keterangan saksi; 2) 
keterangan ahli; 3) surat dan/atau dokumen; 4) 
petunjuk; dan 5) keterangan pelaku usaha. Pada 
perkembangannya, KPPU dapat menggunakan 
bukti tidak langsung (indirect evidence) untuk 
menyatakan perkara perjanjian penetapan harga 
dan perkara lain yang muncul dari konspirasi 
beberapa pelaku usaha.[4] 

Pada mulanya, KPPU menggunakan indirect 
evidence untuk membuktikan telah terjadinya 
konspirasi atau kolusi baik sengaja atau diam-
diam (tacit collusion) yang dilakukan oleh pelaku 
kartel.[7] Indirect evidence tidak secara langsung 
disebutkan sebagai bagian dari alat bukti 
dalam hukum persaingan usaha sebagaimana 
diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999.[8] 
Dikarenakan dasar pengaturannya yang belum 
jelas dan terbilang lemah, KPPU kemudian 
menetapkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pasal 11 (PerKPPU No. 4 Tahun 
2010).[4] Berdasarkan rumusan aturan dalam 
PerKPPU No. 4 Tahun 2010 indirect evidence belum 
diatur secara tegas dan komprehensif, sehingga 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (selanjutnya 
disingkat PerKPPU No. 4 Tahun 2011).[4] PerKPPU 
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No. 4 Tahun 2011 pada pokoknya mengatur bahwa 
bukti yang diperlukan untuk perkara penetapan 
harga dapat menggunakan bukti langsung (hard 
evidence) dan bukti tidak langsung (circumstantial 
evidence) berupa: (i) bukti komunikasi (namun 
tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), 
dan (ii) bukti ekonomi.[9] 

Ketentuan normatif dalam UU No. 5 Tahun 
1999 memang tidak mengatur secara gamblang 
mengenai indirect evidence, namun apabila 
mencermati substansi dalam PerKPPU No. 4 Tahun 
2011, terdapat kaitan antara alat bukti petunjuk 
sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 
1999 dengan indirect evidence. Menurut ketentuan 
dalam PerKPPU No. 4 Tahun 2011 yang pada 
pokoknya mengatur bahwa bukti komunikasi dan 
bukti ekonomi merupakan bagian dari indirect 
evidence. Kaitan keduanya kemudian diperkuat 
dan diatur pula dalam Pasal 12 Ayat (2), (3), dan 
(4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023 yang pada intinya 
mengatur bahwa petunjuk dapat berupa bukti 
ekonomi (penggunaan dalil ilmu ekonomi yang 
ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif 
dan/atau kualitatif serta hasil analisis) dan/atau 
bukti komunikasi (pertemuan atau komunikasi 
antar pihak dengan tanpa menjelaskan substansi 
pertemuan tersebut). 

Berlakunya PerKPPU No. 2 Tahun 2023 
sejalan dengan ketentuan mengenai, dan dengan 
demikian mengakui adanya perluasan makna dan 
keterkaitan antara indirect evidence dengan alat 
bukti petunjuk,[10] sekaligus cukup beralasan 
hukum bagi KPPU menggunakan indirect evidence 
tidak hanya dalam rangka membuktikan konspirasi 
dalam perkara kartel, tetapi dapat pula digunakan 
dalam perkara perjanjian penetapan harga (price 
fixing) atau perkara lain.[4] 

Berdasarkan beberapa rujukan dari  penelitian 
sebelumnya, indirect evidence  telah digunakan 
dalam pembuktian perkara persaingan usaha yang 
muncul akibat adanya konspirasi pelaku usaha, 
namun substansi UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak 
mengenal adanya indirect evidence, belum diikuti 
dengan kebaharuan pada hukum acara KPPU 
dan juga terjadinya inkonsistensi putusan kasasi 
Mahkamah Agung.[7] Dengan demikian, terbitnya 
PerKPPU No. 2 Tahun 2023 dapat menjadi batu 
uji dan perspektif baru terhadap implementasi 
indirect evidence dalam penyelesaian perkara 
hukum persaingan usaha.

Penyelesaian perkara pelanggaran penetapan 
harga yang menggunakan indirect evidence 
sekaligus menjadi objek penelitian ini adalah 
Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang 
Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 
Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis 
Skuter Matik 110-125cc di Indonesia dan Putusan 
Perkara No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan 
Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 
Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga 
Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam 
Negeri. Pada Putusan Perkara 04/KPPU-I/2016 
terdapat 2 (dua) Terlapor yang terbukti melakukan 
perjanjian penetapan harga dibuktikan dengan 
adanya perilaku tindakan bersama (concerted 
action). Kemudian pada Putusan Perkara No. 15/
KPPU-I/2019 terdapat 7 (tujuh) Terlapor yang 
terbukti melakukan perjanjian penetapan harga 
dibuktikan dengan adanya meeting of minds para 
Terlapor untuk melakukan concerted action pada 
saat melakukan perjanjian penetapan harga. 

Kedua putusan tersebut masing-masing 
dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui 
konsistensi putusan yang mengakui dan 
membenarkan penggunaan indirect evidence oleh 
Majelis Komisi melalui Putusan Kasasi No. 217 K/
Pdt.Sus-KPPU/2019 dan Putusan Kasasi No. 1811 
K/ Pdt.Sus-KPPU/2022. 

Berdasarkan uraian di atas dari sumber data 
yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi 
alasan yang tepat dan menarik untuk dilakukan 
penelitian dengan rumusan permasalahan 
bagaimana penggunaan bukti tidak langsung 
dalam penyelesaian perkara hukum persaingan 
usaha dan bagaimana kekuatan hukum bukti tidak 
langsung dalam penentuan pelanggaran hukum 
persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 
deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 
mengenai penggunaan bukti tidak langsung dalam 
penyelesaian perkara hukum persaingan usaha 
dan memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, 
dan sistematis mengenai kekuatan hukum bukti 
tidak langsung dalam penentuan pelanggaran 
hukum persaingan usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan 
kasus (judicial case study). Adapun analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu 
data kualitatif yang telah dikumpulkan terkait 
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permasalahan akan dianalisis secara deduktif dan 
disajikan secara deskriptif.

Persaingan usaha memiliki hukum acara 
tersendiri yaitu PerKPPU No. 2 Tahun 2023 
dengan ketentuan beracara yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 1) Laporan; 2) Inisiatif KPPU; 
3) Penyelidikan Awal; 4) Penyelidikan; 5)
Pemeriksaan Pendahuluan; 6) Pemeriksaan
Lanjutan; dan 7) Putusan Majelis Komisi.[11]
Pada prinsipnya terdapat beberapa kemungkinan
terhadap putusan KPPU.[12] Pertama, Terlapor
menjalankan isi putusan yang ditetapkan tanpa
adanya paksaan dan tidak mengajukan upaya
hukum lanjutan. Kedua, Terlapor merasa tidak
puas dan keberatan atas hasil yang ditetapkan
oleh Majelis Komisi dengan mengajukan upaya
keberatan ke Pengadilan Niaga. Ketiga, Terlapor
tidak melakukan upaya hukum lanjutan baik upaya 
keberatan ataupun upaya kasasi ke Mahkamah
Agung dan tidak melaksanakan isi Putusan KPPU.
[13]

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan 
aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021) yang mengatur 
khusus mengenai perubahan substansi UU No. 
5 Tahun 1999 menimbulkan implikasi terhadap 
upaya hukum atas putusan KPPU.[14] Berkenaan 
dengan upaya keberatan yang dapat dilakukan 
Terlapor, maka mengacu pada ketentuan Pasal 
19 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 yaitu Terlapor 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan 
putusan, upaya keberatan dapat diajukan ke 
Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah hukum 
pelaku usaha/Terlapor.[15] 

Pembaharuan upaya hukum yang diatur 
dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 
2021 berimplikasi tidak hanya mengenai upaya 
keberatan, melainkan juga meliputi upaya 
kasasi sebagai upaya hukum final sekaligus 
menghapuskan upaya hukum peninjauan kembali. 
Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) 
PP No. 44 Tahun 2021  dan Pasal 16 Ayat (2) Perma 
No. 3 Tahun 2021. Perubahan ini secara tegas 
mengatur bahwa upaya kasasi menjadi upaya 
terakhir yang dapat dilakukan atas Putusan KPPU, 
sehingga saat ini tidak akan ada lagi upaya hukum 
peninjauan kembali.

Secara harfiah terdapat dua kosa kata bahasa 
Inggris yaitu proof dan evidence yang keduanya 
memiliki arti yang sama yaitu “bukti”, namun 
secara prinsipil terdapat perbedaan makna 
antara keduanya. Evidence sebagai informasi 
yang berkaitan dan mendukung keyakinan bahwa 
sebagian atau keseluruhan fakta hukum yang 
disampaikan terdapat kebenaran. Sementara proof  
berarti hasil yang diperoleh dari proses evaluasi 
atau kegiatan untuk menarik kesimpulan terhadap 
bukti yang digunakan atau mengacu kepada 
proses pembuktian itu sendiri.[16] Sementara 
bukti dalam bahasa Belanda merujuk kepada 
istilah “bewijs” yaitu sesuatu yang menunjukkan 
benar atau tidaknya suatu fakta yang diajukan 
dalam proses pembuktian di pengadilan.[16] 
Membuktikan juga dapat diartikan sebagai aksi 
untuk menyampaikan bukti, dan pembuktian 
mengacu pada akumulasi atau hasil akhir dari 
suatu proses dalam membuktikan suatu fakta.[17]

Teori hukum pembuktian menurut Eddy O.S. 
Hiariej adalah tata cara atau aturan pembuktian 
yang meliputi alat bukti, barang bukti, tata cara 
mengumpulkan dan memperoleh bukti, cara 
menyampaikan bukti di pengadilan, serta kekuatan 
pembuktian dan beban pembuktian. Selanjutnya 
terdapat 4 (empat) konsep pembuktian yaitu 
sesuai (relevant), diterima (admissible), tidak 
melawan hukum (exclusionary rules), dan kekuatan 
substansi bukti (weight of the evidence).[16] 
Pertama, relevant berarti suatu bukti yang diajukan 
terhadap suatu sengketa haruslah sesuai atau 
berkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya 
sehingga mengarah pada suatu kebenaran yang 
utuh. Kedua, admissible yaitu bukti yang diajukan 
sah dan telah sesuai dengan hukum pembuktian 
yang berlaku. Ketiga, exclusionary rules yaitu 
bukti harus diperoleh tanpa melawan hukum. 
Keempat, weight of the evidence yaitu setiap 
bukti yang diajukan selain sesuai dengan fakta, 
aturan, dan diperoleh tanpa melawan hukum 
mestinya dilakukan evaluasi oleh hakim apakah 
bukti tersebut memiliki kekuatan hukum/bobot 
pembuktian yang akan dipakai sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus.[16]
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PEMBAHASAN
Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam 
Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan 
Usaha 

Pada sub bahasan ini akan dikaji secara rinci 
dan komprehensif mengenai implementasi bukti 
tidak langsung dalam penyelesaian perkara price 
fixing, sebagaimana kewenangan KPPU menangani 
perkara inisiatif sesuai dengan Pasal 40 UU No. 5 
Tahun 1999.[4] KPPU melakukan pemeriksaan 
terhadap adanya dugaan pelanggaran perjanjian 
penetapan harga dalam Perkara No. 04/
KPPU-I/2016 yang dilakukan oleh PT Yamaha 
Indonesia Motor Manufacturing sebagai Terlapor 
I dan PT Astra Honda Motor sebagai Terlapor II, 
yang terindikasi melakukan price fixing dalam 
Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-
125cc di Indonesia. Selanjutnya Perkara No. 15/
KPPU-I/2019 yang dilakukan  PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk selaku Terlapor I, PT Citilink 
Indonesia selaku Terlapor II masing-masing 
tergabung dalam Garuda Group, PT Sriwijaya Air 
selaku Terlapor III, PT NAM Air selaku Terlapor IV 
masing-masing tergabung dalam Sriwijaya Group, 
PT Batik Air selaku Terlapor V, PT Lion Mentari 
selaku Terlapor VI, dan PT Wings Abadi selaku 
Terlapor VII masing-masing tergabung dalam 
Lion Group, yang terindikasi melakukan price 
fixing dalam industri jasa angkutan udara niaga. 
Kedua perkara tersebut menggunakan bukti tidak 
langsung untuk membuktikan konspirasi yang 
dilakukan para Terlapor dalam melakukan price 
fixing.
a. Bukti Tidak Langsung dalam Perkara Perjanjian 

Penetapan Harga di Industri Sepeda Motor 
Skuter Matik

Para Terlapor merupakan perusahaan 
yang memproduksi kendaraan roda dua yang 
menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, 
sekaligus tergabung sebagai anggota Asosiasi 
Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). 
Perkara ini bermula pada tahun 2013 Terlapor 
I (Presiden Direktur (Presdir) Yoichiro Kojima)) 
dan Terlapor II (Presiden Direktur (Presdir) 
Toshiyuki Inuma)) melakukan pertemuan 
dalam rangka bermain golf, namun terdapat 
indikasi kuat bahwa pertemuan tersebut 
merupakan bentuk tacit collusion untuk 
melakukan price fixing. 

Berdasarkan Pemeriksaan Lanjutan 
ditemukan pola perilaku yang tidak sesuai 

dengan pasar oligopolistik dan mengarah 
pada perilaku kolusif. Pada perkara ini 
bukti komunikasi dan ekonomi digunakan 
Investigator untuk membuktikan adanya 
perilaku kolusif para Terlapor dalam 
melakukan price fixing. Bukti komunikasi 
yang ditemukan dalam perkara ini adalah 
bukti e-mail yang menyatakan Terlapor I akan 
mengikuti pola kenaikan harga Terlapor II pada 
rentang periode tahun 2014. Berdasarkan 
kronologis perjanjian penetapan harga yang 
disampaikan oleh Investigator dalam Sidang 
Majelis Komisi, diketahui bahwa setelah 
pertemuan antara Presdir Kojima dan Presdir 
Inuma selanjutnya pertemuan tersebut 
ditindaklanjuti oleh Presdir Kojima yang 
menginstruksikan Saksi Yukata Terada selaku 
direktur marketing, agar dapat menerapkan 
pola kenaikan harga yang dilakukan oleh 
Terlapor II, perintah ini dilakukan melalui 
e-mail internal perusahaan pada bulan Januari 
2014, dengan isi percakapan sebagai berikut: 

“President Kojima san has requested us to 
follow Honda price increase many times since 
January 2014 because of his promise with Mr. 
Inuma, President of AHM at Golf Course. As 
we know, this is illegal. We never follow such a 
price negotiation process. YMC also educated 
all employees not to negotiate prices with 
competitors”.

E-mail tersebut membuktikan bahwa 
parallel conduct yang dilakukan oleh para 
Terlapor bukan merupakan reaksi terhadap 
pricing strategies pelaku usaha pesaingnya 
yang berada pada pasar oligopoli, tetapi 
merupakan concerted action untuk melakukan 
price fixing.  Investigator juga menggunakan 
bukti ekonomi yang memperkuat dugaan 
bahwa telah terjadi concerted action. Pada 
konsentrasi pasar tertentu dimungkinkan 
adanya tindakan parallelism yang serupa dan 
dapat mengarah pada tindakan concerted 
action. Membedakan tindakan independen 
dalam pasar oligopolistik dengan concerted 
action sangat diperlukan analisis bukti 
ekonomi untuk mendukung bahwa perilaku 
para Terlapor merupakan tindakan kolusif 
untuk melakukan price fixing dan bukan 
merupakan reaksi atas pricing strategies 
perusahaan pesaingnya.
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Investigator dalam upaya menunjukkan 
adanya concerted action melalui komunikasi 
antara para Terlapor untuk menaikkan harga, 
maka digunakan analisis ekonomi terhadap 
data harga head to head para Terlapor 
ditambah dengan salah satu perusahaan yang 
menjadi follower yaitu PT Suzuki Indomobil 
motor. Diketahui bahwa perusahaan yang 
menjadi followers cenderung tidak mengalami 
kenaikan, berbanding terbalik dengan harga 
dari para Terlapor yang memperlihatkan 
bahwa selama tahun 2014 intensitas harga para 
Terlapor mengalami kenaikan yang signifikan. 
Pricing strategies yang diterapkan Terlapor I 
menunjukan hal janggal yang mengarah pada 
kesepakatan kolusif untuk menetapkan harga 
dengan Terlapor II. Berdasarkan hasil analisa 
ekonomi yang dilakukan oleh Investigator 
diketahui bahwa secara prinsipil berdasarkan 
ilmu ekonomi, struktur pasar oligopoli 
mestinya pelaku usaha yang memiliki market 
sharing lebih besar  (leader) akan bersaing 
dengan pesaing terdekatnya untuk merebut 
market sharing dan saling mempelajari atau 
bereaksi terhadap pricing strategies yang 
dilakukan pesaingnya, yaitu dapat  menaikkan 
atau menurunkan harga jual. 

Dikarenakan para Terlapor berada pada 
jenis pasar oligopoli, mestinya Terlapor I tidak 
mudah menetapkan kenaikan harga pada 
tahun 2014 mengikuti pola pesaingnya yaitu 
Terlapor II. Seharusnya kenaikan harga yang 
dilakukan Terlapor II dapat dijadikan peluang 
oleh Terlapor I untuk menaikkan market 
sharing. Terlebih lagi peluang tersebut juga 
akan memberikan keuntungan pangsa pasar 
pada perusahaan follower yaitu PT Suzuki 
Indomobil Motor dan PT TVS Motor Company 
Indonesia. 

b. Bukti Tidak Langsung dalam Perkara 
Perjanjian Penetapan Harga di Industri Jasa 
Angkutan Udara Niaga

Perkara ini merupakan hasil penelitian 
inisiatif KPPU yang mendapati adanya 
kecurigaan atas naiknya harga tiket pada awal 
tahun 2019. Masyarakat merasakan kenaikan 
harga tiket pada rentang waktu low season 
yaitu bulan Desember 2018-pertengahan 
bulan Januari 2019. Seharusnya harga tiket 
mengalami penurunan seiring berakhirnya 
masa peak season, dikarenakan menurunnya 

permintaan masyarakat (demand). Kenaikan 
harga tiket yang berlangsung cukup lama, 
menimbulkan kekhawatiran dan kerugian 
kepada konsumen (masyarakat), sehingga 
pemerintah memberikan  ultimatum yang 
berisi perintah untuk menurunkan harga tiket 
kepada maskapai penerbangan. Tingginya 
harga tiket dinilai tidak wajar dan abnormal, 
karena apabila dibandingkan sebelum bulan 
November 2018 harga avtur mengalami 
penurunan. Seharusnya penurunan harga 
avtur juga diikuti penurunan harga tiket, 
bukan sebaliknya mengalami kenaikan. 

Kondisi naiknya harga juga diikuti oleh 
adanya Perjanjian Kerja Sama Operasi dan/
atau Kerja Sama Manajemen (Perjanjian KSO) 
antara grup perusahaan Garuda dan grup 
perusahaan Sriwijaya pada periode bulan 
November 2018. Keadaan ini menunjukkan 
struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi 
dan selanjutnya memicu adanya dugaan 
perjanjian penetapan harga dan kartel 
di pasar bersangkutan. Kecenderungan 
tingginya konsentrasi pasar dan pengurangan 
sub-class secara langsung memberikan 
dampak pada menurunnya intensitas produk 
tiket pesawat domestik, dan apabila tersedia 
hanya dapat dibeli konsumen dengan harga 
yang relatif lebih mahal dari yang seharusnya. 
KPPU menduga rangkaian peristiwa tersebut 
sebagai akibat dari tacit collusion yang 
dilakukan maskapai penerbangan dan 
mengarah pada indikasi concerted action.[18]

Adanya anomali yang terjadi pada bulan 
Desember 2018-Januari 2019 mendorong 
KPPU untuk melanjutkan tahap penelitian ke 
tahap penyelidikan kepada 7 (tujuh) maskapai 
penerbangan. Pada pasar bersangkutan 
terdapat pangsa pasar yang mengarah 
pada keberadaan perusahaan maskapai 
penerbangan yang tergabung dalam grup 
perusahaan penerbangan yang diketahui 
memiliki market sharing berturut-turut 
sepanjang tahun 2017-2019 yaitu: 51% untuk 
grup Lion, 33% untuk grup Garuda, 13% untuk 
grup Sriwijaya dan lainnya sebesar 3%; dan 
untuk tahun berikutnya hanya mengalami 
perubahan pada grup Sriwijaya menjadi 
sebesar 12% dan lainnya sebesar 4%; dan 
sepanjang bulan Januari-Mei 2019 terjadi 
perubahan market sharing yaitu grup Lion 
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menurun menjadi sebesar 49%, grup Sriwijaya 
dan Sriwijaya menguasai 46% dan lainnya 
sebesar 5%. Saat proses pemeriksaan lanjutan, 
Majelis Komisi mengemukakan bahwa 
terdapat beberapa hal yang menunjukkan 
adanya kesepakatan di antara para Terlapor 
untuk menghilangkan diskon atau produk 
yang dijual dengan harga murah di pasar 
(sub-class). Setelah dilakukan analisis ekonomi 
yang menghasilkan indikasi kuat bahwa hal ini 
merupakan pola perjanjian penetapan harga 
dan kartel:
1. Perjanjian KSO;
2. Pengurangan dan perubahan Frekuensi 

Penerbangan;
3. Pengurangan Sub-Class (Tiket Harga 

Rendah);
4. Kenaikan Harga; dan
5. Pola Pergerakan Harga Maskapai dalam 

Z-Score dan Indeks Harga.
Investigator juga melakukan analisis 

penggunaan fasilitas kolusi (facilitating 
practice) yang merupakan bagian plus factors 
untuk memperkuat analisis bukti ekonomi 
yang digunakan. Berdasarkan analisis 
Investigator, ditemukan beberapa fakta 
yang mengarah pada penggunaan fasilitas 
kolusi oleh para Terlapor yaitu adanya fakta 
dalam upaya pemasaran tiketnya, maskapai 
bekerjasama dengan agen perjalanan 
konvensional maupun agen perjalanan 
online/Online Travel Agent (OTA) dan secara 
bersamaan terjadi ketidak tersambungan 
antara sistem inventaris maskapai dan sistem 
OTA yang disebabkan karena tersedianya 
penjualan tiket milik Air Asia.

Para Terlapor diduga memberikan akses 
masuk berupa nama pengguna dan kata 
sandi kepada OTA dengan tujuan supaya OTA 
memiliki keleluasaan untuk mengakses sistem 
inventaris milik maskapai untuk melihat 
harga tiket, rute dan jadwal penerbangan 
tiap maskapai di website/situsnya. Akses 
tersebut digunakan OTA untuk menyesuaikan 
ketersediaan tiket di website miliknya sekaligus 
dapat menyediakan kepada konsumen 
tiket milik para Terlapor secara langsung ke 
calon konsumen. Akses yang diberikan oleh 
maskapai dengan demikian memberikan 
keleluasaan oleh pesaing untuk melakukan 
mirroring untuk menetapkan harga. Traveloka 

dan tiket.com yang mempublikasikan harga 
tiket mengindikasikan sebagai acuan informasi 
bagi pesaing, terutama bagi para Terlapor, 
didukung pula oleh fakta tidak munculnya 
tiket milik maskapai Air Asia selama periode 
bulan November 2018 secara online di OTA. 

Mengingat pola kenaikan tiket Air 
Asia yang cenderung berbeda dan tanpa 
pengaruh atau berbeda dengan pola harga 
yang ditampilkan oleh para Terlapor. OTA 
yang dapat mengakses website maskapai 
dengan leluasa juga diikuti dengan total 
komisi yang terakumulasi dari penjualan tiket 
yang dibayarkan oleh maskapai kepada agen 
perjalanan, menunjukkan bahwa Traveloka.
com dan tiket.com adalah agen perjalanan 
dengan penjualan terbesar, dengan 
persentase antara 64,5% hingga 72,74% untuk 
Traveloka, dan 21,27% hingga 25% untuk 
tiket.com (setidaknya untuk penjualan tiket 
Terlapor I dan Air Asia).

Berdasarkan pemaparan yang telah 
disampaikan, maka dapat diketahui bahwa 
indirect evidence yang digunakan secara 
kumulatif berupa bukti komunikasi, bukti 
ekonomi dan plus factors dapat mendukung 
dan memperkuat alat bukti yang digunakan 
untuk membuktikan pemenuhan unsur 
perjanjian. Konspirasi melalui komunikasi 
atau pertemuan secara diam-diam dapat 
terbukti sebagai concerted action apabila 
terdapat persesuaian indirect evidence. Contoh 
implementasinya dapat diketahui pada 
Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016, bukti 
komunikasi berupa e-mail dan bukti ekonomi 
membuktikan bahwa pertemuan di lapangan 
golf merupakan bentuk kesepakatan para 
Terlapor dalam menetapkan harga sekaligus 
ditindak lanjuti dengan adanya price parallelism 
yang bukan merupakan tindakan independen 
dalam bersaing, melainkan bentuk concerted 
action. Selanjutnya bukti ekonomi dan plus 
factors pada Putusan No. 15/KPPU-I/2019 
digunakan untuk membuktikan bahwa 
keseragaman menghilangkan sub-class harga 
murah bukan semata-mata keputusan bisnis 
untuk merespon permintaan pasar, melainkan 
terjadi akibat adanya meeting of minds untuk 
melakukan concerted action.
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Kekuatan Hukum Bukti Tidak Langsung dalam 
Penentuan Pelanggaran Hukum Persaingan 
Usaha 

Kajian rinci dan komprehensif mengenai 
kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam 
penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha:
a. Status Hukum Penggunaan Bukti Tidak 

Langsung dalam Penentuan Pelanggaran 
Hukum Persaingan Usaha 

Hukum acara persaingan usaha yang 
digunakan KPPU, telah mengalami beberapa 
kali penyempurnaan sebagai usaha untuk 
menanggapi peningkatan dan kompleksitas 
perkara. Penyempurnaan hukum acara 
persaingan usaha melalui terbitnya PerKPPU 
No. 2 Tahun 2023 diharapkan mampu 
membuat peningkatan kualitas hukum 
acara persaingan usaha.[19] Salah satu 
peningkatan yang dilakukan adalah terkait 
dengan pengaturan alat bukti. Terdapat 
perubahan pada penyebutan, penyesuaian, 
dan pemberlakuan alat bukti yang dapat 
digunakan.[19] Alat bukti yang dimaksud 
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat 
dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan 
Terlapor. Perubahan ini tentunya menjadi 
angin segar bagi proses pembuktian perkara 
persaingan usaha, karena substansi indirect 
evidence mengalami peningkatan yang lebih 
detail dan komprehensif.[20] Demikian 
terdapat kesamaan, namun penjelasan 
lebih lanjut terkait kelima alat bukti tidak 
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, terutama 
penjelasan atau definisi serta dengan cara apa 
alat bukti petunjuk dapat diperoleh.[21] 

Definisi alat bukti petunjuk yang 
diberikan oleh Pasal 12 Ayat (1) PerKPPU No. 
2 Tahun 2023 adalah “kesesuaian perbuatan, 
kejadian, keterangan, atau data yang 
menunjukkan adanya dugaan pelanggaran 
Undang-Undang”. Selanjutnya indirect 
evidence dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (3) 
“Bukti ekonomi merupakan penggunaan 
dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh 
metode pengolahan data kuantitatif dan/atau 
kualitatif serta hasil analisis” dan Pasal 12 Ayat 
(4) “bukti komunikasi merupakan pertemuan 
atau komunikasi antar pihak dengan atau 
tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau 
komunikasi tersebut”. Substansi pengaturan 
indirect evidence dalam PerKPPU No. 2 Tahun 

2023 menunjukkan adanya perkembangan 
dari pengaturan sebelumnya, hal ini 
menunjukkan bahwa KPPU telah melakukan 
penyesuaian indirect evidence berdasarkan 
penggunaannya dalam penyelesaian perkara-
perkara yang sudah ditangani.[6]

Kedudukan indirect evidence sebagai 
alat bukti petunjuk yang diperjelas setelah 
disempurnakan dan diatur lebih lanjut pada 
PerKPPU No. 2 Tahun 2023, dengan demikian 
menghilangkan keragu-raguan atau pro 
dan kontra penggunaan indirect evidence 
sebagai alat bukti dalam hukum persaingan 
usaha. Berdasarkan uraian tersebut yang 
memperjelas kedudukan indirect evidence 
dapat memberikan legitimasi kepada Majelis 
Komisi untuk menggunakan bukti tidak 
langsung sebagai alat bukti tambahan dalam 
memutus perkara pelanggaran hukum 
persaingan, khususnya perjanjian penetapan 
harga. Dikarenakan minimnya perjanjian 
tertulis yang dilakukan oleh para pelaku 
usaha yang mengarah kepada perjanjian 
penetapan harga, atau setidak-tidaknya dapat 
memperkuat bukti langsung yang ditemukan 
oleh Majelis Komisi. 

b. Alasan Hukum Majelis Komisi Menggunakan 
Bukti Tidak Langsung sebagai Alasan Penguat 
Pelaku Usaha Dinyatakan Melanggar yang 
Dibenarkan oleh Majelis Hakim Lanjutan 

Latar belakang munculnya indirect 
evidence dalam penanganan perkara price 
fixing atau perkara lain yang lahir dari perilaku 
kolusif, adalah dikarenakan sulitnya otoritas 
persaingan mendapatkan bukti langsung yang 
berisi kesepakatan pelaku untuk menetapkan 
harga.[22] Konspirasi yang dilakukan memang 
sulit terdeteksi, namun dapat diketahui apabila 
terdapat pola perilaku tertentu dalam bentuk 
perilaku/strategi yang paralel (parallel business 
conduct) yang mengarah pada concerted 
action. [23] Maka dari itu perlu menggunakan 
metode pembuktian menggunakan indirect 
evidence.[24] 

Department of Justice Antitrust United States 
menyatakan bahwa “persekongkolan tender, 
perjanjian penetapan harga, dan kolusi lainnya 
bisa sangat sulit dideteksi. Kesepakatan kolusif 
biasanya dicapai secara rahasia, dengan 
hanya peserta yang mengetahui skema 
tersebut. Kecurigaan dapat ditimbulkan oleh 
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pola penawaran atau penetapan harga yang 
tidak biasa atau sesuatu yang dikatakan 
atau dilakukan oleh para pelaku”.[25] Hal 
terpenting untuk membuktikan adanya 
perjanjian adalah terjadinya konsensus 
(agreement to agree) dari para pelaku yang 
dibuktikan dengan adanya tindakan bersama 
atau concerted action.[26] Concerted action 
adalah perilaku penyesuaian oleh pelaku 
yang telah terencana, teratur, dan saling 
menyepakati untuk melakukan perbuatan 
yang sama, dan tidak mensyaratkan adanya 
perjanjian tertulis, namun membutuhkan 
indirect evidence berupa bukti komunikasi dan 
bukti ekonomi yang membuktikan adanya 
penyesuaian secara bersamaan oleh pelaku.
[24]

Berdasarkan penelitian dari Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
(OECD) bukti tidak langsung adalah sebagai 
berikut:[27] 
1. Bukti Komunikasi (communication 

evidence): Komunikasi dan Pertemuan
2. Bukti Ekonomi (economic evidence): 

Perilaku (conduct) dan Bukti Struktur 
Pasar (market of structural evidence)
Berdasarkan PerKPPU No. 4 Tahun 2011 

untuk membedakan parallel business conduct 
yang disebabkan reaksi normal pelaku 
usaha terhadap pricing strategies pesaingnya 
dalam konsentrasi pasar tertentu dengan 
parallel business conduct yang disebabkan 
adanya illegal agreement, tidak cukup 
hanya mengandalkan bukti ekonomi dan 
komunikasi. Perlu juga diperkuat dengan 
analisis tambahan (plus factors) berupa analisis 
struktur pasar, kewajaran penetapan harga, 
analisis data kinerja, dan penggunaan fasilitas 
kolusi (facilitating practice).[28] Tidak semua 
kategori dalam plus factors harus digunakan 
dalam upaya pembuktian, yang terbaik adalah 
menggunakan indirect evidence dan direct 
evidence, namun apabila sulit membuktikan 
konspirasi hanya dengan direct evidence 
mestinya menggunakan indirect evidence yang 
terbaik, yaitu dengan mengkombinasikan 
bukti komunikasi dengan bukti ekonomi.[29]

Bukti komunikasi dan bukti ekonomi 
digunakan bersamaan secara kumulatif untuk 
menjelaskan keterkaitan antara komunikasi 
dengan kesepakatan yang dilakukan pelaku 
untuk melakukan perilaku kolusif.[30] Bukti 

komunikasi dibutuhkan untuk menunjang 
proses pembuktian terhadap analisis ekonomi 
berupa kenaikan harga, price signaling atau 
perilaku ekonomi lainnya yang mengarah 
pada tindakan kolusif.[31] Lebih lanjut, apabila 
mencermati aturan yang ada di Amerika 
Serikat, selain menggunakan bukti ekonomi 
dan bukti komunikasi, juga perlu dipenuhi 
beberapa persyaratan untuk membuktikan 
adanya konspirasi sebagaimana diatur 
dalam Antitrust Evidence Handbook sebagai 
berikut:[23]
1. bukti tidak dapat berdiri sendiri (not 

sufficient alone);
2. bukti dapat diterima tetapi dipersyaratkan 

adanya bukti tambahan (admissible but 
additional evidence required);

3. adanya faktor pendukung (plus factors).
Tujuan harus dipenuhinya persyaratan 

plus factors adalah terkadang adanya tindakan 
yang sama atau consciously parallel merupakan 
tindakan independen pelaku usaha, dan 
bukan merupakan concerted action. Plus 
factors digunakan sebagai fakta tambahan 
untuk meyakinkan bahwa tindakan consciously 
parallel adalah akibat dari suatu konspirasi 
dan mengarah pada concerted action.[32] 
Consciously parallel bisa saja merupakan 
reaksi pesaing terhadap pricing strategies 
pelaku usaha lain dalam konsentrasi pasar 
tertentu. “Dalam jenis pasar yang bercirikan 
independensi, setiap perusahaan menyadari 
bahwa efek dari tindakannya bergantung pada 
tanggapan para pesaingnya. Di pasar yang 
sangat terkonsentrasi, reaksi perusahaan 
terhadap strategi perusahaan pesaingnya 
dapat dilakukan dengan hanya mengamati 
dan bereaksi terhadap pergerakan pesaing 
mereka. Dalam beberapa kasus, koordinasi 
oligopolistik seperti itu menghasilkan perilaku 
paralel”.[33]

William H. Page menyatakan terkait 
dengan plus factors yaitu:

“untuk memvisualisasikan arti dari per-
syaratan ini:  bayangkan irisan dua lingkaran, 
lingkaran pertama merepresentasikan buk-
ti yang sesuai dengan tindakan independen 
dan lingkaran kedua merepresentasikan  bukti 
yang sesuai dengan concerted action. Bukti 
dari consciously parallel conduct adalah konsis-
ten terhadap keduanya yaitu tindakan inde-
penden dan concerted action. Dengan demiki-
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an terletak pada irisan kedua lingkaran terse-
but. Penggugat/Penuntut harus memberi-
kan bukti yang konsisten hanya pada bukti 
concerted action di lingkaran concerted action, 
bukan pada lingkaran tindakan independen. 
Pengadilan menyebut bukti tersebut sebagai 
plus factors)”.[34]

William E. Kovacic mengemukakan 
beberapa tindakan atau perilaku yang dapat 
dikategorikan sebagai konspirasi yaitu:[33]
1. melakukan kenaikan harga yang tidak 

wajar;
2. melakukan pengurangan kuantitas 

produksi perusahaan/industri;
3. tindakan anti persaingan dengan 

mengubah insentif internal perusahaan 
dan mendorong harga yang lebih tinggi;

4. membagi atau menetapkan alokasi 
keuntungan bagi sesama anggota kolusif;

5. membagi rata hasil keuntungan atau 
terjadinya kerugian di antara anggota 
untuk menjaga kepatuhan terhadap 
kesepakatan;

6. melakukan pemantauan antar anggota 
untuk menilai kepatuhan terhadap 
perjanjian dengan melakukan komunikasi 
secara teratur mengenai konspirasi yang 
dilakukan;

7. sepakat untuk meninggalkan perilaku 
kolusi apabila beberapa anggota 
kartel terus-menerus terlibat dalam 
pelanggaran yang substansial;

8. setelah berhasil mengurangi persaingan 
antar pelaku, selanjutnya mencari 
keuntungan tambahan melalui aktivitas 
seperti penyalahgunaan posisi dominan.
Selanjutnya terdapat beberapa komponen 

yang konsisten mengikuti perilaku konspirasi 
tersebut, dan beberapa hal dibawah ini 
diklasifikasikan sebagai plus factors untuk 
membuktikan adanya konspirasi:[34]
1. Market Sharing relatif tetap; 
2. Terjadi diskriminasi harga pada pasar 

bersangkutan; 
3. Mirroring/monitoring harga; 
4. Harga yang ditawarkan relatif sama untuk 

produk yang tidak standar; 
5. Perubahan harga, output, dan kapasitas 

pada saat pembentukan kartel; 
6. Pemeliharaan harga jual kembali di 

seluruh industri; 
7. Menurunnya market sharing perusahaan 

dominan atau leader; 
8. Amplitudo dan fluktuasi perubahan 

harga; 
9. Elastisitas permintaan pada harga pasar; 
10. Tingkat dan pola keuntungan yang 

diperoleh; 
11. Harga pasar tidak sesuai dengan jumlah 

perusahaan atau elastisitas permintaan; 
12. Harga dasar penetapan harga; dan
13. Praktik pengecualian.
Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah 

diuraikan, menunjukkan bahwa indirect evidence 
berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi, dan 
plus factors merupakan kunci dalam menentukan 
apakah pelanggaran yang dilakukan pelaku 
merupakan tindakan independen atau merupakan 
kesepakatan kolusif terutama pada praktik price 
fixing.[35] Pelanggaran hukum persaingan usaha 
yang dilakukan melalui konspirasi sangat jarang 
ditemui bukti perjanjian atau kesepakatan tertulis.
[36] Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan 
konsep perjanjian yang dianut dalam UU No. 
5 Tahun 1999, tidak terbatas pada perjanjian 
tertulis, juga termasuk perjanjian tidak tertulis. 
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bukti 
tidak langsung dibutuhkan untuk membuktikan 
maupun memperkuat indikasi adanya kesepakatan 
yang tidak tertulis antara para pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran hukum persaingan 
usaha.
a. Bukti Tidak Langsung sebagai Alasan Penguat 

Penentuan Pelanggaran Perjanjian Penetapan 
Harga pada di Industri Sepeda Motor Skuter 
Matik

Majelis Komisi memberikan pertimbangan 
hukum terhadap pemenuhan unsur 
penetapan harga dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 
5 Tahun 1999 menggunakan analisis ekonomi 
yang menunjukkan fakta bahwa terjadi 
hubungan dalam harga rata-rata motor skutik 
para Terlapor pada kedua tipe 110cc selama 
periode 2014 setelah bulan Januari 2014. 
Berdasarkan uji kointegrasi menunjukkan 
bahwa para Terlapor mampu menjaga tren 
perbedaan harga skuter matik tipe 110cc 
dan 125cc agar tetap berada pada posisi 
harga yang sama sepanjang bulan Januari 
2014. Selanjutnya mengenai terpenuhinya 
unsur perjanjian pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 
5 Tahun 1999, Majelis Komisi memberikan 
pertimbangan hukum yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud 
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dalam perkara a quo adalah kesepakatan para 
Terlapor untuk menaikkan harga berdasarkan 
pola tertentu yang dikoordinasikan oleh 
Terlapor II dan selanjutnya diikuti oleh 
Terlapor I untuk penjualan sepeda motor roda 
dua skuter matik 110-125cc.

Majelis Komisi memberikan 
pertimbangan hukum terhadap terpenuhinya 
unsur perjanjian dengan menggunakan batu 
uji yaitu Pasal 1 Angka (7) UU No. 5 Tahun 
1999. Unsur perjanjian terpenuhi karena pada 
Pemeriksaan Lanjutan diketahui bahwa para 
Terlapor menindaklanjuti hasil kesepakatan 
dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut: 
para Terlapor bertemu dan berkomunikasi 
pada saat bermain golf dengan maksud untuk 
berkoordinasi melakukan price fixing, hal ini 
dibuktikan dengan rencana Terlapor I untuk 
mengikuti pola kenaikan harga berdasarkan 
bukti komunikasi berupa e-mail. Komunikasi 
tersebut bersesuaian dengan hasil analisis 
ekonomi yang membuktikan bahwa pola 
kenaikan harga (berdasarkan data head to 
head) merupakan concerted action dan bukan 
merupakan tindakan independen di pasar 
oligopolistik. Pada perkara ini para Terlapor 
diputus oleh KPPU melanggar Pasal 5 Ayat 
(1) UU No. 5 Tahun 1999 dan diwajibkan
membayar denda masing-masing sebesar
Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar
rupiah) dan Rp.22.500.000.000 (dua puluh
dua miliar lima ratus juta rupiah).  Para
Terlapor kemudian mengajukan upaya
keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, namun berdasarkan Putusan No. 163/
Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.utr upaya keberatan
tersebut ditolak dengan amar putusan yang
menguatkan putusan KPPU. Para Terlapor
selanjutnya mengajukan upaya kasasi, dan
Mahkamah Agung melalui Putusan No. 217 K/
Pdt.Sus-KPPU/2019 menolak kasasi dari para
Terlapor.

b. Bukti Tidak Langsung sebagai Alasan Penguat
Penentuan Pelanggaran Perjanjian Penetapan
Harga di Industri Jasa Angkutan Udara Niaga

Berdasarkan pertimbangan Majelis
Komisi terhadap perilaku concerted action
yang dilakukan para Terlapor, perlu dilakukan
pemenuhan unsur perjanjian dalam Pasal
5 Ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun
1999. Pada perkara a quo harus dilakukan

pengujian menggunakan analisis plus factors 
terhadap rangkaian perilaku parallelism yang 
dilakukan para Terlapor merupakan concerted 
action dan bukan sikap independen dalam 
bersaing. Analisis plus factors diperlukan 
guna memperkuat telah terjadinya concerted 
action di antara para Terlapor, Pemeriksaan 
Lanjutan membuktikan bahwa tindakan 
pencabutan rute dan pengurangan frekuensi 
penerbangan merupakan konspirasi 
penetapan harga secara concerted action yang 
dilakukan sebelum pengurangan sub-class 
promo dengan tujuan untuk memelihara 
kenaikan harga tiket layanan jasa angkutan 
udara niaga berjadwal. 

Majelis Komisi juga berpendapat bahwa 
para Terlapor dapat memprediksi peak season 
dan low season, namun tetap mencabut izin 
rute, mengurangi frekuensi penerbangan 
tanpa memperhatikan  permintaan pasar. 
Pertimbangan hukum selanjutnya yang 
disampaikan Majelis Komisi adalah berkenaan 
dengan posisi struktur pasar bagi para Terlapor 
dalam melakukan konspirasi. Majelis Komisi 
mengemukakan fakta bahwa struktur pasar 
pada perkara a quo lebih menguntungkan 
untuk melakukan perjanjian penetapan harga 
daripada melakukan persaingan. Aspek atau 
elemen struktur pasar yang dianalisis meliputi 
derajat homogenitas produk, ketersediaan 
substitusi produk/jasa, kecepatan informasi 
dan standarisasi perubahan harga, kelebihan 
kapasitas, jumlah penjual/pelaku usaha, dan 
hambatan masuk (entry barrier).

Berdasarkan hasil analisis struktur 
pasar, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa 
terdapat pelaku usaha sedikit dan pasar 
yang terkonsentrasi akibat hanya terdiri 3 
(tiga) grup besar perusahaan. Hal tersebut 
menimbulkan kesan terhadap produk dengan 
tingkat kemiripan yang saling tersubstitusi, 
pelaku usaha menetapkan harga dengan 
cara melakukan monitoring/mirroring harga 
setiap saat dalam sehari dan dapat segera 
dilakukan perubahan atau adaptasi pelaku 
usaha pesaing untuk merespon fluktuasi 
perubahan harga sesuai kondisi pasar.  
Menurut Majelis Komisi kondisi struktur pasar 
yang demikian, semakin mempermudah para 
Terlapor untuk melakukan tindakan bersama. 
Hal ini diperkuat dengan fakta persidangan 
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dari keterangan ahli hukum perjanjian 
M. Tri Anggraini, ahli hukum persaingan
Hikmahanto Juwana, ahli ekonomi Ine Minara
S. Ruky, dan ahli hukum persaingan usaha
Ningrum Natasya Sirait yang pada prinsipnya
mendukung pertimbangan Majelis Komisi
bahwa telah dilakukan concerted action oleh
para Terlapor.

Majelis Komisi menilai perilaku 
parallelism yang dilakukan para Terlapor 
merupakan concerted action dan bukan 
bentuk independensi pada pasar oligopoli, 
hal ini diperkuat dengan adanya plus factors 
yaitu facilitating practice yang digunakan para 
Terlapor untuk melancarkan para Terlapor 
melakukan membuat kesepakatan untuk 
meniadakan, membuat keseragaman diskon, 
dan menghilangkan harga tiket murah di 
pasar. Perilaku tersebut bertujuan untuk 
memberikan batasan pasokan sekaligus 
mempertahankan kenaikan harga pada 
layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal 
penumpang kelas ekonomi, pada akhirnya 
konsumen harus membayar lebih mahal dari 
yang sewajarnya. Majelis Komisi memberikan 
pendapat hukum yang menyatakan bahwa 
perilaku para Terlapor hanya memenuhi 
rumusan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 
1999,  dan untuk tindakan para Terlapor 
tidak serta merta memenuhi rumusan Pasal 
11 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Majelis 
Komisi pertimbangan ini dikarenakan 
concerted action yang dilakukan para Terlapor 
hanya dimaksudkan untuk meniadakan 
atau membuat keseragaman diskon dan 
menghilangkan tiket dengan harga murah. 
Tindakan tersebut tidak diikuti oleh para 
Terlapor untuk melakukan pembatasan 
barang dan atau jasa sebagaimana termasuk 
karakteristik kartel yang diatur dalam PerKPPU 
No. 4 Tahun 2010.

Para Terlapor dalam perkara ini diputus 
oleh Majelis Komisi dengan amar putusan 
yang menyatakan bahwa para Terlapor 
terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 
5 Tahun 1999 dan wajib memberitahukan 
secara tertulis kepada KPPU mengenai 
kebijakan pengenaan harga tiket yang dibayar 
oleh konsumen selama 2 (dua) tahun sejak 
putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. 
Atas putusan Majelis Komisi tersebut, Terlapor 

V, VI dan VII (Lion Group) melakukan upaya 
keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
melalui Putusan No. 365/Pdt.Sus/KPPU/2020/
PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
kemudian mengabulkan upaya keberatan 
pemohon dengan pertimbangan hukum 
bahwa KPPU telah melakukan ultra petita 
dikarenakan KPPU diberikan kewenangan 
limitatif dalam memberikan sanksi (Putusan 
No. 365/Pdt.Sus/KPPU/2020/PN.Jkt.Pst. 
halaman 179). Berdasarkan putusan upaya 
keberatan tersebut, KPPU mengajukan 
upaya kasasi melalui Putusan No. 1811 K/ 
Pdt. Sus-KPPU/2022 dengan amar putusan 
yang mengabulkan permohonan kasasi oleh 
KPPU, dengan demikian putusan KPPU yang 
sebelumnya dibatalkan di tingkat upaya 
keberatan dengan ini wajib dilaksanakan dan 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
(inkracht).[20].
Berdasarkan uraian di atas, ketentuan 

normatif yang telah memuat legitimasi terhadap 
Majelis Komisi, dengan demikian indirect evidence 
memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah 
dan termasuk alat bukti petunjuk sebagaimana 
diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999 Jo. Pasal 12 PerKPPU No. 2 Tahun 
2023. Selanjutnya, indirect evidence digunakan 
Majelis Komisi sebagai alasan penguat untuk 
menyatakan pelaku usaha melanggar hukum 
persaingan usaha sekaligus telah diakui dan 
dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam proses 
kasasi. Majelis Komisi dalam pertimbangan 
hukumnya menggunakan indirect evidence sebagai 
penunjang bukti langsung sekaligus sebagai 
penentu para Terlapor melakukan concerted action 
untuk menetapkan harga. Hal tersebut bermakna 
penanganan perkara price fixing dan perkara 
lain yang menggunakan indirect evidence sudah 
mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas.[4]

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

penulis menyimpulkan hal-hal yang berkaitan 
dengan penggunaan bukti tidak langsung dalam 
penyelesaian perkara hukum persaingan usaha 
dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam 
penentuan pelanggaran persaingan usaha 
sebagai berikut:
a. Penggunaan indirect evidence meliputi bukti

komunikasi, bukti ekonomi dan plus factors
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yang digunakan untuk menyatakan perjanjian 
penetapan harga pada Putusan No. 04/
KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019 pada 
implementasinya digunakan secara kumulatif 
dan memiliki persesuaian satu sama lain 
sehingga bermuara pada terbuktinya 
concerted action yang dilakukan pelaku 
usaha untuk menetapkan harga. Indirect 
evidence berpengaruh besar terhadap proses 
pembuktian yang dilakukan Investigator 
dalam mengungkap konspirasi yang 
dilakukan pelaku melalui komunikasi atau 
pertemuan secara  diam-diam (tacit collusion). 
Indirect evidence menjadi bukti pendukung 
yang memperkuat bahwa terjadinya price 
parallelism dan perilaku paralel yang dilakukan 
pelaku dalam pasar oligopoli, merupakan hasil 
dari kesepakatan kolusif untuk menetapkan 
harga yang dilakukan dengan cara mengikuti 
pola kenaikan harga pesaing, mirroring harga, 
dan memberikan price signaling agar tidak 
diketahui otoritas persaingan, namun tetap 
dapat melakukan kesepakatan perjanjian 
penetapan harga di antara pelaku.

b. Indirect evidence sebagai penentu pelanggaran 
hukum persaingan usaha memiliki kekuatan 
hukum pembuktian yang sah dan merupakan 
bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana 
diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, 
pedoman Pasal 11, Pasal 5, dan PerKPPU No. 
2 Tahun 2023. Majelis Komisi menggunakan 
indirect evidence sebagai penentu terjadi atau 
tidak terjadinya perjanjian penetapan harga 
yang dilakukan pelaku konspirasi. Mahkamah 
Agung melalui upaya kasasi mengakui 
dan memperkuat kedudukan hukum 
indirect evidence yang digunakan Majelis 
Komisi sebagai alasan penguat penentuan 
pelanggaran. 
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ABSTRACT

The Covid-19 pandemic outbreak and the Russia-Ukraine war have greatly impacted the world economy. Even 
the government has not officially stated that Indonesia is actually starting a recession, based on data, since 
mid-2020 Indonesia has experienced a decline in economic growth for 2 consecutive quarters. This means that 
Indonesia has actually entered a recession since 2020. To improve economic growth, what should be prioritized 
is the sustainability of MSMEs, where the percentage is 98.68% of the total business units in Indonesia, especially 
regarding the legal aspect of MSME partnership relations. Some existing regulations are considered unable to 
accommodate healthy relationships in partnerships. Proven by the discovery of the phenomenon of pseudo 
partnerships and ‘control’ by large or medium businesses over small businesses. The writers used normative legal 
methodologies to conduct research based on those issues. related to partnership regulations within the scope of 
business competition law. According to the study’s findings that the legal arrangements for partnership schemes 
in Indonesia have not been able to accommodate small and micro businesses. Where the KPPU as a business 
competition authority is expected to be more massive in investigating cases of unfair business competition in 
partnership cases and the importance of renewing partnership law to support MSMEs at the recession phase.

Keywords: Partnership, KPPU, Authority, MSME.

ABSTRAK

Wabah pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang sangat besar di 
dunia perekonomian. Walapun Pemerintah belum menyatakan secara resmi bahwa Indonesia benar-
benar masuk dalam masa resesi tetapi dari data yang ada, sejak pertengahan 2020, Indonesia mengalami 
penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Hal tersebut mengartikan Indonesia 
sebenarnya sudah memasuki masa resesi sejak tahun 2020. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 
maka yang seharusnya menjadi prioritas ialah keberlangsungan UMKM yang presentasenya ialah 
98,68% dari total unit usaha di Indonesia, salah satunya ialah aspek hukum hubungan kemitraan UMKM. 
Beberapa regulasi yang ada saat ini dianggap belum mampu mengakomodir hubungan yang sehat 
dalam kemitraan. Dibuktikan dengan ditemukannya fenomena pseudo partnership (kemitraan semu) dan 
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‘Penguasaan’ oleh usaha besar dan/atau usaha menengah kepada usaha mikro dan/atau kecil. Penulis 
melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif berangkat dari masalah tersebut khususnya 
terkait regulasi kemitraan dalam lingkup hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 
pengaturan hukum skema kemitraan di Indonesia belum mampu mengakomodir usaha kecil dan mikro. 
Di sinilah posisi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha diharapkan lebih masif dalam menyelidiki kasus 
persaingan usaha tidak sehat dalam perkara kemitraan dan pentingnya pembaharuan hukum kemitraan 
guna mendukung UMKM di masa resesi.

Kata kunci: Kemitraan, Otoritas, KPPU, UMKM.

PENDAHULUAN
Tahun 2023 adalah tahun Di mana banyak 

negara di dunia menyatakan negaranya berada 
pada status resesi atau pertumbuhan ekonomi 
yang selalu negatif. Terdapat beberapa sebab 
yang menyebabkan dunia mengalami masa 
resesi. Di antaranya yaitu pada akhir tahun 2019 
sebagai titik awal dari merebaknya wabah virus 
yang berasal dari China, virus tersebut dengan 
cepat menyebar ke seluruh dunia beberapa 
bulan kemudian di tahun 2020. World Health 
Assosiation (WHO), asosiasi Kesehatan dunia telah 
memutuskan virus tersebut sebagai bencana 
global pandemi dengan nama resmi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19).[1] Sehingga di Indonesia, 
Presiden telah menetapkan penyebaran Virus 
Corona 2019 atau COVID-19 sebagai bencana 
nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 
Tahun 2020 (Keppres No. 12 Tahun 2020).

Selama tiga tahun, pandemi COVID-19 
telah memiliki dampak yang signifikan pada 
berbagai industri. Khususnya di bidang ekonomi, 
mengakibatkan efek yang sangat masif dan 
sistemik. Banyak negara sejak tahun 2020 telah 
menyatakan negaranya masuk masa resesi, 
sedangkan Indonesia sendiri walapun Pemerintah 
belum menyatakan secara resmi bahwa Indonesia 
benar-benar masuk dalam masa resesi tetapi 
dari data yang ada, akan tetapi pertengahan 
tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan 
ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Hal 
tersebut mengartikan Indonesia sebenarnya 
sudah memasuki masa resesi sejak tahun 2020. 

Sebab lainnya adalah karena terjadi perang 
antara Russia dan Ukraina yang semakin 
memperparah kondisi resesi dunia, yang belum 
pulih karena pandemi Covid-19. Perang Rusia-
Ukraina, dua faktor tersebut yang berlangsung 
sejak tahun 2020, telah menyebabkan kerugian 
sebesar $2,8 triliun pada PDB global. Sehingga 

rantai pasokan global senantiasa terganggu 
karena adanya perang yang berakibat pada krisis 
sangat besar di sektor pangan dan energi, yang 
akhirnya menaikkan dan menyebabkan inflasi.[2]

Resesi adalah kondisi di mana angka Produk 
Domestik Bruto (PDB) suatu negara pada status 
negatif selama 2 periode triwulan berturut-turut. 
Pada awalnya dimulai dengan penurunan atau 
degradasi ekonomi global yang mempengaruhi 
perekonomian suatu negeri. Jika ekonomi sebuah 
negara lebih tergantung pada perekonomian 
global, resesi akan lebih cepat terjadi.[3] Sektor 
yang paling terdampak pada masa resesi di 
Indonesia salah satunya adalah Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM). 

UMKM memiliki peran krusial dalam 
perekonomian nasional dan memainkan peran 
penting dalam pembangunan ekonomi nasional. 
Kondisi ini sangat memungkinkan karena UMKM-
lah yang mendominasi perekonomian Indonesia 
dengan jumlah industri yang besar dan tersebar 
di berbagai sektor ekonomi. Jumlah industri yang 
besar ini memiliki potensi terhadap basis ekonomi 
nasional yang kuat berdasarkan jumlah UMKM 
yang begitu banyak dan menyerap tenaga kerja 
yang banyak.[4]

Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Asian Small Medium Enterprise Finance Monitor, 
menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan 
Negara ASEAN yang memiliki kesamaan tingkat 
pertumbuhan ekonomi, seperti Malaysia dan 
Thailand, tingkat produktivitas yang dihasilkan 
setiap tenaga kerja UMKM Indonesia masih 
rendah. Thailand yang pertumbuhan ekonominya 
dibawah Indonesia, memiliki tingkat produktif 
tenaga kerja yang dapat menghasilkan $12,263 
atau Rp 185.263.272 sedangkan Indonesia $1,355 
atau Rp 20.470.662 per tenaga kerja, artinya 10 
kali lipat lebih produktif dari Indonesia. [24]
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Berdasarkan siaran pers Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia No. HM.4.6/81/SET.M.EKON.3/03/2023, 
sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam 
perekonomian Indonesia Di mana memiliki jumlah 
lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% 
pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 
97% terhadap tenaga kerja.[5]

Angka tersebut diatas menandakan bahwa 
sektor UMKM merupakan faktor penyumbang 
tenaga kerja terbesar di Indonesia. Di mana 
hal ini tentulah dianggap krusial apabila angka 
penganguran dapat ditekan dan menurun maka 
program pengentasan kemiskinan akan semakin 
membawa nilai baik. Hal ini tentunya selaras 
dengan Rencana Program Jangka Menengah 
Pemerintah Tahun 2019-2020, yang salah satunya 
termasuk program pembangunan berkelanjutan 
yang didalamnya terdapat 17 jenis pembangunan 
berkelanjutan, salah satunya adalah pengentasan 
kemiskinan. Pemerintah melalui pernyataan resmi 
diawal tahun 2023 tetap berkomitmen untuk 
selalu menjalankan program pembangunan 
berkelanjutan di masa resesi dunia. Di lain hal, 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam 
pernyataan resminya memiliki program kerja 
prioritas tahun 2023, yaitu pengawasan kemitraan 
UMKM. 

Tentu hal ini menarik untuk dikaji karena 
terdapat keselarasan antara otoritas pengawas 
persaingan usaha dan program jangka menengah 
Pemerintah. Mengingat dari UMKM sendiri adalah 
penggerak dan penyelamat ekonomi negara pada 
masa resesi maka penting agar keberlangsungan 
UMKM ini harus selalu ada dan berjalan dengan 
baik. [25]

Salah satu masalah yang kerap dihadapi 
UMKM dalam memajukan usaha ialah modal. 
Tidak diragukan lagi, semakin besar modal yang 
dimiliki, semakin besar pendapatan yang akan 
diperoleh.[6] Keterbatasan untuk memperoleh 
akses terhadap pintu-pintu permodalan membuat 
UMKM harus menjalin hubungan kemitraan atau 
kerja sama dengan usaha menengah dan/atau 
usaha besar. [25] 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UU UMKM) sebenarnya telah mengatur skema 
kemitraan untuk UMKM. Peraturan tersebut 
menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam 
kerjasama kemitraan memiliki kedudukan hukum 

yang setara. Tetapi sejatinya kemitraan lahir dari 
ketidaksetaraan secara ekonomi. Di mana pelaku 
usaha besar dan menengah memiliki kekuatan 
ekonomi yang relatif lebih besar dibanding 
mitranya.[7] 

Ketidaksetaraan secara ekonomi inilah yang 
menjadi penyebab adanya pseudo partnership 
atau kemitraan semu. Kemitraan yang pada 
awalnya didirikan berdasarkan prinsip saling 
membutuhkan, tetapi seiring berjalannya waktu 
kemitraan tersebut tidak bekerja sama secara 
seimbang karena salah satu pihak tidak memahami 
sepenuhnya apa itu kerja sama kemitraan dan 
bagaimana pembagian hak dan kewajibannya.[8]

Salah satu bentuk kerjasama kemitraan 
yang dibangun melalui kebijakan Pemerintah 
ialah Tomira (Toko Milik Rakyat). Tomira pada 
awalnya hadir untuk melindungi UMKM yang 
dikelola koperasi agar produk-produk UMKM 
tetap bertahan ditengah maraknya gerai Alfamart 
dan Indomaret. Sebuah penelitian menunjukkan 
data di lapangan bahwa ada ketidakseimbangan 
pengelolaan korporasi dan koperasi dalam 
Tomira. Dominannya peran korporasi terlihat 
dalam beberapa perjanjian-perjanjian lanjutan 
yang kurang memberikan peran terhadap produk 
UMKM.[9]

Hadirnya Tomira ialah jawaban dari 
kekhawatiran Pemerintah akan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
khususnya dengan eksistensi Toko Modern. Di 
mana pembukaan usaha toko modern hanya boleh 
berdiri sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan 
Menteri Perdagangan. Permasalahan yang 
dihadapi hari ini dalam pemberdayaan UMKM 
masih juga bergelut pada kesulitan akses terhadap 
permodalan dan ketidaksetaraan pada kontrak-
kontrak Kerjasama kemitraan. Ketidaksetaraan 
disini ialah ketidaksetaraan posisi dalam praktik 
kontrak yang menyebabkan posisi tawar UMKM 
lemah dan tidak memiliki kesempatan yang sama 
besar dengan usaha besar yang Di mana tidak 
sejalan dengan tujuan awal kemitraan itu sendiri. 
[10]

Efektivitas hukum persaingan usaha sangatlah 
diharapkan dan dapat dilihat dan mampu 
memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan 
ekonomi masyakarakat secara menyeluruh. Pasal 
35 UU UMKM menyebutkan bahwasanya usaha 
besar dan menengah dilarang untuk memiliki 
dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/
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atau menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan. Penjelasan 
mengenai makna “menguasai” disini ialah terdapat 
peralihan kekuasaan secara yuridis sebuah aset 
dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan atau 
yang dimiliki UMKM oleh usaha besar dalam 
pelaksanaan kemitraan. [21]

Bahwa Pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang 
nomor 20 tahun 2008 memerintahkan     kepada      
KPPU      untuk      melakukan      pengawasan    
terhadap    pelaksanaan    perjanjian    kemitraan.   
Pengawasan   yang   dimaksud   pada Pasal tersebut 
adalah melarang Usaha Besar memiliki dan/ atau 
menguasai mitra usahanya dalam pelaksanaan 
hubungan kemitraan.  Selanjutnya diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 
2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 119 
sampai dengan Pasal 123 menjelaskan lebih lanjut 
mengenai kewenangan KPPU. Secara teknis, KPPU 
juga  telah  menerbitkan  Peraturan  KPPU  Nomor  
4   Tahun   2019   tentang   Tata   Cara   Pengawasan   
dan  Penanganan  Perkara  Kemitraan  (Per-KPPU  
4/2019). Dari    ketentuan-ketentuan    ini    dapat    
diketahui   bahwa   pengawasan   yang   dilakukan   
oleh KPPU dilakukan dari hasil koordinasi dengan 
instansi   terkait   sedangkan   dalam   hal   terdapat   
dugaan    pelanggaran    pelaksanaan    kemitraan    
bersumber dari laporan atau inisiatif KPPU (vide 
Pasal 7 Per-KPPU 4/2019).[22]

Di satu sisi, sebenarnya peraturan ini 
memberikan aspek kemudahan dalam berusaha 
dan hanya melarang penguasaan dalam aspek 
yuridis saja. Penguasaan secara yuridis berarti 
ada hak untuk menguasai secara fisik dan materi 
dan diketahui oleh hukum. Negara mungkin tidak 
akan mampu untuk mengawasi sepenuhnya bila 
aspek penguasaan juga ditinjau dari aspek riil atau 
nyata melihat jutaan unit usaha UMKM yang ada 
di Indonesia saat ini.[23]

Di sisi lain, bahwa setiap unit usaha 
khususnya UMKM dipandang sangat krusial 
bagi keberlangsungan ekonomi khususnya bila 
berkaca pada ancaman resesi dan disanalah 
peran kepastian hukum diharapkan untuk dapat 
melindungi UMKM dari monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat dalam skema kemitraan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah 
melakukan penelitian terkait bagaimana strategi 
otoritas pengawasan persaingan Usaha dalam 
melindungi hak-hak UMKM dalam kerjasama 

kemitraan. Apakah perlu untuk dilakukan 
perbaikan regulasi yang lebih masif dalam 
pengawasan kerjasama kemitraan ataukah cukup 
dengan memaksimalkan regulasi yang ada dan 
memperbaiki sistem yang sudah ada di lapangan. 
[26]

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti 
oleh Kurnia toha dalam jurnalnya menyatakan 
bahwa,

“Atribusi KPPU dalam melakukan pengawasan 
kemitraan   telah   menjadi   pondasi   untuk   
melebarkan domain perlindungan usaha dari 
praktik usaha curang dan menjadikan KPPU 
berlaku pula layaknya   ‘hakim   perdata’.   KPPU   
dituntut   untuk   menggeser prinsip keadilan 
prosedural (procedural fairness)   dalam   hukum   
perjanjian   (keperdataan)   menjadi keadilan 
substantif (substantive fairness). Bukan  tugas  
yang  mudah  karena  hal  tersebut potensial  
kontraproduktif  ketika  forum  yang dipilih justru 
adalah peradilan perdata dan bukan KPPU 
yang sering fokus pada formalitas perjanjian 
dan  bukannya  fokus  pada  relasi  timpang  
antara para  pihak  dalam  melahirkan  dan  
menjalankan  perjanjian”[7]

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran tentang regulasi pengaturan 
hukum kemitraan UMKM di Indonesia, urgensi 
pembaharuan pengaturan dan mengulas strategi 
Pemerintah dan otoritas persaingan usaha dalam 
pembaharuan hukum guna melindungi UMKM 
dalam kemitraan. Penelitian ini juga memberi 
saran yang dapat dijadikan sebagai pendorong 
pengaturan hubungan UMKM yang baru dan 
lebih berkeadilan pada hubungan kemitraan di 
Indonesia. Jenis penelitian ini ialah merupakan 
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan 
menggunakan literatur kepustakaan, teori-teori, 
dan peraturan perundang-undangan sebagai 
sumbernya.

Secara umum, kemitraan berarti bekerja 
sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling 
membutuhkan untuk meningkatkan kemampuan 
dan kemampuan di bidang usaha tertentu atau 
untuk tujuan tertentu sehingga diperoleh hasil 
yang lebih baik.[8] Kemitraan juga didefinisikan 
sebagai suatu rencana bisnis yang dilakukan oleh 
dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 
dengan tujuan menghasilkan keuntungan 
bagi keduanya, berdasarkan prinsip saling 
membutuhkan dan saling membesarkan. 
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Menurut UU UMKM, kemitraan adalah 
kerjasama bisnis antara usaha kecil dan usaha 
menengah atau usaha besar yang disertai 
dengan pembinaan dan pengembangan oleh 
usaha menengah atau usaha besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, 
saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 
Menurut Pasal 1 Ayat 13 UU UKM, kemitraan adalah 
kerjasama dalam hubungan bisnis, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 
memerlukan, saling memperkuat.[11]

Salah satu tujuan kemitraan adalah untuk 
meningkatkan ketahanan ekonomi nasional 
melalui pemberdayaan usaha kecil dalam bidang 
manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. 
Mereka juga ingin membuat usaha kecil lebih 
mandiri untuk kelangsungan usahanya dan 
menghindari ketergantungan. Tetapi lebih besar 
lagi, tujuan utama yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan kemitraan ialah meningkatkan 
ketahanan ekonomi nasional.[12]

Menurut Tengku Syarif, kemitraan antara 
bisnis besar dan usaha kecil harus memegang 
prinsip-prinsip bisnis sebagai berikut: 

1. Saling menguntungkan dan saling
membutuhkan;

2. Berorientasi pada peningkatan daya
saing; dan

3. Pihak usaha besar bersedia memberikan
pelatihan kepada usaha kecil sebagai
mitra usahanya. Kerja sama, juga dikenal
sebagai kemitraan usaha, dimaksudkan
untuk menghasilkan hubungan yang
sinergis di mana satu pihak tidak
dikorbankan untuk kepentingan pihak
lain.[13]

Menurut UU UMKM, persaingan usaha di 
Indonesia diawasi secara tertib dan teratur oleh 
otoritas independen yang dibentuk dan ditunjuk 
oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan 
juga menyatakan bahwa perjanjian kemitraan 
harus dibuat secara tertulis dan jelas bagi para 
pihak.

Kemitraan bisnis pada UMKM adalah suatu 
bentuk usaha untuk UMKM, yang memberikan 
akses dan fasilitas agar mampu bekerjasama 
dan bersaing dengan kelompok bisnis lainnya. 
Perjanjian kemitraan memiliki tujuan salah satunya 
untuk melindungi UMKM dari monopolisme atau 
oligopolisme di pasar bebas. Pelindungan hukum 
dalam kemitraan adalah proses yang dimulai 

sejak sebelum kontrak dibuat sampai kontrak itu 
selesai dilaksanakan. Maka tujuannya pada setiap 
kemitraan tidak ada pihak yang memiliki posisi 
timpang.[14]

Perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip 
dasar kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah dan tidak menciptakan 
ketergantungan Usaha Besar terhadap Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah. 
Selain itu, perjanjian kemitraan harus terus 
mengedepankan prinsip kesetaraan dan 
kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua 
belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. 
Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi 
usaha nasional dan daerah untuk memantau 
pelaksanaan kemitraan yang diatur dalam Pasal 
34 UU UMKM. Hal ini diperkuat dengan Pasal 31 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (PP 
No. 17 Tahun 2017), yang menetapkan bahwa 
lembaga koordinasi usaha harus bekerja sama 
dengan lembaga terkait dalam melakukan 
pengawasan kemitraan KPPU.
Pasal 35 UU UMKM menyebutkan bahwa:

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau 
menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau 
Menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan”
“Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau 
menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil 
mitra usahanya.”

Menurut Sulistyastuti, salah satu karakteristik 
UMKM adalah pemakaian bahan baku lokal, 
yang membedakannya dengan jenis usaha 
besar. Karakteristik ini juga membedakan usaha 
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sendiri. 
Keberadaan UMKM sering dikaitkan dengan 
tingginya intensitas pemakaian bahan baku lokal.

Pasal 1 UU UMKM menjelaskan definisi 
usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh individu atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian langsung atau tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil. 

Adapun Usaha menengah merupakan usaha 
dalam ekonomi produktif. Usaha ini bukan cabang 
atau anak perusahaan perusahaan pusat. Mereka 
juga menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha 
besar secara langsung atau tidak langsung, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pada tahun 2023, KPPU memiliki 4 (empat) 
poin penekanan penting dalam prioritas KPPU, 
di antaranya adalah: penguatan pengawasan 
kemitraan UMKM, adanya peningkatan 
kepatuhan para pelaku usaha, digitalisasi sistem 
pengawasan, dan penyederhanaan hukum acara 
atau aturan lain yang akan memudahkan publik. 
Salah satu penekanannya ialah kepada penguatan 
pengawasan kemitraan UMKM. Hal ini bukan 
hanya berangkat dari Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) mengatur 
bahwa KPPU mempunyai otoritas penuh 
dalam melakukan pengawasan dan penerapan 
pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. KPPU 
harus independen dan tidak boleh dipengaruhi 
oleh kekuasaan pihak manapun termasuk 
Pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, KPPU 
memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap pelaku usaha karena laporan atau 
inisiatif KPPU sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 35 dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga 
mengatur mengenai fungsi KPPU, di antaranya: 

a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan 
usaha dan penyalahgunaan posisi 
dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat. 

b. Pengambilan tindakan sebagai 
pelaksanaan kewenangan. 

c. Pelaksanaan administratif.
Sebagai otoritas pengawasan persaingan 

usaha, KPPU dapat mengambil tindakan untuk 
memerintahkan pembatalan atau penghentian 
perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang 
apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum 
dalam hukum persaingan usaha.[15]

Dalam melaksanakan fungsinya, KPPU 
harus mempertimbangkan tujuan dari UU No. 
5 Tahun 1999, yaitu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kegiatan usaha. KPPU tidak didirikan 
untuk menghancurkan perusahaan besar; 
melakukannya, tentu saja, jika mereka bersaing 
dengan kemampuannya sendiri dan menghindari 
praktik persaingan yang tidak sehat. Pengusaha 
besar diharapkan menjalankan bisnis mereka 
dengan adil dan tidak mengganggu pesaing 
mereka secara langsung atau tidak langsung. 
Dengan cara yang sama, UMKM harus bersaing 
secara sungguh-sungguh dengan pesaingnya 

untuk tetap bertahan di pasar perdagangan, 
baik dari segi kualitas, harga, maupun layanan. 
Karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu 
apa yang dilakukan pesaingnya, mereka harus 
meningkatkan kualitas, harga, dan layanan 
mereka.[16]

PEMBAHASAN
Hakikatnya sebuah kemitraan adalah strategi 

bisnis yang dapat dilakukan UMKM dalam jangka 
waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 
agar UMKM dapat terus tumbuh. Pertumbuhan 
UMKM kadang kala terhambat oleh pembiayaan 
sehingga menyulitkan pengusaha UMKM untuk 
berkembang lebih besar. Pemerintah memberikan 
pembiayaan melalui program kemitraan dan 
bina lingkungan karena kendala tersebut. Tentu 
hal ini sangat baik bagi pendorong UMKM untuk 
berkembang lebih besar. Akan tetapi berdasarkan 
pembahasan penelitian ini dan penelitian 
sebelumnya, Pemerintah perlu melakukan 
pengawasan kemitraan lebih lanjut dan perlunya 
pembaharuan peraturan tentang kemitraan 
khususnya dalam hal “Penguasaan de facto” antara 
UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya 
pengawasan terhadap hubungan kemitraan ini 
sangat penting, khususnya berdasarkan penilitian 
yang dilakukan oleh Kurnia Togar P. Tanjung yang 
menunjukkan terdapat celah penguasaan UMKM 
oleh Usaha Besar. Tidak mustahil apabila celah ini 
digunakan oleh Usaha Besar untuk menguasai 
secara penuh jalannya operasi UMKM. Apabila hal 
ini tidak diperhatikan secara serius dikhawatirkan 
UMKM yang sejatinya usaha yang dijalankan oleh 
masyarakat menengah kebawah secara langsung, 
independen dan mandiri akan menjadi boneka 
yang selalu bergantung mengikuti Usaha Besar 
untuk dapat bisa berjalan, apabila tidak mengikuti 
usaha besar maka jalannya operasi usaha tidak 
akan berlangsung.

Dampak buruk adanya penguasaan tersebut 
dalam perekonomian nasional tentu dapat timbul 
apabila terjadi kondisi ekonomi yang buruk secara 
makro. Sejarah mencatat dari krisis moneter 
1998 dan wabah pandemi yang menyebabkan 
ambruknya perputaran ekonomi, UMKM-lah 
yang masih bisa bertahan dan berperan besar 
menyelamatkan negara dari krisis. Sifatnya yang 
kecil, mandiri, dan independen justru lebih mudah 
meratakan ekonomi di kalangan masyarakat kecil 
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karena daya beli mudah dicapai, mudah membuka 
lapangan kerja, dan mudah melakukan transaksi 
secara cepat. Sehingga kesejahteraan masyarakat 
meningkat, apabila penguasaan UMKM oleh 
Usaha Besar terjadi secara tidak terkendali dan 
menguasai secara de facto dengan penuh maka 
UMKM tersebut akan menjadi bagian yang 
satu dengan Usaha Besar yang menguasai dan 
memilikinya. Sehingga sifatnya yang mandiri dan 
independen akan hilang, maka apabila terjadi krisis 
secara makro UMKM akan kesulitan memutarkan 
roda perekonomian dan menyelamatkan negara 
dari krisis, dengan begitu peran besar UMKM 
untuk menjadi pendorong paling besar dalam 
mempercepat dan penolong pertumbuhan 
ekonomi nasional akan hilang. 

Tantangan setelah krisis akibat wabah 
Covid-19 telah datang yaitu kondisi perang Rusia 
dan Ukraina serta resesi dunia di tahun 2023, yang 
mengakibatkan kondisi ekonomi dunia menjadi 
negatif kembali perputaran dan pertumbuhannya. 
Pemangku kebijakan dan penegak hukum terkait 
perlu awas akan keadaan ini, khususnya dalam 
peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan 
posisi tawar hubungan kemitraan UMKM yang 
sebelumnya telah dibahas di penelitian lain. 
Diharapkan para pemangku kebijakan dapat 
membaharui peraturan terkait untuk menutup 
celah-celah yang dapat menghilangkan sifat asli 
UMKM. Sehingga tujuannya dengan sifat asli dari 
UMKM dapat tetap terus menjadi aktor besar 
dalam menyelamatkan roda perputaran ekonomi 
nasional dari krisis global.

Hubungan hukum kemitraan pada dasarnya 
adalah perjanjian. Ini adalah jenis perjanjian 
universal yang didasarkan pada kemitraan. 
Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Hukum Perdata 
mengatur perjanjian ini secara khusus. Dalam 
kasus ini, “sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya”—atau kesepakatan di antara para pihak 
secara berimbang—adalah salah satu komponen 
utama yang dapat membuat perjanjian sah secara 
hukum. Selain itu, asas proporsionalitas dan 
konsensualisme, yang disebutkan dalam Pasal 
1338 KUHP ayat (1), menetapkan bahwa “semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
UU bagi yang membuatnya”[17]

Secara ideal asas proporsionalitas 
menganggap para pihak untuk saling mengetahui 
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi 
pada beberapa praktik kemitraan di lapangan 

yang mengalami beberapa masalah. Salah 
satunya ialah dengan pelaksanaan Kebijakan 
Tomira atau “Toko Milik Rakyat”. Kebijakan ini 
merupakan kebijakan Bupati Kulonprogo yang 
Di mana berawal dari Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2011 (Perda No 11 Tahun 2011) Di 
mana toko modern yang berstatus jejaring dan 
waralaba dan berjarak kurang dari 1000 m dengan 
pasar tradisional akan dikenai sanksi penutupan. 
Konsekuensi dari Perda tersebut ialah ada 18 toko 
modern yang harus ditutup. Maka Bupati Kulon 
Progo periode tersebut yaitu Hasto Wardoyo 
membuat kebijakan agar toko modern tersebut 
harus bekerja sama dengan UMKM dan dari 
sanalah Tomira (Toko Milik Rakyat) hadir. Nantinya, 
gerai toko modern yang harus ditutup akan dibeli 
oleh koperasi di Kabupaten Kulonprogo hanya 
saja metode pembeliannya dilakukan dengan 
cara mengangsur dari omset penjualan Tomira. 
Koperasi akan bertanggung jawab terhadap 
Tomira dan memberdayakan untuk memasarkan 
barang lokal anggota koperasi di sana. Setelah itu, 
sebagian dari penjualan akan digunakan untuk 
biaya operasional dan angsuran, dan sebagian 
lagi akan menjadi keuntungan koperasi. Peran 
toko modern ialah memberikan pendampingan 
kepada produsen-produsen produk umkm seperti 
alih pengetahuan supaya produk umkm dapat 
terjual dan bersaing dengan produk-produk 
korporasi. Kemitraan Tomira ini merupakan upaya 
dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan 
dan kesempatan agar pasar tradisional dan UMKM 
bisa bersaing di era germpuran toko modern. Hal 
ini diwujudkan dalam sebuah Perda No 11 Tahun 
2011, yang menetapkan perjanjian kerja sama 
antara Pemerintah daerah dan PT Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk (Alfamart) untuk mengembangkan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat secara 
berkelanjutan dan terus menerus.[18]

Sebuah penelitian empiris menunjukkan 
bahwa ada ketimpangan antara pihak koperasi 
dalam mengelola Tomira. Pihak koperasi 
menginginkan keuntungan jangka pendek dan 
tidak memaksimalkan produk lokal sehingga 
produk-produk yang disediakan korporasi 
menjadi sangat dominan. Dari sisi pemberdayaan, 
Ditemukan bahwa perjanjian kemitraan lanjutan 
tidak memberikan peran yang cukup kepada 
koperasi. Akibatnya, pihak korporasi belum 
memenuhi kewajiban kemitraan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.[19]
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Studi lain menunjukkan bahwa Tomira berada 
di dekat pasar tradisional dan ada beberapa toko 
modern yang masih beroperasi dengan nama 
Alfamart di Kabupaten Kulonprogo. Akibatnya, 
menjadi sulit bagi Tomira untuk bersaing dengan 
toko modern. Perjanjian kerja sama yang 
ditandatangani oleh Bupati Kulonprogo jelas tidak 
sejalan dengan kenyataan.

Dikatakan bahwa berdirinya Tomira ini 
merupakan kemitraan semu ialah karena fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa sejatinya Tomira 
ialah hampir sama dengan gerai-gerai modern 
pada umumnya. Di mana produk yang laris 
terjualpun ialah produk-produk milik korporasi. 
Hal yang membedakan ialah karena secara yuridis 
Tomira hadir dengan konsep berbeda dengan 
menyelipkan penjualan produk-produk lokal. 
Dikhawatirkan bahwa keberadaan Tomira ini tidak 
sejalan dengan tujuan awalnya yaitu melindungi 
UMKM tetapi lebih kepada gerai-gerai modern 
yang ingin tetap berdiri di Kabupaten Kulonprogo 
tetapi menjalin kemitraan semu dengan koperasi. 

Hal ini tentu bukanlah sepenuhnya 
kesalahan dari produk-produk korporasi yang 
mungkin memang lebih dikenal oleh masyarakat 
sehingga tingkat penjualan menjadi sangat 
tinggi sedangkan umkm masihlah merangkak 
untuk mencari pasarnya sendiri. Sedari awal, 
proporsionalitas memang sangatlah sulit untuk 
dilaksanakan dalam kemitraan. Apalagi bila usaha 
kecil atau menengah dihadapkan dengan usaha 
besar. Secara teoripun sudah dikemukakan bahwa 
salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya 
monopoli ialah karena tidak memiliki persaingan 
dan hambatan (barriers) baik hambatan teknis 
maupun hambatan legalitas. Disinilah peran 
Pemerintah hadir yaitu dengan memfasilitasi 
UMKM dalam hal memberikan bantuan atau 
mengakomodir kepentingan UMKM dalam sebuah 
regulasi atau kebijakan yang strategis.

Hambatan legalitas inilah yang merupakan 
titik perhatian Pemerintah dalam menegakkan 
hukum persaingan usaha. Di mana instrumen 
hukum persaingan usaha mengatur mengenai 
Usaha Besar maupun menengah ketika bermitra 
dengan usaha kecil tidak diperbolehkan 
untuk memiliki dan/atau menguasai UMKM 
sebagaimana mitranya sesuai yang diatur dalam 
Pasal 35 UU UMKM. Pada mulanya, penjelasan 
mengenai makna memiliki dan/atau menguasai 
tidak terdapat dalam pasal tersebut sampai pada 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. 

Berdasarkan studi penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Kurnia Togar P. Tanjung dalam 
Jurnal Persaingan Usaha Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 
dengan judul “Penguasaan dan Posisi Tawar dalam 
Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang 
Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian 
Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar”. 
Menjelaskan bahwa “Penjelasan Pasal 35 Ayat 
(1) UU UMKM, yang dimaksud “memiliki” adalah
adanya peralihan kepemilikan secara yuridis
atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset
atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil,
dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai
mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2) UU UMKM, yang 
dimaksud “menguasai” adalah adanya peralihan 
penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha 
yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan 
dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah 
oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan.

Jika kita melihat melalui pendekatan 
penafsiran sistematis yaitu menafsirkan suatu 
peraturan perundang-undangan sebagai bagian 
dari keseluruhan  sistem  perundang-undangan. 
Menurut Pasal 35 Ayat (2) UU UMKM maka makna  
“memiliki  dan/atau  menguasai”  sendiri  dapat 
ditafsirkan  secara  sistematis  berupa  pertama 
yaitu  frasa  “memiliki  dan/atau  menguasai”  
merujuk  kepada  larangan  kepada  Usaha  Besar  
atau  Usaha  Menengah sebagai pemegang saham 
untuk memiliki kepemilikan saham dan/atau hak 
suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/
atau sebagai Pemilik Manfaat yang mempunyai 
kepemilikan saham dan hak suara lebih dari 25% 
(dua  puluh  lima  persen),  dan  yang  kedua,terkait  
frasa  “memiliki  dan/atau menguasai” termasuk 
juga merujuk kepada suatu perbuatan atau 
tindakan yang mampu  mengendalikan  dengan  
cara  apapun  atas  pengelolaan  dan  kebijakan  
suatu perusahaan.[20]

Jika praktik Tomira dikaitkan dengan Pasal 
35 ayat (2) UU UMKM, tentu praktik ini tidaklah 
melanggar hukum persaingan usaha sebab 
berdirinya Tomira ini sudah dapat dipastikan sesuai 
dengan kaidah izin hukum bisnis di Indonesia. 
Hanya saja berangkat dari kewenangan KPPU 
untuk melakukan pengawasan atas inisiatif KPPU, 
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maka beberapa perkara dalam kemitraan haruslah 
diselidiki, salah satunya perkara kemitraan semu 
atau pseudo partnership, salah satunya dalam 
praktik Tomira Indikasi KPPU menentukan apakah 
sebuah mitra melanggar persaingan hukum usaha 
tidaklah hanya bisa dilihat dari aspek yuridis, 
melainkan juga perlu dilakukan perhitungan 
secara ekonomi dan menimbang faktor-faktor 
lainnya. Jika makna menguasai hanya disandarkan 
kepada kepemilikan saham atau tindakan-
tindakan administratif, tetapi juga dilihat dari 
proporsionalitas penguasaan dari segi ekonomi 
pula.

Secara sederhana, hukum persaingan usaha 
hanya membahas penguasaan yuridis dalam 
kemitraan. Namun, Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 
menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-
undang tersebut adalah untuk menciptakan iklim 
usaha yang baik dengan mengatur persaingan 
usaha yang sehat untuk memastikan bahwa 
semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 
kecil, memiliki kesempatan berusaha yang sama.

Peran pengawasan ini dijalankan oleh otoritas 
pengawasan persaingan usaha yaitu KPPU. 
Sebagaimana diketahui, masalah KPPU dapat 
berasal dari hasil inisiatif atau laporan masyarakat. 
KPPU harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu 
jika berasal dari laporan masyarakat untuk 
memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar 
akurat. Pada dasarnya, setiap komunitas memiliki 
kemampuan untuk melaporkan kepada KPPU 
jika diketahui ada pelanggaran UU No. 5 Tahun 
1999.Kegiatan persaingan usaha di Indonesia 
merupakan otoritas penuh dari KPPU. Sehingga 
KPPU berwenang untuk menerima laporan dari 
pelaku usaha dan masyarakat tentang dugaan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
dalam rangka menjalankan fungsi administrasi 
dan penegakan hukum persaingan. Dari laporan 
yang diberikan oleh masyarakat dan penelitian 
yang dilakukan sendiri oleh KPPU maka KPPU 
melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan 
terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat tersebut. Hasil 
penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan 
apakah ada atau tidak adanya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Hal lain yang perlu dilakukan KPPU ialah 
melakukan perbaikan regulasi yang dapat 
mengakomodir kepentingan kemitraan UMKM. 

Salah satunya membuat peraturan yang 
secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai 
penyalahgunaan posisi tawar dalam perjanjian 
kemitraan. Baik itu dari perjanjian-perjanjian yang 
merugikan mitra, term of payment  yang merugikan 
mitra dan hal-hal lain yang dianggap merugikan 
mitra.   

Jikalau dianggap bahwa peraturan yang sudah 
ada dirasa cukup dan menghindari tumpang tindih 
regulasi, maka bisa dilakukan pemaksimalan 
strategi nasional yang sudah disusun KPPU 
dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020–
2024 mencakup pembuatan Peraturan Presiden 
tentang strategi persaingan usaha sehat nasional. 
Untuk strategi kedua, regulasi pusat dan daerah 
harus disesuaikan dan diatur sehingga lebih 
mudah untuk berusaha dan masuk ke pasar. Ini 
juga memberikan kesempatan lebih besar kepada 
bisnis daerah, terutama bisnis skala menengah 
kecil. 

KESIMPULAN
Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 mendefinisikan kemitraan adalah 
kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha 
Besar. Dalam pengaturannya, UU UMKM ini 
tidak memperbolehkan penguasaan dari usaha 
besar kepada usaha menengah maupun usaha 
menengah kepada usaha mikro atau kecil. Hanya 
saja dalam praktiknya beberapa kemitraan ini 
tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Contohnya 
ialah dengan adanya kemitraan semu. Kemitraan 
semu membuktikan bahwa regulasi hukum di 
Indonesia tidak bisa hanya mengatur aspek 
penguasaan secara yuridis, melainkan harus 
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya di 
antaranya aspek ekonomi dan sosial.

Peran hukum persaingan usaha ini sangat 
krusial dalam melindungi UMKM.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah memberi pandangan 
dan saran urgensi pembaharuan pengaturan 
hubungan kemitraan. Salah satunya membuat 
peraturan yang secara tegas dan eksplisit 
khususnya pada UU UMKM dan UU Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak hanya 
mengatur mengenai penyalahgunaan posisi 
tawar dalam perjanjian kemitraan tetapi juga 
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mengenai penguasaan semu (pseudo partnership) 
atau penguasaan de facto serta inisiatif KPPU yang 
lebih luas dalam menemukan kegiatan berusaha 
yang dianggap berpotensi melanggar hukum 
tersebut. Regulasi baru tersebut harapannya 
lebih memberikan keadilan dan manfaat lebih 
besar di masyarakat. Pembaharuan regulasi ini 
sejalan dengan pemaksimalan strategi nasional 
yang sudah disusun KPPU dalam Rencana 
Strategis KPPU tahun 2020-2024 seperti dengan 
pembentukan Perpres tentang strategi persaingan 
usaha sehat nasional dan penyesuaian regulasi 
pusat dan daerah yang lebih banyak memberikan 
kesempatan kepada bisnis skala menengah dan 
kecil. 
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ABSTRACT

In the ASEAN Charter, one of ASEAN’s goals is to create a single market and production base that is stable, 
prosperous, highly competitive, and economically integrated. The enactment of this single market is further 
emphasized through the ASEAN Economic Community (AEC). From a competition perspective, the consequence 
of the single market is the emergence of potential for business actors in breaching competition law of other 
ASEAN member countries. This study aims to analyze the urgency of ASEAN Competition Law in the future and 
explore the mechanism for drafting the ASEAN Competition Law as a joint regulation in enforcing competition 
law in the ASEAN region. This research is normative research, conducted with conceptual approach, statute 
approach and comparative approach. The conclusions obtained from this research is, ASEAN Competition Law 
can be formulated in the form of ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement. 

Keywords: ASEAN, Agreement, Competition-Law, Ius-Constituendum.

ABSTRAK

Dalam Piagam ASEAN, salah satu tujuan ASEAN adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi 
yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomi. Berlakunya pasar tunggal 
ini kemudian dipertegas melalui ASEAN Economic Community (AEC). Ditinjau dari perspektif kompetisi, 
konsekuensi dari terbukanya pasar adalah potensi ketersentuhan pelaku usaha dengan hukum persaingan 
negara anggota ASEAN lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi adanya ASEAN Competition 
Law di masa yang akan datang dan menggali bagaimana mekanisme penyusunan ASEAN Competition Law 
tersebut sebagai regulasi bersama dalam penegakan hukum persaingan usaha pada kawasan ASEAN. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dilakukan dengan pendekatan konseptual, pendekatan 
undang-undang dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, 
ASEAN Competition Law dapat dirumuskan dalam bentuk ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement.

Kata Kunci: ASEAN, Perjanjian, Hukum-Persaingan, Ius-Constituendum.
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PENDAHULUAN
The Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) merupakan organisasi gabungan bangsa-
bangsa Asia Tenggara yang bertujuan untuk 
menggalang kerja sama antarnegara anggota 
dalam rangka mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas 
wilayah, serta membentuk kerja sama dalam 
berbagai bidang kepentingan bersama, yang 
kemudian tujuan tersebut berkembang untuk 
menjalin persahabatan dan kerja sama dalam 
menciptakan wilayah yang aman, damai dan 
makmur.[1] Dalam Pasal 1 (5) Piagam ASEAN, salah 
satu tujuan ASEAN adalah menciptakan pasar 
tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, 
sangat kompetitif, dan terintegrasi, tujuan ini 
kemudian dipertegas melalui implementasi ASEAN 
Economic Community (AEC). AEC merupakan sebuah 
komunitas ekonomi yang bertujuan mewujudkan 
ekonomi yang terintegrasi. Dengan adanya AEC, 
Negara-negara ASEAN memberlakukan sistem 
single market, yaitu pasar terbuka untuk melakukan 
perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan 
tenaga kerja.

Ditinjau dari perspektif kompetisi, 
konsekuensi terbukanya pasar akibat kebebasan 
peredaran barang dan jasa (free flow of goods and 
services) adalah munculnya persaingan baru, pasar 
bersangkutan baru dan potensi ketersentuhan 
pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan 
negara-negara tetangga seperti Malaysia dan 
Singapura.[2] 

Dengan adanya pasar tunggal ASEAN melalui 
AEC, maka timbul beberapa persoalan dalam 
penegakan hukum persaingan, lintas negara, yaitu: 
Pertama, berlakunya prinsip yurisdiksi, artinya 
hukum berlaku pada wilayah di mana hukum 
tersebut diundangkan.  Hal ini dapat menimbulkan 
persoalan pada penegakan hukum persaingan 
usaha lintas negara dalam pasar bersama ASEAN 
karena negara anggota ASEAN memiliki berbagai 
perbedaan parameter dalam hukum persaingan 
nasional. Perbedaan ini tercermin pada putusan 
yang berbeda dari beberapa negara anggota 
ASEAN terhadap merger Grab dan Uber.[3] Contoh 
lain diperoleh dari hasil wawancara dengan 
Deswin Nur, ex Chairman ASEAN Experts Group on 
Competition (AEGC), adalah dalam penanganan 
kartel kargo dengan pelaku usaha berkedudukan 
di Singapura, Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) tidak dapat memproses hukum 
dikarenakan untuk sektor kargo dikecualikan dari 

hukum persaingan Singapura melalui Protokol 
Maritim. Kedua, saat ini ASEAN telah memiliki 
ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy 
and Law 2020 (ARGCPL 2020), ARGCPL 2020 hanya 
dimaksudkan sebagai panduan kerangka kerja 
umum, bukan hukum lengkap atau instrumen 
kebijakan yang mengikat, dengan kata lain, 
ARGCPL hanya berfungsi sebagai “soft law”, bukan 
“hard law” tentang aturan persaingan di ASEAN.
[4] Ketiga, perlu dikaji mengenai urgensi suatu
Regional Competition Law (untuk selanjutnya
disebut ASEAN Competition Law) sebagai hukum
yang akan berlaku di masa yang akan datang (Ius
Constituendum) dalam pasar tunggal ASEAN untuk
dapat mengatur hukum persaingan usaha lintas
negara anggota ASEAN.

Saat ini, beberapa kawasan telah memiliki 
ketentuan hukum regional, antara lain harmonisasi 
Undang-Undang komersial oleh negara anggota 
Mercosur dan Andes di Amerika Latin,[5] serta 
hukum persaingan Uni Eropa dengan Treaty on the 
Functioning of the European Union.[6] Penelitian ini 
membandingkan ketentuan persaingan regional 
dan mengambil praktik terbaik di antara 3 (tiga) 
kawasan, yaitu Uni Eropa, Mercosur dan kawasan 
Andes. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
rumusan masalah yang akan penulis bahas antara 
lain Apa urgensi adanya ASEAN Competition Law 
dalam penegakan Hukum Persaingan kawasan 
ASEAN dan bagaimana mekanisme perumusan 
dan bentuk ASEAN Competition Law.

PEMBAHASAN
Urgensi ASEAN Competition Law dalam 
Penegakan Hukum Persaingan Kawasan ASEAN

ASEAN merupakan organisasi internasional 
publik yang dibentuk berdasarkan prinsip 
kedekatan wilayah (principle of geographic 
proximity), yang anggotanya hanya dibatasi 
pada negara-negara yang berada pada wilayah 
Asia Tenggara, dengan demikian, ASEAN pada 
hakikatnya merupakan organisasi regional 
(regional organization).[7] Pada awal berdirinya, 
kerja sama ASEAN lebih banyak mengarah pada 
bidang politik dan pertahanan-keamanan, namun 
pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 
III Manila pada tahun 1987, penekanan arah 
kerja sama lebih besar di bidang ekonomi bagi 
peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa di 
kawasan ASEAN.[8]
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AEC dibentuk untuk mewujudkan integrasi 
ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah 
ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika 
pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, 
pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, 
serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 
kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.[1] 

Sebelum pencanangan AEC, ketentuan Pasal 
1 angka 5 Piagam ASEAN telah mengatur pasar 
tunggal ASEAN. Hal ini tercermin dari bunyi 
frasa ketentuan pasal tersebut, yaitu “to create a 
single market and production base which is stable, 
prosperous, highly competitive and economically 
integrated”. Ketentuan tersebut juga telah 
menyinggung budaya persaingan. Itu dapat 
dilihat dari kata-kata “... sangat kompetitif dan 
terintegrasi secara ekonomi dengan..”.[9] Frasa 
“sangat kompetitif” menegaskan bahwa dalam 
pasar tunggal ASEAN harus diciptakan budaya 
persaingan, yang sebenarnya sudah tercermin 
pada perilaku pelaku usaha dalam menjalankan 
bisnisnya di masing-masing negara, karena 
pelaku usaha memiliki tujuan untuk menjadi lebih 
besar daripada pesaing mereka, baik di pasar 
domestik maupun di pasar regional ASEAN.[10] 
Dengan demikian, maka kebijakan persaingan 
usaha menjadi sangat penting dalam menjamin 
terselenggaranya persaingan usaha yang sehat 
dan adil sehingga melindungi kepentingan 
konsumen dan persaingan tidak menjadi sarana 
untuk melakukan monopoli.[11]

Persaingan atau “competition” dalam bahasa 
Inggris didefinisikan oleh Webster sebagai ”… a 
struggle or contest between two or more persons 
for the some objects”.[11]  Ningrum Natasya Sirait 
mengemukakan bahwa bersaing dapat dimaknai 
sebagai tindakan yang bersifat individualistis dan 
hanya berorientasi pada kepentingan sepihak 
dengan cara melakukan berbagai cara dan upaya 
semaksimal mungkin untuk mencapai keuntungan 
yang sebesar-besarnya.[12]

Persaingan sering disebut sebagai penyebab 
dari tumbuhnya tingkat efisiensi perusahaan, 
penurunan tingkat harga menjadi lebih rendah, 
peningkatan kualitas, percepatan inovasi dan 
pengembangan layanan baru yang lebih cepat.
[13] Secara umum, terdapat dua jenis persaingan,
yaitu[14] Fair competition, dan; Unfair competition.

Dengan adanya AEC yang mencita-citakan 
adanya ekonomi yang terintegrasi pada kawasan 
ASEAN, maka keberadaan kebijakan persaingan 

usaha yang sebelumnya hanya berlaku pada 
wilayah negara anggota menjadi tidak lagi 
memadai, dikarenakan interaksi kegiatan usaha 
antar pelaku usaha dari seluruh negara anggota 
ASEAN sudah tanpa batas. Dalam menentukan 
perlu atau tidaknya penyusunan suatu kebijakan 
persaingan usaha yang berlaku pada kawasan 
ASEAN, Penulis akan meninjau dari beberapa 
perspektif, sebagai berikut:

Pertama, ahli hukum Friedrich Carl von Savigny 
mengatakan bahwa hukum tidak perlu dibuat 
karena hukum tumbuh bersama masyarakat. 
Artinya, hukum bukanlah suatu produk by design.
[15] Hukum yang by design akan menjadi produk
politik.[15] Pendapat Von Savigny tersebut kurang
relevan apabila dihadapkan dengan kondisi saat
ini, ketika pasar menjadi semakin terintegrasi
dan kondisi ketergantungan antar bangsa yang
semakin meningkat, serta adanya fenomena
bahwa terjadi globalisasi dan pasar bebas [16],
negara-negara terutama negara berkembang
tidak dapat menghindari adanya globalisasi ini,
lebih-lebih di bidang ekonomi [16] yang kemudian
diikuti oleh globalisasi praktik hukum yang yang
antara lain ditandai masuknya konsultan hukum
dari suatu negara ke negara lain, dan masuknya
suatu sistem hukum di negara tertentu ke
negara lain yang menganut sistem hukum yang
berbeda.[16] Menghadapi kondisi tersebut, para
ahli mencoba menawarkan beberapa alternatif,
yaitu perlunya dilahirkan suatu sistem global,
impor sistem hukum, atau transplantasi hukum.
[16] Dari paparan di atas, maka dapat Penulis
simpulkan bahwa adanya pasar yang terintegrasi
dan kompetitif dalam AEC akan menimbulkan
kebutuhan adanya suatu regulasi bersama dalam
penegakan Hukum Persaingan pada kawasan
ASEAN.

Kedua, Adam Smith menyatakan bahwa 
dalam pasar bebas, pemerintah sebaiknya tidak 
mengintervensi pasar secara langsung.[17] 
Namun, ketika menjalankan pasar bebas tidak 
berarti negara sepenuhnya menghindari untuk 
melakukan intervensi pasar,[17] dikarenakan 
persaingan antar pelaku usaha dan mekanisme 
pasar akan mengarah pada hasil adanya 
pemenang dan pecundang[18] serta berpotensi 
menimbulkan adanya kegagalan pasar. Hal ini 
menciptakan kebutuhan akan adanya suatu 
tindakan korektif negara, misalnya melalui 
Undang-undang atau instrumen peraturan 
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persaingan.[17] Dalam mengawasi pasar, 
Hukum Persaingan memberlakukan serangkaian 
larangan yang berfokus terhadap perilaku pelaku 
pasar, yang bertujuan untuk mencegah perolehan 
kekuatan pasar secara tidak sah.[17] Dalam kondisi 
ini, Penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu 
pasar, diperlukan adanya suatu hukum persaingan 
untuk mengawasi pelaku pasar tidak berperilaku 
yang dapat mengakibatkan “kegagalan pasar” dan 
perolehan penguasaan pangsa pasar dengan cara 
yang tidak sah.[17] Dalam hal berlakunya pasar 
tunggal ASEAN, maka diperlukan suatu hukum 
persaingan yang berlaku bagi kawasan ASEAN.

Ketiga, Implementasi AEC memiliki 
konsekuensi di bidang persaingan misal melalui 
penggabungan perusahaan di luar negeri, 
merger, akuisisi, monopoli pada sektor tertentu 
dan kartel internasional (cross border cartel) yang 
berdampak negatif terhadap perekonomian 
ASEAN. Perekonomian dapat dipengaruhi oleh 
monopoli atau kartel pada sektor-sektor tertentu 
yaitu mudahnya menaikkan harga dengan cara 
mengkoordinir perusahaan-perusahaan yang 
termasuk dalam holding company misalnya dalam 
bidang kartel Crude Palm Oil (CPO) yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan CPO di Indonesia, 
Malaysia dan Thailand.[19] Dari sisi regulasi, 
perlunya harmonisasi atau penyeragaman 
beberapa peraturan tentang Hukum Persaingan 
di negara anggota ASEAN untuk mengatasi 
problematika transaksi lintas batas negara 
ASEAN.[20] Penyeragaman atau penyelarasan ini 
diperlukan karena setiap negara anggota ASEAN 
memiliki parameter yang berbeda-beda dalam 
regulasi persaingan nasionalnya.[21] 

Beberapa perbedaan parameter dalam 
hukum persaingan negara anggota ASEAN antara 
lain sebagai berikut:[22]
a. Terdapat perbedaan dalam pengaturan 

larangan bagi perjanjian anti persaingan, 
terdapat negara anggota yang melarang 
beberapa jenis perjanjian secara “per 
se”. Indonesia sendiri menggunakan dua 
pendekatan yaitu per se illegal dan rule of 
reason. Salah satu negara anggota yaitu 
Myanmar justru tidak menyebutkan jenis 
perjanjian yang dilarang ketika negara lain 
telah mengatur secara rinci jenis perjanjian 
yang dilarang menurut hukum persaingan 
nasional.

b. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai 
notifikasi merger, sebagian negara anggota 
ASEAN mengatur pemberitahuan sukarela (ex-
ante atau ex-post) dan sebagian lagi mengatur 
pemberitahuan wajib (ex-ante dan ex-post). 
Juga terdapat perbedaan parameter ambang 
batas merger yang harus diberitahukan 
kepada dan disetujui oleh otoritas persaingan;

c. Adanya perbedaan parameter mengenai 
posisi dominan di seluruh ASEAN, sehingga 
entitas dengan posisi dominan di satu negara 
anggota ASEAN belum tentu memiliki posisi 
dominan menurut aturan negara anggota 
ASEAN lain; Contoh saat ini dapat dilihat di 
Vietnam, posisi dominan berjenjang sesuai 
dengan jumlah perusahaan, yaitu dua 
perusahaan yang memiliki total pangsa pasar 
50% atau lebih di pasar bersangkutan; tiga 
perusahaan yang memiliki total pangsa pasar 
65% atau lebih di pasar bersangkutan, empat 
perusahaan yang memiliki total pangsa 
pasar 75% atau lebih di pasar bersangkutan, 
dan setidaknya lima perusahaan memiliki 
total pangsa pasar 85% atau lebih di pasar 
bersangkutan. Sedangkan posisi dominan 
di Indonesia jika terjadi penguasaan pangsa 
pasar 50%, Malaysia mengatur penguasaan 
pangsa pasar di 60%;

d. Terdapat perbedaan ketentuan yang 
mengatur mengenai pengecualian ada 
Undang-undang persaingan negara anggota 
ASEAN, Brunei, Malaysia, Singapura dan 
Thailand memberikan pengecualian bagi 
kegiatan usaha yang melibatkan pemerintah, 
sedangkan Vietnam, Laos, Filipina, Indonesia 
dan Myanmar tidak;

e. Negara Anggota ASEAN memiliki pengaturan 
dan jenis sanksi yang berbeda, sebagian 
hanya mengatur mengenai sanksi finansial 
berupa denda, akan tetapi terdapat Negara 
anggota ASEAN yang mengatur mengenai 
sanksi pidana bagi jenis pelanggaran 
persaingan tertentu. Negara anggota ASEAN 
yang memiliki ketentuan sanksi pidana antara 
lain Indonesia, Kamboja, Laos, Thailand, dan 
Myanmar;

f. Dalam penyelesaian kartel, belum semua 
negara anggota ASEAN mengatur mengenai 
mekanisme leniensi;
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g. Sejumlah undang-undang negara anggota
ASEAN memuat ketentuan tegas yang
menerapkan undang-undang mereka 
secara ekstra-teritorial, sebagian lagi
belum mengatur secara tegas mengenai
kewenangan otoritas dalam menindak
pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah
yurisdiksi negara. Negara anggota ASEAN
perlu mempertimbangkan protokol untuk
mengidentifikasi kasus ketika lebih dari satu
undang-undang persaingan ASEAN berlaku
yang dapat mencakup berbagi pengetahuan
tentang kasus lintas batas;

h. Adanya perbedaan kewenangan otoritas
persaingan negara anggota ASEAN dalam
penanganan pelanggaran. Beberapa memiliki
kekuasaan pengambilan keputusan yang
otonom, sementara yang lain bergantung
pada pengadilan untuk membuat keputusan.
[23]
Perbedaan parameter tersebut menimbulkan

pertanyaan, hukum persaingan negara mana 
yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran 
hukum persaingan lintas batas yang melibatkan 
pelaku usaha yang merugikan lebih dari satu 
negara anggota ASEAN?. Hingga saat ini, belum 
ada regulasi bersama yang mengatur penegakan 
hukum persaingan lintas negara di wilayah hukum 
kawasan ASEAN, sehingga diperlukan sebuah 
ketentuan hukum regional dalam penegakan 
hukum persaingan usaha lintas negara pada 
kawasan ASEAN, dalam hal ini adalah ASEAN 
Competition Law.

Mekanisme perumusan dan bentuk ASEAN 
Competition Law

Kebijakan persaingan bersama memiliki 
potensi untuk memajukan tujuan pasar bersama 
yang terintegrasi. Menurut pengamatan Robert 
Lawrence dan Robert Litan, kesepakatan regional 
dapat membantu daerah dalam mencapai tingkat 
integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada yang 
dapat dicapai oleh sistem internasional.[24]

Melamed telah mendefinisikan tiga isu yang 
muncul dari perilaku anti persaingan pada suatu 
pasar bersama, yaitu perilaku anti persaingan yang 
mempengaruhi banyak Negara seperti kolusi harga 
dan merger dan akuisisi internasional, perilaku anti 
persaingan yang mempengaruhi suatu Negara 
tetapi prosedur pencarian bukti perlu dilakukan 
di Negara tempat kantor pusat perusahaan yang 

melanggar, dan perilaku anti persaingan yang 
memiliki tingkat efek negatif yang berbeda pada 
Negara yang berbeda, misalnya hambatan impor 
swasta dapat mempengaruhi konsumen di Negara 
pengimpor dan mempengaruhi produsen di 
Negara pengekspor. [25] Beberapa alasan penting 
dan manfaat perlunya perumusan ketentuan 
persaingan regional, berdasarkan pengalaman 
kawasan lain, antara lain sebagai berikut:[26]
a. Mengatasi kendala sumber daya dan

kemampuan penegakan hukum. Masing-
masing negara memiliki kemampuan
yang terbatas dalam penegakan hukum
terhadap kasus lintas batas, antara lain
kesulitan mengumpulkan bukti. Ketentuan
persaingan regional menciptakan peluang
untuk mengumpulkan dan bertukar informasi
(misalnya di Uni Eropa, otoritas persaingan
nasional dapat bertukar informasi, termasuk
informasi rahasia);

b. Penguatan budaya persaingan. Kurangnya
budaya persaingan yang menyebabkan
lemahnya penegakan hukum dapat dikurangi
dengan pembentukan ketentuan persaingan
regional;

c. Kesempatan untuk dapat mengawasi
pemerintah negara anggota. Ketentuan
persaingan regional dapat membantu
mengawasi agar negara anggota tidak
menciptakan hambatan, terpengaruh
oleh kelompok mayoritas dalam membuat
kebijakan dan menciptakan persaingan yang
setara untuk semua perusahaan sehingga
dapat mendorong investasi asing;

d. Pada kawasan Uni Eropa, pemerintah Belanda
menyatakan bahwa landasan kesuksesan
ekonomi Belanda adalah Pasar Tunggal Uni
Eropa, dikarenakan adanya persaingan yang
adil dan terbuka turut memberikan persaingan 
sehat di pasar dalam negeri dan memberikan
banyak peluang bagi bisnis besar dan kecil
untuk tumbuh, telah dan akan menyediakan
pekerjaan dan kesejahteraan warga.[27]
ASEAN merupakan suatu organisasi

internasional yang memiliki legal personality [9] 
dan international legal capacity sehingga ASEAN 
memiliki kewenangan untuk menciptakan aturan-
aturan baru baik dalam bentuk persetujuan, 
perjanjian atau dalam bentuk instrumen hukum 
internasional lain yang disetujui bersama.[9]
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Dalam perumusan ASEAN Competition Law, 
ASEAN dapat merujuk pada proses perumusan 
yang telah dijalankan pada kawasan Uni Eropa, 
Mercosur dan Andes, yaitu sebagai berikut:
a. Uni Eropa, merumuskan ketentuan 

persaingan usaha supranasional yang berlaku 
bagi semua negara anggotanya dengan 
penandatanganan Treaty establishing the 
European Community (TEC). Ketentuan ini 
kemudian diubah dengan adanya ratifikasi 
Perjanjian Lisbon yaitu The Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU). 
Dengan demikian, ketentuan persaingan pada 
kawasan Uni Eropa merupakan bagian dari 
perjanjian pendirian Uni Eropa. Ketentuan 
TFEU ini mengikat bagi seluruh negara 
Anggota Uni Eropa dan wajib diadopsi dalam 
Hukum Persaingan nasional masing-masing. 
Mercosur, merumuskan ketentuan persaingan 
usaha supranasional yang berlaku bagi 
semua negara anggotanya dalam Protocolo 
De Defensa De La Competencia Del Mercosur 
(Protokol Fortaleza).[28] Protokol Fortaleza 
merupakan suatu perjanjian yang terpisah 
dari perjanjian pendirian Mercosur. Ketentuan 
dalam Protokol Fortaleza ini mengikat bagi 
seluruh negara anggota Mercosur dan wajib 
diadopsi dalam hukum persaingan nasional 
masing-masing, sebagaimana diatur dalam 
Protokol Ouro Preto. Ketentuan ini kemudian 
dicabut dengan penandatanganan Acuerdo 
de Defensa de La Competencia del Mercosur 
(Agreement for the Defence of Competition of 
MERCOSUR/ the New Agreement/ Perjanjian 
Baru Mercosur) yang menegaskan mengenai 
berlakunya hukum persaingan nasional 
masing-masing negara anggota;

b. Komunitas Andes (CAN), merumuskan 
ketentuan persaingan supranasional yang 
berlaku bagi seluruh negara anggotanya 
dalam penandatanganan the Acuerdo de 
Cartagena (Cartagena Agreement) pada tahun 
1969[29] yang menandai pendirian Andean 
Pact (Pakta Andes)[30] dan diatur lebih lanjut 
dalam Decisión 608, Normas para la protección 
y promoción de la libre competencia en la 
Comunidad Andina (Decision 608). Ketentuan 
Perjanjian Cartagena dan Keputusan 608 
ini mengikat bagi seluruh Negara Anggota 
Komunitas Andes dan wajib diadopsi dalam 
Hukum Persaingan nasional masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru 
Besar Hukum Internasional Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto Ade Maman Suherman, 
ASEAN sebagai organisasi internasional dapat 
merumuskan suatu regulasi bersama yang berlaku 
bagi seluruh negara anggota dengan berdasarkan 
perjanjian negara anggota yang mempunyai 
common interest dan common ground. ASEAN 
juga dimungkinkan untuk membentuk lembaga 
peradilan seperti Uni Eropa, sepanjang terdapat 
kemauan serta kesepakatan bersama dalam suatu 
perjanjian internasional.

Bagi kawasan ASEAN, Lawan Thanadsilapakul 
mengusulkan tiga opsi bagi harmonisasi hukum 
persaingan regional, yaitu pertama, model 
terkoordinasi atau kedaulatan, di mana pemerintah 
mengandalkan koordinasi hukum persaingan 
nasional berdasarkan perjanjian kebersamaan, 
kedua, model hukum yang diselaraskan, di 
bawah pedoman internasional; dan ketiga, model 
supranasional, di mana pemerintah menandatangani 
kesepakatan tentang undang-undang persaingan 
internasional.[20]

Huong Ly Luu, ahli hukum Vietnam, menyatakan 
bahwa tanpa kekuatan supranasional, AEC tidak 
akan berdaya. Namun, pemberlakuan sistem hukum 
supranasional berarti negara anggota ASEAN wajib 
menyerahkan kedaulatannya kepada lembaga 
supranasional; dan penyerahan kedaulatan 
tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN, 
sehingga dibutuhkan langkah hukum yang tidak 
mengharuskan penyerahan kedaulatan negara 
anggota kepada kekuatan supranasional.[20] 

Dalam hal ini, berdasarkan kajian Penulis, ASEAN 
dapat mengadopsi sistem supranasionalisme Uni 
Eropa melalui ASEAN Competition Law hanya bagi 
kasus pelanggaran hukum persaingan usaha lintas 
batas yang mempengaruhi pasar tunggal ASEAN 
atau merugikan minimal 2 (dua) negara anggota 
ASEAN, sedangkan bagi kasus pelanggaran hukum 
persaingan lintas negara yang hanya berpengaruh 
pada pasar domestik, setiap negara diberikan 
kedaulatan untuk menggunakan hukum persaingan 
usaha nasionalnya sendiri dengan menerapkan 
doktrin efek.[30] Hal ini dikarenakan karakteristik 
ekonomi dan karakteristik hukum persaingan usaha 
yang berbeda-beda antar negara anggota ASEAN.
[31]

Berdasarkan pendapat Lawan Thanadsilapakul 
dan beberapa kajian, terdapat beberapa opsi 
dalam perumusan ASEAN Competition Law, yaitu 
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harmonisasi, unifikasi, dan konvergensi. Selain 
itu, dalam laporan tahunan AEGC 2019, ASEAN 
melalui pernyataan AEGC menyadari pentingnya 
dan manfaat konvergensi kebijakan persaingan 
dan hukum regional, kemampuan otoritas 
persaingan untuk menangani masalah persaingan 
lintas batas akan sangat bergantung pada kerja 
sama dan koordinasi antara regulator persaingan 
ASEAN. Kerja sama dan koordinasi akan jauh lebih 
mudah ketika konvergensi peraturan perundang-
undangan persaingan dapat dicapai.

ASEAN memiliki prinsip yaitu ASEAN Way di 
mana salah satu prinsipnya adalah non interference, 
norma diplomatik ini membawa norma perilaku 
yang dikemas dalam kode etik dan seperangkat 
norma prosedural dan berisi norma standar hukum 
internasional: menghormati kedaulatan dan tidak 
mencampuri urusan dalam negeri. Harmonisasi 
merupakan penyelarasan di mana negara anggota 
ASEAN diharapkan bisa menyesuaikan ketentuan 
hukum dalam negerinya dengan ketentuan bersama 
yang disepakat, hal ini berpotensi menimbulkan 
pertentangan dikarenakan penyesuaian hukum 
dapat mencederai prinsip ASEAN Way tersebut. 
Sehingga, perumusan ASEAN Competition Law dapat 
dilaksanakan dengan unifikasi hukum persaingan 
yang tertuang dalam bentuk perjanjian multilateral 
negara anggota ASEAN. Harmonisasi telah 
didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai 
kesesuaian praktik dengan mengurangi perbedaan 
untuk mencapai tingkat kesamaan antara sistem 
hukum, tetapi juga mempertimbangkan bahwa 
beberapa perbedaan mungkin tetap ada.[32] 
Sedangkan unifikasi dapat diartikan sebagai 
adopsi seperangkat aturan, standar, atau pedoman 
yang disepakati untuk diterapkan pada transaksi 
transnasional.[33] Perbedaan harmonisasi dan 
unifikasi adalah, harmonisasi tidak mengarah pada 
seperangkat aturan yang disepakati, harmonisasi 
mengarahkan perubahan aturan, standar atau 
proses untuk menghindari konflik, mendekatkan 
ketentuan atau proses hukum antara dua atau 
lebih sistem hukum, atau mencapai kesetaraan.[32] 
Harmonisasi membutuhkan penyelarasan sistem 
hukum yang berbeda.

Terdapat beberapa alasan bagi Penulis dalam 
memilih unifikasi dibandingkan harmonisasi dalam 
perumusan ASEAN Competition Law, yaitu sebagai 
berikut:
a. Negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum 

yang berbeda-beda, sebagian menerapkan Civil 

Law, sebagian lagi menerapkan Common Law, 
sebagian menerapkan kombinasi antara Civil 
Law dan Common Law; perbedaan pokok pada 
sistem hukum tersebut akan menyulitkan 
terjadinya harmonisasi. Pada faktanya, saat 
ini ASEAN baru memulai proses konvergensi, 
dan hukum persaingan di asean berjalan di 
tempat;

b. Terdapat berbagai perbedaan dalam 
pengaturan mengenai persaingan pada 
hukum nasional masing-masing negara.[22]

c. Secara empiris, menurut Ade Maman 
Suherman, ASEAN sudah terbelah, pada saat 
ini, Myanmar, Kamboja dan Vietnam secara 
politik memiliki kedekatan dengan China. Hal 
ini akan menghambat proses harmonisasi, 
dikarenakan pada proses harmonisasi, 
terdapat proses penyelarasan hukum regional 
pada hukum nasional masing-masing negara 
anggota ASEAN;

d. ASEAN Competition Law menitikberatkan pada 
pelanggaran hukum persaingan lintas negara 
yang berpengaruh pada persaingan pasar 
tunggal ASEAN dan tidak mengubah ataupun 
mengintervensi hukum persaingan nasional 
secara langsung;

e. Menurut pendapat Sudargo Gautama, 
unifikasi merupakan suatu kondisi ketika 
negara-negara memberlakukan hukum 
yang sama bagi transaksi dagang tertentu, 
sehingga dapat diperkecil kemungkinan 
adanya kesulitan dalam transaksi dagang 
tersebut.[34]
Terkait dengan proses perumusan ASEAN 

Competition Law, sebagaimana telah diuraikan 
di atas, Uni Eropa merumuskan ketentuan 
persaingan sebagai bagian dari perjanjian 
pendirian, demikian juga pada komunitas Andes. 
Pada ASEAN, maka ASEAN Competition Law tidak 
dapat menjadi bagian dari perjanjian pendirian, 
dikarenakan hal tersebut berarti mengubah isi 
ASEAN Charter. Perumusan ASEAN Competition Law, 
direkomendasikan dalam bentuk suatu perjanjian 
tersendiri, yaitu ASEAN Agreement on Competition 
Law Enforcement, sebagaimana ASEAN sebelumnya 
telah menyepakati suatu aturan bersama dalam 
bentuk perjanjian internasional, antara lain ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement 2009, The 
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
2002, dan ASEAN Agreement on Electronic Commerce 
2019.
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Dalam proses perumusan ASEAN Competition 
Law, Negara anggota ASEAN berperan sebagai 
negara pihak, yaitu negara yang menyatakan 
terikat pada ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian internasional. pengertian negara 
pihak (party) dapat dilihat dalam Pasal 2 huruf 
(g) Konvensi Wina 1969 yaitu “Party means a State 
which has consented to be bound by the treaty and 
for which the treaty is in force” dan dalam pasal 2 
huruf (g) Konvensi Wina 1986: “party” means a State 
or an international organization which has consented 
to be bound by the treaty and for which the treaty is 
in force”.

Dalam penyusunan perjanjian internasional, 
Piagam ASEAN menetapkan kepribadian 
hukum ASEAN tetapi tidak mengubah sifat 
intergovernmental ASEAN, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 20 Ayat (1) “As a basic principle, decision-
making in ASEAN shall be based on consultation and 
consensus.[34] Pasal 20 Ayat (2) mengatur bahwa 
“Where consensus cannot be achieved, the ASEAN 
Summit may decide how a specific decision can be 
made”.  

Dalam perkembangannya, saat ini ASEAN 
telah memberikan wacana baru dalam mekanisme 
pengambilan suara yang tidak terbatas pada 
konsensus, yaitu dengan “flexible consensus” 
yang pada prinsipnya, penyusunan perjanjian 
internasional atau kesepakatan tidak memerlukan 
suara bulat seluruh negara anggota ASEAN.
[34] ASEAN juga mengembangkan formula 
sepuluh minus satu (X minus one formula) bagi 
pengambilan kebijakan terkait masalah ekonomi. 
Formula ini memungkinkan suatu program dapat 
dilanjutkan hanya dengan sembilan anggota yang 
setuju, dan negara anggota lain dapat menyusul 
ketika kondisinya telah memungkinkan dan 
sepanjang kebijakan yang diambil tidak merugikan 
kepentingan negara anggota yang tidak setuju 
tersebut.[35] 

Adapun tahapan pengambilan keputusan 
pada ASEAN menurut Atena Feraru dapat dilihat 
pada bagan pengambilan keputusan di bawah 
ini:[36]

Gambar 1. Proses Pengambilan Keputusan 
ASEAN

(Sumber: A. S. Feraru, “ASEAN Decision-Making 
Process: Before And After The ASEAN Charter,” 

Asian Dev. Policy Rev., vol. 4, no. 1, p. 26–41, 2016)

Dari bagan tersebut di atas, proses 
pengambilan keputusan di ASEAN bersifat bottom 
up, inisiatif mengenai suatu kebijakan dapat 
berasal dari negara anggota ASEAN, dan kemudian 
dibahas melalui ministerial meeting bidang terkait. 
Hasil dari ministerial meeting ini kemudian diajukan 
untuk dapat dibahas dan diputuskan pada KTT 
ASEAN.

Prosedur pada bagan ini sedikit berbeda 
dengan praktik yang dijalankan saat ini. Sejauh 
ini, ASEAN belum mengatur mekanisme baku 
dalam proses pengambilan keputusan. Adapun 
berdasarkan hasil wawancara dengan tim 
penyusun regulasi ASEAN Ministers of Agriculture 
and Forestry (AMAF), praktik dalam proses 
pengambilan keputusan ASEAN saat ini adalah 
sebagai berikut, Pertama, negara pengusul dapat 
mengusulkan suatu isu untuk dibahas pada dalam 
Working Group badan sektoral sesuai pilar ASEAN.
[37] Kedua, Proses lobi dan negosiasi dilaksanakan 
dalam Working Group, kemudian hasil Working 
Group akan disahkan pada Senior Official Meeting 
dan Ministerial Meeting sesuai pilar, untuk hukum 
persaingan pada ASEAN Economic Minister (AEM) 
Meeting.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses 
pengambilan keputusan dalam rangka perumusan 
ASEAN Competition Law kurang lebih adalah 
sebagai berikut:
a. Tahap pertama dimulai dengan inisiatif dari 

badan kementerian sektoral ASEAN/ badan 
kerja di bawahnya, dalam hal ini badan yang 
terkait dengan hukum persaingan adalah 
ASEAN Expert Group on Competition (AEGC). 
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Pada tahapan ini, maka negara pengusul 
yang disebut proponen, melakukan proses 
lobi dan negosiasi dengan mengedepankan 
musyawarah mengenai urgensi keberadaan 
suatu ketentuan persaingan regional 
ASEAN Competition Law dengan melibatkan 
perwakilan Negara anggota lain melalui 
pertemuan Working Group di bawah koordinasi 
AEGC. Hasil rapat Working Group berupa 
concept note yang telah disepakati dengan 
AEGC.

b. Tahap berikutnya adalah penyampaian concept 
note ASEAN Competition Law oleh AEGC pada 
ASEAN Senior Economic Official Meeting (SEOM) 
untuk dapat dilaksanakan endorsement;

c. Tahap berikutnya adalah adoption pada ASEAN 
Economic Ministers (AEM) Meeting. 
Persetujuan dari negara anggota ASEAN 

untuk terikat oleh perjanjian akan dinyatakan 
dalam bentuk penerimaan atau persetujuan 
atau ratifikasi. Dalam kebijakan persaingan, 
maka formula ASEAN minus X dapat digunakan, 
sehingga apabila terdapat Negara anggota yang 
belum siap untuk meratifikasi ketentuan tersebut, 
maka negara anggota tersebut dapat meratifikasi 
setelah merasa siap dan ketentuan tersebut tidak 
merugikan kepentingannya.

Materi muatan ASEAN Competition Law tidak 
terlepas dari 3 (tiga) inti atau pilar dari hukum 
persaingan usaha, yaitu pertama, perjanjian 
yang dilarang, kedua, ketentuan merger, ketiga, 
ketentuan mengenai posisi dominan. 

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, 

maka terkait dengan ASEAN Competition Law 
sebagai ius constituendum dalam penegakan 
hukum persaingan usaha lintas negara di kawasan 
ASEAN, terdapat beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:
1. Keberadaan ASEAN Competition Law dalam 

rangka penegakan hukum persaingan usaha 
di kawasan ASEAN sangat diperlukan. Alasan 
yang mendasari perlunya ASEAN Competition 
Law adalah, pertama, adanya pasar yang 
terintegrasi dan kompetitif dalam AEC akan 
menimbulkan kebutuhan adanya suatu 
regulasi bersama dalam penegakan hukum 
persaingan pada kawasan ASEAN. Kedua, 
dalam suatu pasar, diperlukan adanya hukum 

persaingan usaha yang bertujuan untuk 
mengawasi pasar agar pelaku pasar tidak 
berperilaku yang dapat mengakibatkan 
“kegagalan pasar” dan perolehan penguasaan 
pangsa pasar dengan cara yang tidak sah. 
Ketiga, adanya berbagai perbedaan parameter 
dalam hukum persaingan negara anggota 
ASEAN sehingga suatu tindakan pelaku 
usaha dapat dianggap melanggar atau tidak 
melanggar oleh Otoritas Persaingan Usaha 
masing masing Negara dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum;

2. ASEAN Competition Law dapat dirumuskan 
melalui mekanisme pengambilan keputusan 
di ASEAN melalui beberapa tahap, yaitu, 
Pertama, inisiatif dari badan kementerian 
sektoral ASEAN/ badan kerja di bawahnya, 
dalam hal ini ASEAN Expert Group on Competition 
(AEGC) dengan hasil berupa concept note, 
Kedua, endorsement dalam ASEAN Senior 
Economic Official Meeting, dan Ketiga, adoption 
pada ASEAN Economic Minister Meeting. ASEAN 
Competition Law dirumuskan dalam bentuk 
perjanjian internasional tersendiri yang 
terpisah dari ASEAN Charter, yaitu dalam 
bentuk ASEAN Agreement on Competition Law 
Enforcement yang disepakati, ditandatangani 
dan diratifikasi oleh negara-negara anggota 
ASEAN. 
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ABSTRACT

The scarcity and high price of cooking oil have been a persistent problem since late 2021 and continued until 
mid-2022. Cooking oil prices soared with a forty percent increase from the previous year in January 2022. At 
that time, the price of crude palm oil also increased, which encouraged palm oil companies to export rather 
than fulfill domestic needs. The results of the study conducted by the author state that the palm oil supply chain 
industry is dominated by large companies with minimal contribution from smallholders. This leads to cartel 
practices and price fixing by these palm oil companies. The author provides a policy recommendation that there 
is a need for improvement in Indonesian laws and regulations to overcome cartel practices and price fixing 
through arrangements regarding indirect evidence. 

Keywords: Competition, Cooking-Oil, Palm-Oil.

ABSTRAK

Kelangkaan dan harga minyak goreng yang tinggi menjadi masalah pelik sejak akhir tahun 2021 
dan berlanjut sampai dengan pertengahan 2022. Harga minyak goreng melambung tinggi dengan 
peningkatan sebesar empat puluh persen dari tahun sebelumnya pada bulan Januari 2022. Pada saat 
itu, harga kelapa sawit mentah juga mengalami kenaikan yang mendorong perusahaan kelapa sawit 
untuk mengekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil kajian yang dilakukan penulis 
menyatakan bahwa industri rantai pasokan minyak sawit didominasi oleh perusahaan besar dengan 
kontribusi petani rakyat sangat minim. Hal ini berujung kepada adanya praktik kartel dan penentuan 
harga oleh perusahaan kelapa sawit tersebut. Penulis memberikan rekomendasi kebijakan bahwa perlu 
adanya perbaikan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatasi praktik kartel dan 
penentuan harga melalui pengaturan mengenai bukti tidak langsung. 

Kata kunci: Persaingan-Usaha, Minyak-Goreng, Kelapa-Sawit.
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PENDAHULUAN
Kelangkaan dan tingginya harga minyak 

goreng di Indonesia telah menjadi permasalahan 
sejak akhir tahun 2021 dan berlanjut sampai 
dengan awal tahun 2022. Harga minyak goreng 
pada Januari tahun 2022 lebih tinggi empat puluh 
persen dari tahun sebelumnya. Pada saat yang 
sama, terjadi kenaikan harga CPO Global dan  
berdampak pada peningkatan permintaan kelapa 
sawit dari Indonesia dan Malaysia.[1]  Kenaikan 
harga CPO disebabkan oleh harga internasional 
Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit mentah.[2] 

Akibat adanya kenaikan harga CPO, 
perusahaan kelapa sawit di Indonesia cenderung 
lebih memilih mengekspor CPO untuk mencari 
lebih banyak keuntungan daripada memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, 
Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng 
karena kurangnya CPO di pasar domestik.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) saat ini sedang menyelidiki apakah ada 
kesepakatan penetapan harga dan kartel di antara 
produsen minyak sawit untuk memprioritaskan 
pasar internasional, yang pada akhirnya 
menentukan ketersediaan bahan baku minyak 
goreng di dalam negeri. KPPU pernah melakukan 
investigasi serupa dan menjatuhkan putusan  pada 
tahun 2010 dengan nomor Putusan KPPU No. 24/
KPPU-I/2009, yang melibatkan 21 perusahaan 
minyak goreng di Indonesia. Setiap perusahaan 
dikenakan denda Rp 25 miliar atas dugaan 
penetapan harga melalui pengaturan kartel. 
Namun, Pengadilan Negeri menolak putusan 
KPPU tersebut, dan setelah mengajukan kasasi, 
putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan 
Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung 
tersebut telah menjadi preseden buruk yang 
dapat mempengaruhi penegakan hukum di masa 
depan, termasuk terhadap kasus kelangkaan 
minyak goreng pada tahun 2022.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa 
KPPU tidak dapat memberikan bukti langsung 
adanya kartel sebagaimana disyaratkan oleh 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 
Pasal 164 HIR. Hukum Acara Perdata Indonesia 
hanya mengenal bukti langsung seperti surat, 
keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, 
dan sumpah, padahal hampir tidak mungkin 
menemukan bukti langsung dalam kartel. Pada 
tahun 2019, KPPU mengeluarkan pedoman yang 
menggunakan rule of reason di mana bukti tidak 

langsung, seperti konsentrasi korporasi, dapat 
dipertimbangkan dalam persidangan. Namun, 
pedoman ini tidak mengikat secara hukum, dan 
diperlukan perubahan dalam aturan hukum yang 
berlaku saat ini.

Kartel sendiri rawan terhadap kecurangan 
yang dilakukan oleh anggota kartel itu sendiri. 
Dalam hal ini, beberapa yurisdiksi menerapkan 
program leniensi yang memberikan insentif bagi 
anggota kartel untuk membelot dan mengungkap 
kartel. Regulasi dan kebijakan persaingan usaha 
di Indonesia belum mendukung adanya program 
leniensi yang memberikan keringanan hukuman 
dan denda bagi mereka yang dapat mengungkap 
keberadaan kartel. Penulis memandang perlu 
adanya regulasi dan aturan hukum yang mengikat 
mengenai program leniensi untuk mengatasi 
masalah kartel di Indonesia.

Sehingga masalah dalam penelitian ini adalah 
hendak menemukan bagaimana peran hukum dan 
kebijakan persaingan usaha dalam menangani 
kekuatan pasar dalam sektor kelapa sawit dan 
minyak goreng. Metode dan tujuan penelitian 
ini merupakan penelitian hukum yang bersifat 
doktrinal berdasarkan kajian atas literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk 
melakukan analisis sistematis literatur tentang 
fenomena pembuktian Kartel di Indonesia dan 
beberapa negara-negara lain di dunia. Metodologi 
yang diikuti dalam tulisan ini mirip dengan 
metode yang digunakan dalam karya sebelumnya 
seperti Baso et al (2022) yang mengulas mengenai 
permainan kartel dalam kelangkaan minyak 
goreng [3] dan Junaedi (2022) yang mengkaji 
tentang kelangkaan mintak goreng di negara 
dengan penghasil CPO terbesar di dunia.[4]

PEMBAHASAN
Struktur dan Tata Kelola Pasar Minyak Sawit 
Indonesia

Kelapa sawit (Elaeis guineensis) merupakan 
tanaman asli Afrika Barat, idealnya tumbuh di 
daerah tropis yang kondisinya selalu basah pada 
10 derajat garis khatulistiwa dan terletak 600 
meter di atas permukaan laut (dpl).[5] Karakteristik 
ini sangat cocok dengan Malaysia dan Indonesia 
yang sudah mendunia sebagai pusat produksi 
minyak sawit selama beberapa dekade terakhir. 
Kedua negara menyumbang lebih dari 80% 
produksi minyak sawit global, dan Indonesia 
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saat ini merupakan produsen terbesar. Sebagian 
besar produksi minyak sawit di kedua negara juga 
ditujukan untuk pasar ekspor karena efisiensi dan 
produktivitas komoditas tersebut.

Secara global, kelapa sawit dapat 
menghasilkan rata-rata sekitar 3,3 ton CPO per 
hektar, sedangkan rapeseed dan bunga matahari 
hanya dapat menghasilkan 0,7 ton per hektar.
[6] Efisiensi minyak sawit telah menjadikan 
komoditas ini sebagai bahan pokok global. Minyak 
sawit adalah minyak nabati yang paling banyak 
dikonsumsi di dunia dan dijadikan bahan dari 
barang-barang kita sehari-hari, seperti sabun, 
pasta gigi, sereal, keripik kentang, es krim, dan 
produk pembersih rumah tangga. 

Kelapa  Sawit  merupakan salah  satu 
komoditas hasil perkebunan yang mempunyai 
peranan sangat penting pada perekonomian 
Indonesia  karena  menghasilkan  banyak  
produk  olahan  atau  turunan,[7] sehingga setiap 
gangguan pada rantai pasokan minyak sawit 
dapat berdampak buruk pada pasokan global 
dan peningkatan harga minyak goreng. Indonesia 
memperkenalkan larangan ekspor di awal tahun 
2022 karena kelangkaan minyak goreng di dalam 
negeri yang kemudian menimbulkan lonjakan 
harga CPO. Dari Maret hingga Desember 2021, 
Indeks Bulanan Rumah Tangga mencatatkan 
kenaikan harga sebesar 56%, dan memuncak 
pada Rp 20.667/liter di bulan Desember. Meskipun 
biaya minyak goreng menurun menjadi Rp 19.555/
liter pada Januari 2022, angka tersebut tergolong 
masih mahal, dengan harga  46,2% lebih tinggi 
dibandingkan Januari 2021.[1]

Rantai pasok kelapa sawit Indonesia memiliki 
empat kategori utama (World Resource Institute 
(WRI) Indonesia). Kategori pertama adalah 
sektor perkebunan. Sebagian besar minyak 
sawit (60,2%) yang diproduksi di Indonesia 
berasal dari perkebunan besar swasta, diikuti 
perkebunan rakyat dan perkebunan milik negara.
[8] Perkebunan besar swasta antara lain dimiliki 
oleh Sinarmas, Astra International, Grup Surya 
Dumai, Sime Darby, dan Wilmar.[9] Perkebunan 
ini menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dari 
pohon kelapa sawit.

Kategori kedua adalah sektor pabrik. Pabrik 
memproses TBS menjadi minyak sawit mentah/
CPO dan inti minyak sawit (Palm Kernel Oil (PKO)). 
Konsentrasi korporasi yang signifikan belum 
berada pada kepemilikan pabrik terhadap petani 

kecil.[10] Petani kecil dan perusahaan kecil memiliki 
lebih dari setengah kapasitas penggilingan.

Kategori ketiga adalah kilang. Statistik 
menunjukkan bahwa konsentrasi korporasi 
tertinggi ada di kilang.[10] Kilang minyak sawit 
bertanggung jawab untuk mengolah CPO menjadi 
minyak sawit olahan atau turunan lainnya yang 
digunakan untuk keperluan konsumen atau 
industri, seperti margarin dan minyak goreng. 
Kemampuan inilah yang menjadi hambatan 
strategis di dalam sektor kelapa sawit. Kepemilikan 
kilang minyak di Indonesia didominasi oleh 
Wilmar, Sinar Mas, and Musim Mas, di mana 
ketiga perusahaan tersebut menguasai setengah 
kapasitas kilang di Indonesia.[10] Hal ini 
menyebabkan sulitnya perusahaan kecil dan 
menengah untuk masuk di sektor pengolahan 
minyak sawit. 

Kategori keempat adalah penjual. Lebih dari 
dua pertiga perdagangan ekspor dikendalikan 
oleh beberapa perusahaan seperti Wilmar, Sinar 
Mas, Royal Golden Eagle, Musim Mas, Sime Darby, 
Permata Hijau, Sime Darby, dan Astra Agro Lestari.

Lebih dari separuh CPO dan minyak sawit 
merah atau Red Palm Oil (RPO) Indonesia diekspor, 
dan Indonesia menyumbang setidaknya enam 
puluh persen dari volume ekspor global.[10] India 
dan China merupakan importir CPO dan RPO 
terbesar dari Indonesia. Permintaan tinggi untuk 
kedua negara, terutama di industri makanan dan 
minuman. Lagi-lagi hanya beberapa perusahaan 
yang menangani sebagian besar perdagangan, 
dengan komposisi yang hampir sama dengan 
sektor kilang.

Gambar 1 dan 2 mengimplikasikan bahwa 
perusahaan diberi insentif untuk mendominasi 
sektor kilang dan perdagangan berdasarkan 
paralelisme harga antara CPO dan minyak goreng.
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Gambar 1. Produksi  CPO (Juta Ton), Ekspor (Juta 
Ton), dan Konsumsi Domestik (Juta Ton)[11]

(Sumber: Statista, Palm Oil Industry in Indonesia – 
Statistics & Facts)

Gambar 2. Total Nilai Ekspor CPO (Rupiah/Kg) dan 
Total Nilai CPO di Indonesia (rupiah/kg) [12]

(Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 
2021)

Harga premium dari ekspor CPO telah 
memikat perusahaan dalam negeri untuk 
memprioritaskan pasar luar negeri sebagai tujuan 
pemasaran, sehingga menyebabkan kelangkaan 
pasokan minyak goreng domestik. Minyak goreng 
juga relatif seragam atau homogen. Perbedaannya 
hanya terletak pada merek dagang masing-masing 
produk. Situasi ini dapat mendorong produsen 
untuk berkoordinasi daripada bersaing satu sama 
lain. 

Ada lima produsen besar di industri minyak 
goreng.[13] Wilmar Group menempati posisi 
pertama dengan distribusi sebesar 99,3 juta liter. 
Angka tersebut sebesar 23,87% dari penyaluran 
minyak goreng nasional sebanyak 415,79 juta liter. 
Kedua adalah PT Musim Mas, dengan 65,32 juta 
liter. Dan di posisi ketiga adalah Grup Sinarmas 
yang diwakili oleh PT SMART Tbk dengan sebanyak 
55,19 juta liter. Posisi keempat dan kelima secara 
berurutan adalah Asian Agri dan Permata 

Hijau Group dengan distribusi minyak goreng 
masing-masing sebesar 21,2 juta liter. Beberapa 
perusahaan telah mengintegrasikan operasi dan 
kontrol mereka terhadap kilang dan perdagangan 
minyak sawit dan minyak goreng. Perusahaan-
perusahaan tersebut saat ini sedang dalam 
pemeriksaan KPPU. 

KPPU menyatakan konsentrasi pasar minyak 
goreng sebesar 46,5% dan hanya didorong oleh 
empat produsen besar. Namun, Katadata mencatat 
bahwa konsentrasi pasar lebih signifikan.[14] Tiga 
kelompok menguasai sedikitnya enam puluh 
persen pasar minyak goreng, dengan produksi 
bulanan melebihi seratus lima puluh juta liter per 
bulan. Grup tersebut adalah Wilmar, Musim Mas 
dan Sinarmas. KPPU saat ini sedang menyelidiki 
perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, meski 
dengan konsentrasi seperti ini, situasinya gagal 
memenuhi definisi hukum oligopoli sebagaimana 
didefinisikan oleh Undang-undang persaingan 
usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang 
tersebut mensyaratkan setidaknya 75% pangsa 
pasar dikuasai sebagai oligopoli. Oleh karena itu, 
KPPU tidak menggunakan ketentuan oligopoli 
dalam pemeriksaan, melainkan melihat ketentuan 
kartel dan penetapan harga.

Perusahaan kelapa sawit bukanlah aktor 
satu-satunya yang menyebabkan konsentrasi 
korporasi di sektor kelapa sawit dan minyak 
goreng. Pemerintah Indonesia juga memiliki 
peran. Pemerintah menargetkan pada tahun 2045, 
Indonesia akan bertransformasi dari produsen 
utama CPO menjadi produk ole food, oleochemical, 
dan biofuel.[15] Strategi untuk mencapai hal 
tersebut adalah dengan memberlakukan hal-hal 
sebagai berikut:
1. memungut pajak ekspor untuk mencegah 

ekspor CPO (Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 1/PMK.010/2022);

2. insentif fiskal seperti tax allowance bagi 
industri hilir sawit (Peraturan Pemerintah 
No. 52 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 130/PMK.011/2011);

3. skema impor bebas bea untuk barang industri 
kelapa sawit (Permenkeu No. 76 Tahun 2012);

4. kawasan ekonomi khusus untuk industri 
kelapa sawit, seperti Sei Mangkei, Tanjung 
Api-Api, dan Maloy.
Perusahaan besar yang terintegrasi secara 
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vertikal lebih diuntungkan dari insentif yang 
disebutkan di atas daripada petani skala kecil. 
Insentif kelapa sawit dari Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) 
yang bersumber dari pajak ekspor secara tidak 
proporsional mengalir ke segelintir perusahaan 
tersebut. Indonesia Corruption Watch menyatakan 
bahwa setidaknya enam puluh persen dari insentif 
tersebut diperuntukkan bagi tiga perusahaan 
(Tabel 1). 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDP-KS) memberikan subsidi yang 
dipungut dari pajak ekspor yang dibayarkan oleh 
perusahaan minyak sawit besar kepada produsen 
minyak goreng, yang merupakan perusahaan 
yang sama. Selain itu, BPDP-KS juga memberikan 
subsidi kepada perusahaan kelapa sawit untuk 
memproduksi biodiesel sebagai bagian dari 
program B30,[16] yang jumlahnya mencapai 
hampir 80% dari dana yang dikelola BPDP-KS . 
Secara historis, subsidi mengatasi rendahnya 
harga CPO pada tahun 2015 dengan menyediakan 
segmen baru di pasar domestik untuk menyerap 
surplus minyak sawit. 

Tabel 1. Insentif Biodiesel yang Diterima oleh Tiga 
Grup Kelapa Sawit [17]

Kelompok 
perusahaan

Jumlah Anak 
Perusahaan 
Penerima 
Insentif

Total Insentif 
Biodiesel 
per Grup 
Perusahaan 
(Triliun)

Grup Wilmar 4 Perusahaan 39.521.331

Musim Mas 
Group

3 Perusahaan 18.677.685

Grup Permata 
Hijau

2 Perusahaan 8.205.402

Total 66.404.418

Kerangka Hukum dan Kebijakan Persaingan 
Indonesia

Undang-undang untuk mengatasi 
permasalahan pada paragraf-paragraf 
sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-
Undang Persaingan Usaha). Undang-undang 

tersebut disahkan sebagai bagian dari paket 
reformasi ekonomi akibat Krisis Keuangan Asia 
1997 dan diminta secara khusus oleh Dana Moneter 
Internasional pada saat itu. Lebih lanjut, undang-
undang tersebut juga memberikan kewenangan 
kepada KPPU untuk menegakkan Undang-
Undang Persaingan Usaha secara independen 
dengan memantau dan menjatuhkan sanksi tanpa 
intervensi dari pemerintah atau pihak lain.

Undang-Undang Persaingan Usaha terdiri 
dari enam bagian pengaturan: perjanjian yang 
dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, 
institusi KPPU, dan penegakan hukum. Tulisan 
ini berfokus pada dua perjanjian terlarang yang 
diatur oleh undang-undang yakni kartel dan 
penetapan harga. Tujuan utama para pelaku 
usaha melakukan perjanjian kartel dan penetapan 
harga adalah untuk meningkatkan profit bagi 
anggotanya, yang pada akhirnya akan merugikan 
konsumen. Konsumen akan menghadapi 
keterbatasan pilihan dalam pasar yang relevan, 
baik dalam hal harga maupun mutu produk.[18] 
Pada umumnya, kartel dilakukan melalui tiga hal 
yakni harga, produksi dan wilayah pemasaran. 
Oleh karenanya, praktik tersebut memerlukan 
perhatian yang lebih besar dari Pemerintah karena 
indikasinya banyak ditemukan pada praktik bisnis 
di Indonesia, khususnya di sektor kelapa sawit dan 
minyak goreng.

Di sektor perdagangan minyak sawit dan 
minyak goreng, konsentrasi korporasi merupakan 
aspek penting yang harus dipantau oleh otoritas. 
Namun, konsentrasi itu sendiri bukanlah 
pelanggaran terhadap Hukum. Undang-Undang 
Persaingan Usaha menentukan penyalahgunaan 
kekuatan pasar atau monopoli, dan praktik 
oligopolistik terjadi ketika konsentrasi pasar di 
atas tujuh puluh lima persen, dan ada dugaan 
praktik yang menghambat persaingan. Oleh 
karena itu, KPPU tidak menggunakan ketentuan 
oligopoli dalam investigasi tahun 2022, melainkan 
memilih untuk menggunakan ketentuan kartel 
dan penetapan harga.

Pada tahun 2022, KPPU memeriksa 27 
perusahaan minyak goreng yang diduga 
melanggar Pasal 5 tentang penetapan harga dan 
11 tentang kartel. KPPU mulai mengusut kasus 
tersebut pada 30 Maret 2022 (No. 03-16/DH/KPPU.
LID.I/III/2022) dan telah memanggil beberapa 
pihak terkait, seperti produsen minyak goreng dan 
asosiasi perdagangan. KPPU mengklaim memiliki 
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dua alat bukti untuk membuktikan dugaan 
pelanggaran (Putusan KPPU No. 24:KPPU-I:2009). 
Produsen yang saat ini sedang diinvestigasi adalah 
perusahaan Wilmar, Musim Mas, Permata Hijau 
Sawit, Sinarmas, Salim Ivomas, dan Asian Agri.[13]

Pada tahun 2010, KPPU sudah pernah 
melakukan investigasi serupa dan menjatuhkan 
putusan No. 24/KPPU-I/2009 yang menyatakan 
puluhan perusahaan sawit dan minyak goreng 
melanggar Pasal 4 (Oligopoli), Pasal 5 (Penetapan 
Harga), dan Pasal 11 (Kartel) Undang-Undang No. 
5/1999. Kasus tahun 2009 bermula ketika Indonesia 
mengalami kelangkaan minyak goreng yang 
berujung pada kenaikan harga yang signifikan. 
Untuk itu, KPPU memeriksa beberapa perusahaan 
di industri minyak goreng. Investigasi difokuskan 
pada dugaan penetapan harga dan alokasi pasar 
di antara perusahaan, yang mengakibatkan harga 
lebih tinggi dan persaingan berkurang di pasar. 
Pada tahun itu, harga minyak goreng di Indonesia 
meningkat secara signifikan, dengan laporan 
menunjukkan bahwa harga naik lebih dari 50% pada 
semester pertama tahun ini dibandingkan dengan 
periode yang sama pada tahun sebelumnya. 
KPPU menemukan bukti praktik pelanggaran 
Undang-Undang persaingan usaha di beberapa 
perusahaan, antara lain PT Salim Ivomas Pratama, 
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, 
PT Musim Mas, dan PT Smart Tbk. Perusahaan-
perusahaan tersebut diketahui telah membentuk 
kartel, yang mengkoordinasikan produksi dan 
distribusi minyak goreng, mengendalikan harga, 
dan membagi pangsa pasar di antara mereka 
sendiri. Investigasi KPPU pada tahun 2022 juga 
mencakup perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, setelah KPPU menjatuhkan denda 
kepada perusahaan yang terlibat kartel tersebut, 
perusahaan tersebut mengajukan keberatan 
atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri dan ke 
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Pada 
tahun 2013, MA membatalkan putusan KPPU 
karena tidak cukup bukti. Putusan MA tersebut 
menyatakan bahwa KPPU tidak memberikan bukti 
yang jelas dan langsung untuk membuktikan 
bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah 
melakukan kartel dan melakukan penetapan 
harga dan alokasi pasar. MA menolak putusan 
KPPU menggunakan bukti tidak langsung, 
seperti kesamaan harga dan praktik distribusi 
oleh perusahaan-perusahaan tersebut. MA 
menyatakan bahwa bukti ini tidak cukup kuat 

untuk membuktikan pelanggaran hukum 
persaingan. Akibat putusan MA tersebut, denda 
yang dijatuhkan KPPU terhadap perusahaan yang 
terlibat dalam kartel minyak goreng dibatalkan, 
dan putusan KPPU yang menghukum perusahaan 
minyak sawit dan minyak goreng menjadi tidak 
berlaku. Putusan MA tersebut kontroversial dan 
menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas 
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. 
Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan di 
tingkat kasasi juga tidak lepas dari kelemahan-
kelamahan yang ada dalam Undang-Undang 
Persaingan usaha itu sendiri.[20] 

Bukti Tidak Langsung
Bukti tidak langsung adalah jenis alat 

bukti yang tidak dapat secara langsung 
menggambarkan terjadinya peristiwa hukum atau 
perbuatan hukum yang ditentukan oleh undang-
undang.[21] Dalam pembuktian  Perkara Nomor 
24/KPPU-I/2009, KPPU menggunakan bukti 
tidak langsung dalam bentuk bukti komunikasi, 
bukti ekonomi, dan praktik fasilitasi. Bukti tidak 
langsung dalam persaingan usaha mengacu pada 
bukti yang tidak secara langsung membuktikan 
adanya pelanggaran hukum persaingan usaha 
tetapi dapat digunakan untuk menyimpulkan atau 
mendukung adanya pelanggaran tersebut. Jenis 
bukti ini sering digunakan karena bukti langsung, 
seperti kesepakatan eksplisit antara pesaing untuk 
menetapkan harga, dapat menjadi tantangan 
untuk dibuktikan. Bukti tidak langsung dapat 
mengambil banyak bentuk, seperti data pasar, 
analisis ahli, dan catatan keuangan perusahaan. 
Dalam kasus penetapan harga, bukti tidak 
langsung mencakup adanya margin keuntungan 
yang luar biasa tinggi, atau perubahan mendadak 
dalam pola penetapan harga.

Pertama, KPPU menggunakan bukti 
komunikasi dengan mengkonstruksi fakta adanya 
pertemuan dan komunikasi antar kompetitor 
terkait pembahasan harga di antara mereka, 
koordinasi mengenai kapasitas produksi, dan 
struktur biaya produksi. Kedua, KPPU juga melihat 
bukti ekonomi melalui analisa struktur pasar 
dan paralelisme harga. Ketiga, KPPU melihat ada 
tidaknya praktik fasilitasi yang dilakukan melalui 
price signaling dalam kegiatan promosi pada 
waktu yang berbeda maupun pertemuan atau 
komunikasi antar kompetitor melalui asosiasi.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, KPPU 
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kemudian menjatuhkan denda kepada perusahaan 
yang terlibat. Namun demikian, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat melalui Putusan No. 03/KPPU-I/2010/
PN.JKT.PST membatalkan putusan KPPU dengan 
dasar penggunaan alat bukti tidak langsung. 
Majelis hakim menilai, bukti tidak langsung 
yang diajukan KPPU hanya berdasarkan asumsi, 
teori, dugaan, dan interpretasi, bukan fakta yang 
diperoleh dari pemeriksaan. Mahkamah Agung juga 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat melalui putusannya No. 582K/Pdt.Sus/2011 
yang juga membatalkan putusan KPPU. Majelis 
hakim berpendapat bahwa sistem pembuktian 
bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti 
petunjuk karena petunjuk harus diperoleh dari 
keterangan saksi, surat, atau keterangan pelaku 
usaha sedangkan bukti tidak langsung diperoleh 
dari dugaan, interpretasi, penalaran logis, dan 
asumsi. Padahal, penggunaan indirect evidence 
pernah diterapkan oleh hakim Mahkaham Agung 
dalam Perkara Nomor 221 K/Pdt.SusKPPU/2016, 
di mana Mahkamah Agung memenangkan KPPU 
dalam perkara kasasi tersebut dan mengakui bukti 
tidak langsung yang diajukan oleh KPPU.[22]

Mengenai pembuktian tidak langsung, 
Indonesia belum memiliki instrumen hukum 
yang memadai yang mengatur pembuktian tidak 
langsung dalam sistem pembuktian di Pengadilan. 
Hakim pada umumnya hanya mengenal bukti 
langsung yang diatur dalam hukum acara yang 
berlaku. Pelaksanaan pembuktian di pengadilan 
perdata berpedoman pada hukum acara perdata. 
Undang-undang ini mengenal lima alat bukti 
dalam Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement 
(HIR), seperti surat, saksi, praduga, pengakuan, 
dan sumpah. 

KPPU berpendapat bahwa bukti tidak langsung 
harus diakui dan telah mengeluarkan pedoman 
yang tidak mengikat untuk mengatasi kekosongan 
hukum terkait pembuktian tidak langsung, 
khususnya dalam pembuktian penetapan harga 
(Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011). Peraturan ini 
mendefinisikan bukti tidak langsung sebagai bukti 
yang tidak secara langsung menunjukkan adanya 
perjanjian penetapan harga. Menurut peraturan 
ini, dimungkinkan untuk menggunakan bukti tidak 
langsung untuk membuktikan suatu keadaan atau 
keadaan yang menyiratkan adanya suatu perjanjian 
tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat digunakan 
tidak perlu eksplisit, seperti dalam bentuk kontrak 
tertulis. Perjanjian dapat ditunjukkan selama 

terdapat pertemuan pikiran yang cukup untuk 
tindakan anti-persaingan.[23] Berikut adalah 
proses penetapan bukti tidak langsung:

Gambar 3. Proses Penetapan Bukti Tidak 
Langsung

(Sumber: Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011)

Namun demikian, pedoman tersebut 
tidak mengikat hakim dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara pelanggaran persaingan 
usaha di pengadilan. Hal ini karena peraturan 
KPPU tersebut dibentuk untuk menjadi pedoman 
bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dan KPPU dalam melaksanakan 
penanganan perkara di lingkungan KPPU. Lebih 
lanjut, Penggunaan bukti tidak langsung (indirect 
evidence) dalam membuktikan perkara kartel juga 
harus dilakukan sesuai dengan prinsip dalam 
hukum pembuktian.[24]

Studi Kasus
Kartel Sherry 2010 di Spanyol 

Sebagai perbandingan, untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih baik mengenai bagaimana 
penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect 
evidence), berikut ini akan dikemukakan beberapa 
putusan otoritas persaingan usaha  di negara lain 
di  mana pada saat menjatuhkan putusan tidak 
selamanya bergantung pada alat bukti langsung. 

Pada tahun 2010, Spanish Competition Authority 
(SCA) mengungkapkan adanya kartel di pasar 
ekspor wine PDO Sherry. Pasar bersangkutan 
adalah pasar ekspor di Inggris, Jerman, Belanda, 
dan Belgia. Keanggotaan kartel mencakup 
sembilan perusahaan, asosiasi industri, dan 
dewan pengawas untuk Sherry PDO. Penyelidikan 
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dimulai dengan adanya permohonan keringanan 
hukuman  dari salah satu anggota kartel yang 
bersedia bekerja sama dengan Spanish Competition 
Authority (leniency application).

Kartel ini memiliki dua fase. Pada fase 
pertama, antara tahun 2001 dan 2003, kartel 
berhasil menaikkan harga. Dalam perjanjian kartel, 
kuota produksi ditetapkan berdasarkan rata-rata 
penjualan dalam periode tiga tahun sebelumnya, 
dilengkapi dengan pengurangan pasokan yang 
disesuaikan dengan permintaan. Perjanjian kartel 
memiliki aturan tentang mekanisme redistribusi 
bagi perusahaan anggota yang melebihi kuota 
yang dialokasikan.

Fase pertama berakhir ketika pesaing baru 
memasuki pasar dengan harga yang lebih 
rendah, dan anggota menolak untuk memberikan 
kompensasi yang telah disepakati kepada anggota 
lain yang berkinerja buruk di pasar. Fase kedua 
dimulai pada tahun 2005 ketika anggota kartel 
melobi dewan pengawas untuk menetapkan batas 
penjualan berdasarkan total penjualan masa lalu, 
bukan stok masing-masing kilang wine. 

SCA menyatakan pelanggaran Pasal 101 
TFEU dan mendenda anggota kartel berdasarkan 
informasi yang diberikan oleh salah satu anggota 
kartel.[25]

Kartel Asam Sitrat
Pada tahun 1991, perwakilan dari Archer 

Daniel Midlands bertemu dengan perwakilan dari 
Hoffman-La Roche, Bayer, dan Jungbunzlauer 
dan membentuk kartel asam sitrat.[26] Kartel 
tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja 
menahan hasil produksi dengan tujuan untuk 
penetapan harga sehingga melanggar Sherman 
Act. Kesepakatan untuk membentuk kartel dibuat 
dalam serangkaian pertemuan antara tahun 
1991 dan 1995. Kuota penjualan ditetapkan 
untuk setiap anggota masing-masing. Untuk 
memantau pelaksanaannya, setiap perusahaan 
menyampaikan laporan penjualan bulanan. 
Perusahaan yang memproduksi melebihi kuota 
akan menjual asam sitrat kepada anggota lain yang 
penjualannya di bawah kuota. Kartel ini menguasai 
dua pertiga jumlah produksi asam sitrat global 
dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen 
sebesar USD 309 juta selama beroperasinya kartel. 
Kartel ini runtuh ketika anggotanya membelot dari 
kesepakatan dan bekerja sama dengan otoritas 
penegak hukum AS (Federal Bureau of Investigation 

(FBI)). Skema FBI berhasil memperoleh catatan 
pertemuan serta bukti pertemuan kartel yang 
terjadi. Putusan Pengadilan AS menyatakan bahwa 
perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang 
terlibat sepakat untuk menentukan harga dan 
menentukan jumlah penjualan asam sitrat secara 
global. Pengadilan juga menyatakan bahwa para 
konspirator membentuk sistem untuk mengawasi 
jalannya kesepakatan di antara mereka. Atas 
kedua hal ini, Pengadilan menjatuhkan denda 
lebih dari 100 juta dolar AS.[17]

Toshiba Chemical 
Dalam putusan Toshiba Chemical Corporation, 

Pengadilan Tinggi Jepang menyatakan bahwa 
jika perusahaan bertukar informasi harga dan 
kemudian menindaknya untuk menaikkan harga, 
bahkan tanpa kesepakatan tertulis, hal itu dapat 
dianggap sebagai “kesepakatan diam-diam” 
untuk penetapan harga. (Putusan Pengadilan 
Tinggi Tokyo, 1995). Putusan tersebut menetapkan 
preseden yang jelas untuk “bukti tidak langsung” 
dalam kerangka kerja anti monopoli Jepang. 
Putusan tersebut memberikan tiga syarat 
pembuktian tidak langsung, yaitu:
(i) Adanya pertukaran informasi sebelumnya, 

seperti:
a. Pertemuan yang sering sebelum kenaikan 

harga
b. Percakapan telepon atau email

(ii) Isi diskusi, misalnya:
a. Analisa pasar
b. Tren harga
c. Pernyataan niat untuk menetapkan harga

(iii) Tindakan bersama sebagai akibat, misalnya:
a. Penetapan harga yang sebenarnya
b. Mekanisme pengambilan keputusan dan 

sistem pemantauan harga.
 
KESIMPULAN

Kartel dan penetapan harga berdampak 
buruk pada persaingan usaha. Perbuatan tersebut 
menghasilkan inefisiensi, di mana surplus produksi 
tidak menghasilkan harga yang lebih rendah bagi 
konsumen, dan biaya produksi akan lebih tinggi 
daripada biaya di pasar yang kompetitif. Kartel 
dan penetapan harga juga mengurangi insentif 
untuk inovasi. 

Kartel rawan terhadap kecurangan dari 
dalam, apalagi jika didukung dengan insentif 
berupa pengurangan hukuman dan denda bagi 
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pelaku yang dapat bekerjasama dengan otoritas 
persaingan usaha untuk mengungkap praktik 
kartel. 

SARAN
Penggunaan dan penilaian alat bukti tidak 

langsung dalam proses hukum di Indonesia tunduk 
pada kebijaksanaan hakim. Adanya diskresi hakim 
dalam pengambilan keputusan, menimbulkan 
inkonsistensi dalam putusan ketika melibatkan alat 
bukti tidak langsung. Sebagai contoh, Mahkamah 
Agung membatalkan Putusan KPPU 2010 karena 
menganggap bukti tidak langsung tidak dapat 
diterima. Namun, Pengadilan menerima bukti 
tidak langsung dalam kasus lain, seperti kartel ban 
2014. Selain itu, penerimaan bukti tidak langsung 
juga ditunjukkan dalam kasus Garuda (No. 561K/
Pdt.Sus-KPPU-2022). Inkonsistensi ini hanya akan 
menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha 
dan konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena 
itu, untuk menghindari terulangnya preseden 
yang sama, hukum acara di Indonesia harus 
memperlakukan alat bukti tidak langsung sama 
dengan bobot pembuktian yang sama dengan alat 
bukti langsung.
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ABSTRACT

This study constitutes an examination of a concept of approach or analysis within competition law, specifically in 
the case of tying agreement. In Indonesia, the ways to identify of using the approach or analysis are essentially 
seen from the provisions or phrases of its articles. The formulated issue in this research is: How does the analysis 
by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in cases of closed agreements (tying agreement). This 
study takes the form of normative or doctrinal legal research, with the research outcome demonstrating that 
the dynamic evolution of business competition inherently brings about a shift in concepts in the analytical 
methodology within the framework of competition law. As exemplified by Decision Number 31/KPPU-I/2019, 
in which the KPPU utilized the Rule of Reason approach even though, textually, the provision relating to closed 
agreements constitutes a form of Per Se Illegal conduct. This concept is refered to Truncated Rule of Reason, 
which was first popularized in 1894 in the United States. In essence, this approach can be analogized as a 
form of “grafting” between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches. Therefore, in tying agreement 
cases, further proof is necessary to ascertain which impact prevails, enabling the assessment of efficiency and 
consumer welfare.

Keywords: Approach, Examination, Truncated-Rule-of-Reason.

ABSTRAK

Studi ini merupakan kajian terhadap suatu konsep pendekatan atau analisis dalam hukum persaingan 
usaha khususnya dalam kasus tying agreement. Di Indonesia, cara untuk menentukan penggunaan 
pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal dimaksud. 
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis atau pendekatan yang 
digunakan oleh KPPU dalam kasus perjanjian tertutup (tying agreement). Adapun penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dinamisnya 
perkembangan persaingan usaha, sejatinya akan membawa pergeseran konsep dalam analisis metode 
pendekatan dalam pembuktian pada hukum persaingan usaha. Sebagaimana putusan Nomor 31/
KPPU-I/2019, di mana KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason meskipun secara bunyi pasal terkait 
perjanjian tertutup merupakan bentuk dari Per Se Illegal. Hal tersebut secara konsep disebut Truncated 
Rule of Reason yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika Serikat. Singkatnya, konsep 
pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep “pencangkokan” di antara pendekatan Per Se 
Illegal dan Rule of Reason. Oleh karenanya dalam kasus tying agreement, diperlukan pembuktian lebih 
lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

Kata Kunci: Pendekatan, Pembuktian, Truncated-Rule-of-Reason.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (UU No 5 Tahun 1999) merupakan salah 
satu instrumen hukum yang diharapkan mampu 
mendorong terciptanya efisiensi pembangunan 
ekonomi dan iklim persaingan usaha yang sehat 
bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pada 
hakikatnya keberadaan hukum persaingan 
usaha merupakan suatu bentuk konkret untuk 
menciptakan persaingan usaha atau bisnis yang 
sehat dan efektif pada pasar tertentu dengan 
asas demokrasi ekonomi.[1] Salah satu hal 
terpenting dalam penegakan hukum persaingan 
usaha adalah menentukan metode analisis atau 
pendekatan guna melihat apakah suatu perilaku 
dimaksud menghambat persaingan atau tidak.

Secara prinsip dasar, Hukum persaingan usaha 
memiliki 2 (dua) metode ekstrim pendekatan guna 
menentukan suatu perilaku pelaku usaha yang 
diduga melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 
yakni pendekatan rule of reason dan pendekatan 
per se illegal. Singkatnya, pendekatan rule of reason 
adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan 
oleh lembaga atau otoritas persaingan usaha 
guna menilai dan mengevaluasi mengenai akibat 
dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, 
serta akan menentukan apakah suatu perjanjian 
atau kegiatan dimaksud bersifat menghambat 
persaingan atau tidak. Sebaliknya, pendekatan 
per se illegal merupakan suatu bentuk pendekatan 
yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau 
kegiatan tertentu adalah illegal (melawan hukum), 
tanpa perlu membuktikan lebih lanjut terhadap 
dampak yang ditimbulkan atas suatu perjanjian 
atau kegiatan usaha dimaksud.[2]

Secara umum, salah satu mekanisme atau cara 
untuk mengidentifikasi penggunaan pendekatan 
tersebut sejatinya dilihat dari ketentuan pasal-
pasalnya, di mana untuk pendekatan rule of reason 
biasanya terdapat pencantuman kata-kata “yang 
dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. 
Sedangkan terhadap pendekatan per se illegal 
biasanya dipergunakan dalam konstruksi pasal-
pasal yang terdapat frasa atau istilah “dilarang”, 
tanpa adanya anak kalimat “…yang dapat 
mengakibatkan…”.[3] Namun senyatanya hal 
tersebut tidak sepenuhnya mutlak sebagaimana 
dimaksud, di mana dalam kasus nomor 31/
KPPU-I/2019 terkait dugaan pelanggaran pasal 
15 ayat (2) dan (3) UU No 5 Tahun 1999 tentang 

perjanjian tertutup oleh PT Astra Honda Motor 
(Terlapor), di mana terhadap kasus tersebut 
pada pokoknya KPPU menggunakan analisis rule 
of reason meskipun secara harfiah bunyi pasal, 
terhadap perjanjian tertutup pada UU No 5 Tahun 
1999 tergolong sebagai pasal yang perlu dianalisis 
secara per se illegal.

Pada putusan Nomor 31/KPPU-I/2019, 
Majelis Komisi a quo telah memeriksa dugaan 
pelanggaran terhadap pasal 15 ayat (2) dan 
(3) UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh
Terlapor dengan pendekatan rule of reason, yang
pada akhirnya inti dari putusan Majelis Komisi
Nomor 31/KPPU-I/2019 tersebut menjelaskan
bahwa perbuatan atau perjanjian tertutup yang
dilakukan oleh Terlapor sejatinya merupakan hal
yang terbukti melanggar UU No 5 Tahun 1999
sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran
(LDP) yang disusun oleh Investigator KPPU.
Namun, perbuatan Terlapor dalam kasus a quo
menurut Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019
dapat dibenarkan karena dampak positif yang
ditimbulkan lebih besar dari pada dampak negatif
yang juga ditimbulkan dalam perbuatan Terlapor.

Hasil akhir dari putusan tersebut sejatinya 
tidak terlepas dari terobosan penggunaan analisis 
atau pendekatan rule of reason yang digunakan 
oleh Majelis Komisi Nomor 31/KPPU-I/2019, 
mengingat apabila dalam kasus a quo digunakan 
pendekatan per se illegal maka mungkin saja 
hasil akhir dari putusan tersebut berbeda. 
Oleh karenanya terhadap penentuan metode 
analisis atau pendekatan di antara per se illegal 
maupun rule of reason tidak semata-mata mutlak 
bergantung pada bunyi pasal yang dimaksud. 
Meskipun demikian, bukan berarti KPPU dapat 
menafsirkan suatu pendekatan secara bebas 
karena KPPU tetap perlu mendasarkannya pada 
kajian teoritis yang tepat. 

Oleh karenanya, penulis merasa perlu 
untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai 
penerapan pendekatan atau analisis pada kasus 
perjanjian tertutup khususnya tying agreement 
dalam pembuktian perkara persaingan usaha 
di Indonesia, mengingat metode analisis atau 
pendekatan merupakan salah satu faktor penting 
dan utama dalam menentukan terjadi atau tidaknya 
suatu pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. 
Serta terobosan analisis yang dilakukan oleh KPPU 
dalam hal menggunakan analisis rule of reason 
dibandingkan per se illegal dalam kasus tying 
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agreement merupakan hal yang baru dan dirasa 
perlu untuk dikaji secara komprehensif.

Penelitian ini akan merumuskan pokok 
permasalahan dengan pertanyaan hukum 
yakni, bagaimana analisis atau pendekatan yang 
digunakan oleh KPPU dalam kasus perjanjian 
tertutup (tying agreement) di Indonesia, dengan 
Studi Kasus Nomor 31/KPPU-I/2019.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 
hukum normatif, di mana penelitian ini berfokus 
mengkaji suatu pendekatan atau analisis dalam 
hukum persaingan usaha yakni pencangkokan 
antara per se illegal dan rule of reason, yang 
secara historis dalam best practices Amerika 
Serikat terdahulu dipopulerkan dengan istilah 
truncated rule of reason. Selanjutnya penelitian ini 
menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach), pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach), dan pendekatan kasus 
(Case Approach) yang mendeskripsikan bentuk 
konkret objek penelitian dalam bentuk putusan 
otoritas persaingan usaha. Serta tujuan penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
konkret terhadap pendekatan truncated rule of 
reason yang digunakan oleh Majelis Komisi Nomor 
31/KPPU-I/2019 dalam kasus tying agreement.

Hukum persaingan usaha pada umumnya 
telah menggolongkan perbuatan mana saja yang 
termasuk rule of reason dan per se illegal. Namun 
pertanyaannya apakah hal tersebut telah mutlak? 
Di mana dalam kenyataan menunjukkan bahwa 
dengan perkembangan mekanisme perdagangan 
dan ilmu pengetahuan maka pengutamaan 
kepastian hukum akan selalu mengalami 
tantangan keadilan. Di mana dalam penyusunan 
kebijakan dan penegakan hukum persaingan 
dimaksudkan untuk menjaga perimbangan antara 
pemenuhan prinsip keadilan di satu sisi, dan 
kepastian hukum di sisi yang lain.[4] Sementara 
itu kondisi suatu pasar bersangkutan serta 
konteks dari satu perbuatan sangat menentukan 
dampaknya terhadap pasar yang oleh karenanya 
dibutuhkan analisis yang cukup untuk menarik 
kesimpulan apakah suatu perbuatan tersebut 
dikategorikan melawan hukum atau illegal. 

Berdasarkan hal tersebut maka sudah 
sepatutnya penerapan kedua pendekatan berupa 
rule of reason maupun per se illegal menjadi 
penting untuk  diperhatikan dalam menilai suatu 
perbuatan pelaku usaha yang diduga bersifat anti 

persaingan. Selain itu dalam praktiknya, negara 
Amerika Serikat selaku negara tertua pencetus 
lahirnya hukum persaingan usaha dan negara 
rujukan dalam keilmuan economics & anti trust 
law memiliki pandangan yang menilai bahwa 
praktik bisnis dan perkembangannya  akan selalu 
mengalami perubahan yang sangat merefleksikan 
perkembangan zaman pada bidang ekonomi. 
Dengan demikian pengadilan federal di Amerika 
Serikat memberikan kewenangan yang luas bagi 
para hakim untuk menentukan bagaimana suatu 
peraturan tersebut diterapkan dalam kasus 
konkret baik secara rule of reason atau per se illegal.
[5] 

Hukum persaingan usaha di Indonesia yang 
telah lahir kurang lebih sejak 2 (dua) dekade 
lalu sejatinya telah banyak melahirkan banyak 
kajian penelitian mengenai pendekatan rule of 
reason dan per se illegal, namun secara khusus 
terhadap penelitian mengenai perkembangan 
atau pergeseran suatu pendekatan dalam hukum 
persaingan usaha yang dikolaborasikan dengan 
praktik yang ada tidaklah banyak dilakukan, 
karena memang secara praktik di Indonesia masih 
tergolong minim. Oleh karenanya dalam penelitian 
ini penulis akan menyertakan contoh kasus konkret 
mengenai pergeseran atau perkembangan 
pendekatan dalam hukum persaingan usaha di 
Indonesia yang baru saja diputus oleh KPPU pada 
tahun 2021 lalu, yakni pada putusan KPPU Nomor 
31/KPPU-I/2019.

PEMBAHASAN
Secara ringkas perlu dijelaskan terlebih 

dahulu bahwa dalam kasus Nomor 31/
KPPU-I/2019 tersebut pada pokoknya merupakan 
kasus mengenai pelanggaran terhadap perjanjian 
tertutup dengan pihak PT Astra Honda Motor 
sebagai Terlapor. Pada kasus a quo Terlapor 
telah diduga melanggar ketentuan pasal 15 
ayat (2) dan (3) UU No 5 Tahun 1999 mengenai 
adanya perjanjian tertutup terkait strategic tools 
sebagai tying product (produk pengikat) dengan 
pelumas atau oil sebagai tied product (produk 
pengikat). Atas hal tersebut, KPPU menemukan 
permasalahan berupa adanya hambatan masuk 
(barrier entry) produk pelumas lain di bengkel 
milik Terlapor yakni Astra Honda Authorized Service 
Station atau biasa dikenal AHASS.
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Konsep Dasar Persaingan Usaha
Penulis akan menjabarkan beberapa konsep 

yang menjadi dasar kerangka berpikir dalam 
penelitian ini, di mana penulis akan beranjak pada 
pemikiran ekonomi yang merupakan pondasi 
pokok lahirnya ilmu persaingan usaha, hal tersebut 
menjadi relevan dikarenakan konsep dasar hukum 
persaingan usaha merupakan bagian dari langkah 
pembangunan di bidang ekonomi.[6]  Selanjutnya, 
penulis juga akan mendeskripsikan suatu konsep 
penting dalam pendekatan pembuktian hukum 
persaingan usaha, yakni analisis atau metode 
pendekatan berupa “per se illegal” dan “rule of 
reason” sebagai bagian tidak terpisahkan dalam 
penilaian kegiatan dan/atau perjanjian pelaku 
usaha guna menentukan terjadi atau tidaknya 
suatu pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Singkatnya, disiplin ilmu hukum persaingan 
usaha merupakan perpaduan antara ilmu hukum 
dan ilmu ekonomi sebagai bagian yang tidak 
mungkin terpisahkan dalam aspek penegakan 
hukum persaingan usaha, terlebih UU No 5 Tahun 
1999 memiliki peran penting untuk mengatur 
sedemikian rupa perilaku para pelaku usaha agar 
dapat bersaing atau berkompetisi secara sehat 
dalam menjalankan roda perekonomian. Selain 
hal tersebut, khususnya tinjauan ilmu ekonomi 
akan mampu memotret lebih jauh dan akurat 
apakah dampak dari perilaku pelaku usaha yang 
diduga melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 
tersebut teruji secara ekonomi merugikan para 
konsumen dan mengakibatkan persaingan tidak 
sehat (unfair competition).

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu 
pengetahuan yang cakupannya sangat luas, 
dan karenanya sangat sukar mendefinisikan 
ilmu ekonomi.[7]  Namun bukan berarti ilmu 
ekonomi tanpa pengertian, di mana ilmu 
ekonomi akan selalu dikaitkan pada suatu 
kondisi ketidakseimbangan antara kemampuan 
faktor-faktor produksi untuk menghasilkan 
barang dan jasa serta keinginan masyarakat 
untuk mendapatkan hal yang diinginkan yakni 
barang dan jasa.[8]  Singkatnya, disiplin ilmu 
ini merupakan kajian studi tentang bagaimana 
individu dan masyarakat mengalokasikan sumber 
daya langka (scare resources) secara efisien.[9]

Layaknya kata kunci dasar ekonomi yakni 
kelangkaan dan ketidakseimbangan, maka 
permasalahan pokok perekonomian adalah 
kelangkaan atau kekurangan sebagai akibat dari 

ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat 
yang relatif tidak terbatas (unlimited needs) dengan 
dihadapkan faktor produksi dalam masyarakat 
yang relatif terbatas (limited resources).[10]  Dalam 
pokok permasalahan tersebut mengenai unlimited 
needs dengan limited resources yang saling 
berbenturan maka kunci untuk mengatasi masalah 
ekonomi tersebut ialah melakukan alokasi sumber 
daya dengan tepat.[11]  

Salah satu cara guna menentukan pilihan 
adalah dengan analisis ekonomi. Di mana analisis 
ekonomi adalah suatu cara untuk menentukan 
pilihan dalam kondisi kelangkaan (scarcity). 
Dalam kaitannya dengan hukum, analisis ini 
akan bertanya apakah dalam hal kebijakan 
suatu hukum itu dilaksanakan maka prediksi apa 
yang dapat dibuat untuk mencapai apa yang 
diinginkannya (efficiency). Pada konteks ini, hukum 
secara independen akan berperan sebagai suatu 
seperangkat prosedur yang memberikan adanya 
pilihan-pilihan kepada masyarakat selaku pelaku 
ekonom dan selayaknya seperti economic goods.
[12] Dalam konsep ini efficiency menjadi penting
karena timbul pertanyaan apakah kebijakan
tersebut akan menghasilkan keuntungan yang
cukup ataukah sebaliknya.

Premis hukum persaingan adalah di mana 
pelaku usaha dianggap memiliki kontribusi 
paling baik bagi kesejahteraan sosial apabila 
para pelaku usaha tersebut kompetitif bersaing. 
Dan pada suatu pasar yang bersaing, konsumen 
akan berusaha memaksimalkan kepuasan dengan 
mengalokasikan pembelanjaan di antara barang 
dan/atau jasa yang beragam.[13]  Richard A 
Posner menambahkan bahwa dalam industri atau 
pasar dengan harga barang yang termonopoli 
maka tidak akan menghasilkan suatu allocative 
efficiency karena sumber daya masyarakat tidak 
mampu dialokasikan dengan cara yang efisien.
[14] Metode analisis ekonomi dalam hukum
ini menggambarkan prinsip ekonomi mikro, di
mana ekonomi mikro merupakan suatu cabang
dari ilmu ekonomi yang akan melakukan analisis
perilaku konsumen dan pelaku usaha serta
penentuan harga-harga dalam pasar dimaksud,
serta kuantitas faktor input, barang maupun jasa
yang diperjualbelikan dalam pasar.[15]  Salah
satu tujuan ilmu ekonomi mikro adalah untuk
mempelajari suatu pasar beserta mekanismenya
dalam proses pembentukan harga keseimbangan
dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas
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untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. 
Selain itu ekonomi mikro juga menganalisis 
kegagalan pasar dalam memproduksi hasil uang 
efisien serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis 
yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan 
sempurna.[16]

Karenanya didalam konsep persaingan 
usaha, kesejahteraan masyarakat dan konsumen 
merupakan suatu goals atau tujuan yang tertinggi 
di mana konsumen memiliki kebebasan untuk 
membeli produk yang harganya kompetitif. 
Dengan demikian perlindungan konsumen 
dan persaingan ini adalah dua hal yang saling 
berkaitan dan saling mendukung. Di mana 
terciptanya harga murah, kualitas terbaik dan 
pelayanan yang baik merupakan hal-hal penting 
bagi para konsumen dan persaingan merupakan 
cara terbaik untuk menjamin terciptanya hal 
demikian.[17] Hal tersebut secara konsep beranjak 
pada teori efisiensi berkeadilan dan kesejahteraan 
konsumen (consumer welfare) di mana kedua teori 
tersebut dipilih berdasarkan pemahaman bahwa 
demokrasi ekonomi yang tertinggi hakikatnya 
terkait erat dengan kedaulatan rakyat di bidang 
ekonomi.[18]

Secara tegas, efisiensi berkeadilan ini adalah 
bentuk konkret dari konsep keadilan menurut 
pandangan Richard A Posner yang meyakini the 
most common meaning of justice is efficiency.[19] 
Kemudian, teori ini dijadikan sebagai landasan dari 
suatu pendekatan yang bernama law and economics 
pada era 1970-an dan selanjutnya dipopulerkan 
dengan suatu istilah economic analysis of law. Dan 
dalam konteks hukum persaingan usaha, efisiensi 
berkeadilan ini mengacu pada kesejahteraan 
konsumen (consumer welfare) yang harus 
dijadikan parameter utama atau metode ukur 
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
khususnya mencakup para konsumen maupun 
para pelaku usaha itu sendiri.[20]

Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha
Sebelum merujuk pada putusan Nomor 

31/KPPU-I/2019, penulis akan terlebih dahulu 
menitikberatkan konsep pendekatan pembuktian 
dalam hukum persaingan usaha, di mana pada 
tahapan pembuktian ini akan sangat menentukan 
bagi para pihak. Hal tersebut menjadi penting 
karena pada tahap ini akan menentukan seseorang 
dalam posisi benar atau salah, melanggar hukum 
atau tidak, yang akan berakibat dijatuhkan sanksi 

atau tidak.[21] Dalam konteks hukum Indonesia, 
terdapat perbedaan konsep kebenaran yang 
dicari antara perkara perdata dan perkara pidana. 
Dapat dikatakan bahwa dalam pemeriksaan 
perkara pidana, hakim akan mencari kebenaran 
materiil, sedangkan dalam perkara perdata hakim 
akan mendasarkan kepada kebenaran formil yang 
cukup.[22]

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa hukum 
persaingan usaha memiliki suatu konsep 
pembuktian yang unik, di mana meskipun secara 
keilmuan hukum persaingan usaha merupakan 
bagian dari hukum perdata namun dalam hal 
pembuktian hukum persaingan usaha akan 
menitikberatkan kepada kebenaran materiil 
sebagaimana peradilan pidana. Hal tersebut 
dapat dilihat pasal 42 UU No 5 Tahun 1999 yang 
menjelaskan bahwa alat bukti pemeriksaan 
persaingan usaha berupa:[23] 

a. Keterangan Saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat dan/atau dokumen
d. Petunjuk, dan
e. Keterangan pelaku usaha

Kriteria alat bukti sebagaimana dimaksud di 
atas sangat mencerminkan alat bukti dalam hukum 
pidana.[24] Hal yang membedakan hanyalah alat 
bukti pada poin e, di mana pada peradilan pidana 
disebutkan keterangan terdakwa. Dengan kata 
lain, metode pembuktian yang menjadi titik tekan 
dalam perkara persaingan usaha merupakan 
proses pencarian kebenaran materiil sebagaimana 
peradilan pidana yang didasarkan atas alat bukti 
yang cukup, serta keyakinan majelis hakim atau 
majelis komisi selaku pemutus perkara persaingan 
usaha.[25] Hal tersebut dapat dipahami karena 
sejatinya persoalan pembuktian yang dilakukan 
KPPU tidaklah mudah, penilaian sudut hukum 
menggunakan penilaian benar (right) atau salah 
(wrong) atau penilaian yang bersifat ex ante, dan 
disisi lain terdapat penilaian sudut ekonomi lebih 
menitikberatkan pada risiko (cost) dan manfaat 
(benefit) yang dihasilkan.[26] 

Rangkaian pembuktian rumit tersebut yang 
kemudian melahirkan prinsip rule of reason dan per 
se illegal,  sebagai suatu pendekatan dalam hukum 
persaingan usaha.[27] Selanjutnya, terhadap 
penentuan mengenai jenis perjanjian dan/atau 
kegiatan yang dikategorikan rule of reason maupun 
per se illegal sejatinya akan dikembalikan kepada 
kebijakan masing-masing negara. Perbedaan ini 
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disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda 
dalam mempertimbangkan takaran kepatutan, 
keadilan, kepastian hukum serta efisiensi dan 
manfaat bagi masyarakat negara tersebut.
[28] Adapun di Indonesia, UU No 5 Tahun 1999 
tidak menentukan secara eksplisit mengenai 
penggunaan pendekatan atau analisis yang 
harus digunakan untuk masing-masing pasal, 
apakah menggunakan pendekatan rule of reason 
atau per se illegal.[29] Oleh karenanya, secara 
umum hal tersebut kembali kepada bunyi pasal 
dimaksud di mana penggunaan pendekatan rule 
of reason biasanya diterapkan pada pasal-pasal 
yang terdapat pencantuman kata-kata “yang 
dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. 
Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal 
biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang 
menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat 
“…yang dapat mengakibatkan…”.[30]

Secara ringkas, penerapan rule of reason akan 
melalui prosedur pembuktian yang cukup rumit 
di mana akan diawali dengan penentuan pasar 
bersangkutan, selanjutnya penilaian maupun 
keputusan tentang implikasi persaingan akibat 
tindakan pelaku usaha akan bergantung pada 
ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait 
(the relevant market), serta akan didasarkan 
pada analisis-analisis ekonomi yang cukup 
guna meninjau apakah dampak dari perbuatan 
tersebut terbukti merugikan secara ekonomi dan 
melanggar persaingan atau tidak. Sedangkan, 
penerapan per se illegal akan lebih sederhana 
di mana suatu perbuatan hanya akan dinilai 
berdasarkan penafsiran undang-undang semata 
di mana otoritas persaingan hanya akan melihat 
apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan 
atau tidak tanpa perlu meninjau lebih jauh dampak 
yang ditimbulkan, serta pendekatan ini dinilai 
lebih memberi kepastian hukum.[31]

Pada kasus a quo mengenai perjanjian tertutup, 
apabila merujuk pada bunyi ketentuan atau 
frasa pasal dimaksud maka perbuatan tersebut 
sejatinya perlu diperiksa secara per se illegal, yang 
berarti dampak dari perbuatan Terlapor tidak 
perlu dibuktikan karena secara prinsip perbuatan 
tersebut merupakan illegal (melawan hukum). 
Sebaliknya, Majelis Komisi berpendapat bahwa 
dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) 
UU 5/1999 dapat diperiksa berdasarkan rule of 
reason meskipun secara bunyi pasal tidak terdapat 
frasa “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut 

diduga”, karena menurut Majelis Komisi tindakan 
tying agreement secara konsep memang dapat 
dinilai memberikan dampak negatif, namun disisi 
yang lain secara bersamaan tying ini mungkin 
saja menghasilkan dampak positif bagi dunia 
persaingan maupun masyarakat secara luas.[32]

Merujuk pada pertimbangan Majelis Komisi 
perkara a quo, sejatinya secara eksplisit Majelis 
Komisi mengikuti dan berpedoman dengan 
Peraturan KPPU nomor 5 Tahun 2011 tentang 
pedoman pasal 15 UU No 5 tahun 1999 (“PerKPPU 
No 5 Tahun 2011”). Di mana dalam PerKPPU 
tersebut, dijelaskan bahwa KPPU memberikan 
ruang bagi Majelis Komisi yang memeriksa suatu 
perkara dugaan pelanggaran Pasal 15 UU No 5 
Tahun 1999 untuk dapat menafsirkan metode 
pendekatan atau analisis yang akan digunakan. 
Pada intinya PerKPPU No 5 Tahun 2011 tersebut 
menyatakan bahwa diperlukan adanya penafsiran 
yang tidak kaku oleh KPPU atas ketentuan pasal 15 
UU No 5 Tahun 1999,[33] meskipun secara prinsip 
pasal tersebut menggunakan pendekatan per se 
illegal. Hal tersebut dikarenakan adanya penilaian 
bahwa perjanjian tertutup merupakan hal yang 
sulit untuk diungkap dan mungkin saja terdapat 
suatu dampak positif yang mungkin timbul di 
samping adanya dampak negatif yang timbul.[34] 
Oleh karenanya di dalam PerKPPU No 5 Tahun 2011 
tersebut, KPPU diperkenankan untuk meninjau 
lebih jauh mengenai dampak yang dihasilkan, 
apakah dampak negatif atau dampak positif yang 
dominan.

UU No 5 Tahun 1999 secara jelas juga telah 
memberikan tugas dan kewenangan kepada KPPU 
yang sangat luas seperti melakukan penilaian, 
melakukan penelitian, dan menyimpulkan hasil 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada 
atau tidaknya praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.[35] Oleh karena itu penggunaan 
pendekatan baik rule of reason maupun per se 
illegal tidaklah semata-mata bergantung pada 
diksi atau frasa pada ketentuan undang-undang.
[36] Meskipun demikian, bukan berarti KPPU 
dapat menafsirkan suatu pendekatan secara 
bebas karena KPPU tetap perlu mendasarkannya 
pada kajian teoritis yang tepat serta haruslah 
memperhatikan tujuan besar dibentuknya UU No 
5 Tahun 1999 yang antara lain adalah efisiensi dan 
kesejahteraan konsumen (consumer welfare).[37]
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Lahirnya Truncated Rule of Reason
Secara historis, Mahkamah Agung Amerika 

Serikat pernah memeriksa hal serupa dalam hal 
dugaan pelanggaran yang seharusnya diperiksa 
menggunakan pendekatan atau analisis per se 
illegal, namun senyatanya diperiksa dengan analisis 
rule of reason. Hal tersebut pertama kali tercetus 
pada kasus NCAA v Board of Regents of University of 
Oklahoma (1894) mengenai perjanjian penetapan 
harga (price fixing) di mana dalam kasus tersebut 
dijelaskan pada pokoknya bahwa:[38]

“…..Yet, the Supreme Court unanimously agreed 
that the case merited analysis under the rule of reason.”

Singkatnya, Mahkamah Agung Amerika 
Serikat menyetujui penggunaan analisis rule of 
reason meskipun sejatinya ditemukan adanya 
pelanggaran secara per se illegal. Dalam perkara 
a quo, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga 
mulai menyinggung keseimbangan yang lebih 
mengarah kepada fleksibilitas pengadilan dengan 
menggunakan pendekatan rule of reason. Namun 
Mahkamah Agung Amerika Serikat tetap mengakui 
fungsi per se illegal dalam meningkatkan efisiensi 
pengadilan.[39] Dan dalam perkembangannya 
Sullivan menyebutnya dengan istilah “a Truncated 
Rule of Reason or an Enlightened Per Se Rule” dengan 
kata lain berada dalam proses metode analisis 
“pencangkokan” rule of reason dan per se illegal.
[40]  Seperti halnya pada kasus yang lain, Arizona 
v Maricopa County Medical Society (1894) mengenai 
kasus price fixing di mana Mahkamah Agung 
Amerika Serikat memang menerapkan pendekatan 
per se illegal terhadap perkara tersebut, namun di 
dalam putusannya menjelaskan pula bahwa secara 
paradox kasus ini “menyisakan ruang” untuk dapat 
dilakukan analisis rule of reason. Artinya meskipun 
perbuatan tersebut melanggar secara per se illegal 
tetapi tergugat dapat menghindarkan pendekatan 
tersebut dengan cara membuktikan akibat yang 
bersifat pro persaingan.[41] Fenomena tersebut 
sejatinya secara eksplisit menjelaskan bahwa 
mungkin saja dikemudian hari terdapat perubahan 
pendekatan dari per se illegal kepada rule of reason 
apabila dampak yang dihasilkan ternyata bersifat 
pro persaingan.

Terkhusus pada perkara tying agreement, di 
Amerika Serikat telah mengalami banyak perubahan 
dalam proses pembuktiannya. Di mana pada 
awalnya memang perilaku tying ini diperlakukan 
secara ketat sebagai praktik yang pada dasarnya 
bersifat anti persaingan dan melanggar hukum.

[42] Sebagai contoh pada tahun 1947, dalam 
perkara International Salt Co v United States, 
Mahkamah Agung Amerika Serikat pada intinya 
menyatakan bahwa tindakan tying merupakan 
hal yang tidak masuk akal (unreasonable) secara 
per se illegal karena menghalangi pesaing dari 
pasar substansial manapun. Selain itu, pada kasus 
yang lain pula yakni Standard Oil Co v United States, 
pengadilan Amerika Serikat juga menyatakan 
bahwa tying hampir tidak memiliki tujuan apapun 
selain menghambat adanya persaingan yang 
sehat.[43]

Seiring berkembangnya zaman, meskipun 
pengadilan di Amerika Serikat telah berbicara 
mengenai pendekatan per se illegal  dalam 
tying, senyatanya pengadilan juga mengakui 
bahwa adakalanya tindakan tying ini memiliki 
pembenaran yang sifatnya pro persaingan 
sehingga dalam pemeriksaannya menjadikan 
tidak patut untuk dihukum tanpa analisis ekonomi 
dan pasar yang layak.[44] Dengan kata lain, hal 
tersebut menjadikan tidak adanya garis tegas 
yang memisahkan suatu analisis per se illegal 
dan rule of reason dalam pemeriksaan kasus 
tying. Bahkan secara best practices terdapat salah 
satu kasus terkemuka di Amerika Serikat antara 
United States v Microsoft Corporation mengenai 
adanya dugaan pelanggaran monopoli dan tying 
agreement yang dilakukan oleh Microsoft, di mana 
pada tingkat banding Mahkamah Agung Amerika 
Serikat menyetujui terhadap pemeriksaan tying 
pada kasus a quo menggunakan analisis rule of 
reason dibandingkan per se illegal.[45]

Pergeseran pembuktian tying sebagaimana 
kasus diatas sejatinya didukung dengan adanya 
pendapat yang menyatakan bahwa praktik tying 
biasanya melibatkan biaya dan manfaat (cost and 
benefit). Di mana secara spesifik tying ini dapat 
memberikan dampak pada biaya produksi yang 
lebih rendah dan selain itu tying ini dapat menekan 
atau mengurangi biaya transaksi dan informasi 
bagi konsumen serta dianggap memberikan 
kenyamanan maupun variasi yang lebih banyak.
[46] Terlebih dalam pandangan ekonomi, banyak 
para pakar ekonomi yang menjelaskan bahwa 
tying ini secara umum menguntungkan pelaku 
usaha, namun dalam sisi yang lain tying juga dapat 
dianggap membahayakan persaingan. Khususnya 
hal ini akan terjadi apabila perusahaan pengikat 
(tying firm) memiliki kekuatan monopoli dan tying 
mengarah pada pengecualian kompetitor lain. 



JURNAL PERSAINGAN USAHA   Volume 3 No. 2 Tahun 2023
159

Sebaliknya, tying mungkin tidak berbahaya apabila 
perusahaan pengikat tidak memiliki kekuatan 
pasar yang signifikan.[47]

Dalam perkembangan dunia persaingan 
usaha yang kian kompetitif, menurut Organization 
Economic for Co-operation and Developments 
(OECD) sebagaimana yang dinyatakan didalam 
persidangan kasus a quo oleh Ahli Hukum 
Persaingan Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya 
Sirait, S.H., M.Li. yang menyatakan pada intinya 
bahwa dalam perkembangannya, OECD sudah 
memperingatkan di mana terdapat penemuan 
baru yang selaras dengan dinamisnya hukum 
persaingan. Dalam konteks ini baru-baru 
menjelaskan yang mana  tied selling memiliki 
alasan bisnis yang valid dan mayoritas ekonom 
menyarankan bahwa tying ini bukanlah per se 
illegal, akan tetapi adalah bagian dari rule of 
reason. Hal tersebut dikarenakan perkembangan 
yang terjadi banyak sekali dan membuktikan 
ternyata tying in juga memiliki sifat pro kompetisi 
atau persaingan. Oleh karenanya apabila ingin 
menimbang atau menyatukan dampak negatif dan 
positif itu haruslah dibuktikan mana bobot yang 
lebih berat dengan analisis ekonomi terhadap 
pasar dimaksud.[48]

Oleh karenanya, dalam hal pemeriksaan pada 
perjanjian tertutup khususnya tying agreement 
yang secara bunyi ketentuan maupun historis 
bersifat per se illegal, senyatanya bergeser secara 
bertahap menuju pergeseran pada pendekatan 
atau analisis rule of reason. Dengan demikian 
dapat di-interpretasikan bahwa ada “ruang” 
rule of reason dalam pasal atau ketentuan yang 
semestinya diperiksa secara per se illegal seperti 
halnya tying agreement ini, dan hal tersebut 
dimaknai dengan istilah truncated rule of reason 
oleh Sullivan yang dapat diartikan sebagai rule 
of reason yang “terpotong”.  Hal tersebut terjadi 
karena adanya penilaian bahwa dampak dari suatu 
perbuatan pelaku usaha yang diduga bersifat anti 
persaingan nyatanya tidak selalu berkonotasi 
negatif, melainkan dimungkinkan adanya dampak 
positif yang timbul. Dengan demikian, dalam hal 
terdapat dugaan pelanggaran yang seharusnya 
dimaknai atau diperiksa secara per se illegal, 
namun disaat yang bersamaan otoritas persaingan 
melihat adanya kemungkinan (possibility) dampak 
positif yang timbul, maka otoritas persaingan 
diperkenankan untuk melakukan analisis ekonomi 
yang cukup dan pasar yang layak guna melihat 

lebih jauh mengenai dampak yang dihasilkan. 
Di sisi lain, perlu ditegaskan pula bahwa hal 

tersebut senyatanya tidak dapat dipungkiri di 
mana konsep truncated rule of reason ini merupakan 
konsep yang sedikit “mengaburkan” pendekatan 
per se illegal dan rule of reason tradisional karena 
sifatnya yang mencangkok kedua pendekatan 
tersebut. Namun, bukan berarti pendekatan per 
se illegal menjadi tidak ada, di mana khususnya 
dalam perkara-perkara tertentu yang berdasarkan 
pengalaman otoritas persaingan usaha tersebut 
dinilai tidak pernah ditemukannya alasan 
pembenar atau dampak positif yang lebih besar 
dari pada dampak negatif nya, maka secara tegas 
otoritas persaingan usaha perlu untuk menilai 
secara per se illegal.[49]  

Pada kasus a quo, apabila Majelis Komisi 31/
KPPU-I/2019 menilai dugaan pelanggaran tying 
tersebut menggunakan pendekatan analisis 
per se illegal maka tindakan yang dilakukan oleh 
Terlapor tersebut senyatanya telah memenuhi 
unsur-unsur pelanggaran pada pasal 15 ayat (2) 
UU No 5 Tahun 1999.[50] Namun secara lebih jauh 
ternyata Majelis Komisi 31/KPPU-I/2019 menilai 
dugaan pelanggaran tersebut dengan pendekatan 
analisis rule of reason guna melihat dampak yang 
ditimbulkan apakah betul bersifat anti persaingan 
atau tidak, dan pada akhirnya Majelis Komisi 31/
KPPU-I/2019 membenarkan tindakan Terlapor 
dalam hal untuk menjaga kualitas, reputasi, 
dan pelayanan purna jual sepeda motor Honda 
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para 
konsumen[51]  yang mana hal tersebut sejatinya 
dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan 
konsumen (consumer welfare) sebagaimana tujuan 
besar pembentukan UU No 5 Tahun 1999.[52] 

Selanjutnya, tujuan besar semacam itu yang 
menjadikan salah satu pembeda antara UU No 
5 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-
Undang pada negara lain. Artinya peran dari 
UU No 5 Tahun 1999 tidak sekedar menjamin 
terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku 
usaha tetapi juga menciptakan kesejahteraan 
konsumen (consumer welfare) sebagai perwujudan 
kepentingan umum guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.[53]  Oleh karenanya, penulis 
sepakat dengan pendapat Majelis Komisi Nomor 
31/KPPU-I/2019, di mana terhadap tindakan 
Terlapor tersebut perlu diterapkan pendekatan rule 
of reason guna meninjau dampak atau akibatnya, 
dan apakah benar memberikan manfaat bagi 
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publik yang berarti akan berdampak pula terhadap 
terciptanya kesejahteraan masyarakat secara 
luas. Hal tersebut tidak terlepas dari dinamisnya 
perkembangan hukum persaingan khususnya 
mengenai pergeseran penilaian terhadap tindakan 
tying dan senyatanya terbukti dalam kasus a quo, 
bahwa tindakan tying dimaksud bukanlah tanpa 
tujuan, di mana Terlapor dalam kasus a quo, 
mengikatkan produk guna melindungi kualitas 
purna jual produk Terlapor yang dalam kacamata 
KPPU hal tersebut merupakan bagian atau usaha 
menciptakan kesejahteraan konsumen (consumer 
welfare), serta berdasarkan analisis ekonomi yang 
cukup dapat diketahui bahwa dampak positif yang 
dihasilkan atas tying tersebut dinilai lebih besar 
daripada dampak negatif yang dimaksud. 

Dengan kata lain, terhadap penegakan hukum 
persaingan usaha khususnya dalam penggunaan 
metode pendekatan, apakah per se illegal  atau  
rule of reason maka hendaknya memang KPPU 
mendasarkan pada praktik yang dianggap paling 
baik (best practices) guna menilai suatu perjanjian 
dan/atau kegiatan tertentu yang dilarang dengan 
memperhatikan tujuan besar UU No 5 Tahun 1999. 
Terlebih karena KPPU diberikan suatu kewenangan 
dan tugas yang luas dalam memeriksa serta 
menilai suatu perjanjian dan/atau perbuatan 
dimaksud dengan tetap berpedoman pada tujuan 
besar pembentukan UU No 5 Tahun 1999 yang 
di antaranya adalah terciptanya efisiensi dan 
kesejahteraan konsumen luas (consumer welfare). 

KESIMPULAN
Sebagaimana putusan Nomor 31/

KPPU-I/2019, Majelis Komisi dalam perkara 
a quo menganalisis dugaan pelanggaran 
terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 5/1999 
dengan menggunakan pendekatan rule of 
reason dibandingkan dengan pendekatan 
per se illegal. Di mana terobosan tersebut 
sejatinya tidak bertentangan dengan PerKPPU 
No 5 Tahun 2011, karena KPPU diperbolehkan 
menggunakan interpretasi atau penafsiran 
yang fleksibel dan tidak kaku terhadap kasus 
perjanjian tertutup. Terlebih secara prinsip hal 
tersebut juga selaras dengan pendapat OECD 
dan jika menilik pada history of best practices 
pada kasus-kasus sebelumnya bahwa dengan 
dinamisnya perkembangan dunia persaingan 
usaha ternyata tindakan tying in juga memiliki 
sifat pro kompetisi yang mana dalam suatu 

kasus tertentu perlu dibuktikan dan ditimbang 
mengenai dampak mana yang lebih besar, 
apakah dampak positif atau negatif.

Di sisi lain dengan tidak adanya ketentuan 
pendekatan yang wajib digunakan dalam 
menganalisis ketentuan UU No 5 Tahun 1999 
maka hal tersebut sejatinya pun tidak menyalahi 
aturan, mengingat pasal 35 dan 36 UU No 5 Tahun 
1999 mengamanatkan yang pada intinya bahwa 
KPPU bertugas dan berwenang untuk melakukan 
penilaian terhadap dugaan pelanggaran dan 
menyimpulkan hasil pemeriksaan atas dugaan 
pelanggaran dimaksud. Selain itu, tindakan atau 
analisis yang digunakan KPPU tersebut secara 
historis juga pernah dilakukan oleh Mahkamah 
Agung Amerika Serikat dalam beberapa kasus 
dan secara konsep hal tersebut dikenal dengan 
istilah truncated rule of reason sebagaimana 
yang dipopulerkan oleh Sullivan, yang secara 
terjemahan bebas bermakna adanya “ruang” 
rule of reason dalam pasal-pasal per se illegal atau 
dapat juga diartikan sebagai rule of reason yang 
“terpotong”.

Oleh karenanya dalam kasus perjanjian 
tertutup khususnya tying agreement 
sebagaimana dimaksud, apabila Majelis Komisi 
menganggap perlu untuk menilai ada atau 
tidaknya suatu pelanggaran dengan melihat 
dampaknya secara lebih jauh dengan meninjau 
analisis ekonomi dan pasar yang layak serta 
memperhatikan kesejahteraan konsumen maka 
hal tersebut diperkenankan, mengingat kembali 
salah satu tujuan besar dari UU No 5 Tahun 1999 
adalah efisiensi dan terciptanya kesejahteraan 
konsumen (consumer welfare) yang selanjutnya 
akan berdampak pula terhadap kesejahteraan 
rakyat secara luas.
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hukum persaingan untuk menuangkan karyanya 
di bidang hukum persaingan usaha.
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ABSTRACT

This study examines PT Pertamina (Persero)’s alleged monopolistic practice of selling avtur in Indonesia in 
violation of Law Number 5 of 1999 (Business Competition Law). Pertamina is viewed negatively by society as 
the dominant business player that dominates the market share of avtur sales in Indonesia and sells avtur at 
excessive prices. This study is a juridical-normative study. The findings revealed that the structure of the avtur 
sales market in Indonesia is monopolistic, but it does not violate the Business Competition Law because there 
are no monopolistic or unfair business competition practices by Pertamina, but rather because of the avtur 
governance arrangements by BPH Migas, which appear to give Pertamina advantages over others. Furthermore, 
the selling price of Avtur is established by the Ministry of Energy and Mineral Resources rather than Pertamina. 
To protect airlines as end-users and  airplane passengers, the government, through the Ministry of SOEs as 
Pertamina’s shareholder, must continue to maintain and supervise the implementation of good corporate 
governance, such as by striving for Pertamina’s operational efficiency. The author hopes that Pertamina’s avtur 
business can continue to deliver the best possible prosperity and welfare for the Indonesian people, as Article 33 
of the 1945 Constitution requires.

Keywords: Avtur, Competition, Monopoly, Pertamina.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai hasil penelitian terkait dugaan praktik monopoli penjualan avtur di 
Indonesia yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) (PT Pertamina) ditinjau dari Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1999 (Undang-undang Persaingan Usaha; UUPU). Pertamina sebagai pelaku usaha utama yang 
mendominasi market share penjualan avtur di Indonesia dianggap telah menjual harga avtur dengan harga 
tinggi sehingga berdampak pada tingginya harga tiket pesawat, dan pada akhirnya dianggap merugikan 
masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
struktur pasar penjualan avtur di Indonesia memang bersifat monopolistik, namun tidak bertentangan 
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dengan UUPU karena Pertamina tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
melainkan disebabkan karena pengaturan tata kelola avtur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) yang seolah memberikan keistimewaan kepada Pertamina. Selain itu, harga jual avtur 
juga tidak ditentukan sendiri oleh Pertamina, melainkan oleh Kementerian ESDM. Guna memberikan 
perlindungan kepada maskapai sebagai end-user avtur, maupun penumpang pesawat terbang yang turut 
terdampak, Pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina perlu tetap 
menjaga dan mengawasi pelaksanaann tata kelola perusahaan yang baik pada PT Pertamina, misalnya 
dengan terus mengupayakan efisiensi operasional.

Kata Kunci: Avtur, Persaingan, Monopoli, Pertamina.

PENDAHULUAN
Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 

pulau memerlukan konektivitas transportasi yang 
baik,[1] sehingga penerbangan sebagai sarana 
perhubungan udara memegang peran strategis 
dan memiliki dampak luas kepada masyarakat 
untuk transportasi mobilitas orang dan barang 
baik dalam negeri, maupun dari luar negeri, serta 
berperan sebagai penggerak pertumbuhan dan 
pembangunan daerah.[2] 

Salah satu permasalahan klasik yang terus 
dihadapi industri penerbangan di Indonesia 
adalah mengenai tingginya harga tiket pesawat 
rute domestik. Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha sebagai otoritas di bidang pengawasan 
usaha di Indonesia, pernah mengeluarkan 
putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang dugaan 
pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha; UUPU) 
terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal 
penumpang kelas ekonomi dalam negeri. Putusan 
ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana 
putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.
Sus-KPPU/2022 tanggal 13 Desember 2022, bahwa 
tujuh maskapai penerbangan nasional, yaitu: 
Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, 
Batik Air, Lion Air, dan Wings Air terbukti melanggar 
Pasal 5 UUPU, yaitu melakukan kartel harga (price 
fixing) tiket pesawat domestik.

Praktik price fixing tiket pesawat domestik 
ini sangat dimungkinkan terjadi sebagai akibat 
dari terjadinya penguasaan pasar dalam industri 
maskapai hanya oleh dua group besar, yakni 
Garuda Group dan Lion Group. Garuda Group 
terdiri dari Garuda Indonesia Airlines dan anak 

perusahaannya Citilink, yang juga melakukan 
pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan NAM 
Air. Sedangkan Lion Group mengelola Batik 
Air, Lion Air, dan Wings Air. Garuda Group dan 
Lion Group sebenarnya memiliki kedudukan 
yang nyaris seimbang dalam penguasaan pasar 
maskapai domestik di Indonesia. Seyogianya 
masing-masing group perusahaan dapat secara 
mandiri melakukan penetapan harga jual tiket, 
tanpa perlu terpengaruh aksi kompetitor yang 
menaikkan harga. Pada kenyataannya, kedua 
group perusahaan terindikasi menaikkan harga 
jual tiket pesawat di periode waktu yang nyaris 
bersamaan.[3]

Selain karena terjadinya praktik kartel 
sebagaimana tersebut di atas, tingginya harga 
jual tiket pesawat domestik ini diakibatkan 
oleh berbagai aspek operasional, antara lain 
faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat, dan juga faktor tingginya harga bahan 
bakar pesawat. Jenis bahan bakar pesawat yang 
umumnya digunakan oleh pesawat komersial 
adalah avtur. Pada Februari 2019, Presiden 
Joko Widodo pernah memberikan pernyataan 
bahwa PT Pertamina (Persero) melakukan 
monopoli penjualan avtur di Indonesia, 
sehingga harga avtur di Indonesia menjadi tidak 
kompetitif.[4, p. 68]”genre”:”Undergraduate 
Thesis”,”language”:”id”,”number-of-pages”:”53”,”p
ublisher”:”Universitas Jember”,”publisher-place”:”J
ember”,”source”:”Zotero”,”title”:”Praktik Monopoli 
Dalam Penjualan Bahan Bakar Avtur Pesawat 
Terbang Yang Dilakukan Oleh PT Pertamina 
(Persero)

Dugaan praktik monopoli penjualan avtur 
oleh PT Pertamina ini adalah permasalahan yang 
menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan harga 
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avtur, termasuk kenaikan harga avtur, merupakan 
komponen yang mempengaruhi harga tiket 
pesawat, sebagaimana pengaturan dalam 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 
Tahun 2019. Biaya avtur mendominasi sekitar 40 
persen dari struktur biaya operasional maskapai.
[5, p. 66]

Apabila memang benar terjadi monopoli 
dalam penjualan avtur di Indonesia oleh PT 
Pertamina, maka perlu dianalisis lebih lanjut 
apakah monopoli tersebut merupakan sesuatu 
yang melanggar UUPU. Sehingga, penulis merasa 
perlu melakukan penelitian lebih mendalam 
mengenai permasalahan dugaan praktik 
monopoli dalam penjualan avtur di Indonesia oleh 
PT Pertamina.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Enjum Jumhana dan Achmad 
Nashrudin Priatna, terhadap permasalahan 
dugaan praktik monopoli dalam penjualan avtur 
oleh PT Pertamina, disimpulkan bahwa Pertamina 
sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan 
monopoli terhadap tingginya harga jual avtur 
tersebut, sehingga secara struktur pasar telah 
dinilai merugikan masyarakat dan industri 
penerbangan.[6, p. 396] Selain itu, dalam penelitian 
Rika Selfian Berliana, disimpulkan bahwa PT 
Pertamina telah melakukan penyalahgunaan 
posisi dominan sebagai satu-satunya pelaku 
usaha dengan menetapkan harga jual avtur yang 
cukup tinggi di saat harga minyak dunia sedang 
turun, dan telah memenuhi unsur-unsur pada 
Pasal 17 UUPU. [4, p. 62]”genre”:”Undergraduate 
Thesis”,”language”:”id”,”number-of-pages”:”5
3”,”publisher”:”Universitas Jember”,”publisher-
place”:”Jember”,”source”:”Zotero”,”title”:”Pr
aktik Monopoli Dalam Penjualan Bahan Bakar 
Avtur Pesawat Terbang Yang Dilakukan Oleh PT 
Pertamina (Persero

Kebaruan (novelty) pada studi ini dibandingkan 
dengan dua studi terdahulu dimaksud ditunjukkan 
pada adanya analisis yang dilakukan penulis 
mengenai kedudukan dominasi dan monopoli 
oleh PT Pertamina dalam penjualan avtur di 
Indonesia yang terjadi karena dikehendaki oleh 
undang-undang (monopoly by law), sehingga 
analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan 
kesimpulan lain mengenai pelanggaran terhadap 
praktik monopoli sebagaimana ketentuan Pasal 17 
UUPU.

Metode yang digunakan untuk penelitian 
ini adalah metode yuridis normatif. Metode 
yuridis normatif dipilih karena objek penelitian 
berupa norma-norma yang terkandung dalam 
suatu peraturan perundang-undangan,[7] 
khususnya mengenai pengelolaan industri 
migas dan mengenai praktik persaingan usaha 
yang sehat. Spesifikasi penelitian mencakup 
pendekatan analitis dan deskriptif[8] karena 
penulis menyajikan gambaran komprehensif 
tentang kegiatan usaha perdagangan avtur yang 
dilakukan di Indonesia, khususnya yang dilakukan 
oleh PT Pertamina dengan menggunakan 
kerangka UUPU untuk menganalisisnya, sehingga 
mungkin akan ditemukan adanya kesenjangan 
(gap). Metode pengumpulan data adalah studi 
kepustakaan (library research) dan penelusuran 
dokumen. Data primer penulis akan melihat 
dan mencermati berbagai realita terkait praktik 
privatisasi perusahaan negara.

Penulis akan menggunakan data sekunder 
berupa bahan hukum dan bahan non hukum. 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan (hukum positif), antara lain UUPU, UU 
Migas serta putusan pengadilan. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal dan 
hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang diteliti. Sedangkan bahan 
hukum tersier antara lain kamus hukum dan artikel 
media massa elektronik dan sumber bacaan lain 
yang dibutuhkan. Data yang diperoleh kemudian 
dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yang 
kemudian disajikan secara naratif.[9]

PEMBAHASAN
Monopoli dan Praktik Monopoli di Indonesia

Monopoli merupakan topik yang 
mendominasi setiap pembahasan mengenai 
pembentukan undang-undang persaingan usaha. 
Monopoli sendiri bukanlah suatu kejahatan atau 
pelanggaran hukum jika diperoleh berdasarkan 
hukum. Oleh karena itu, monopoli tidak selalu 
dilarang oleh regulasi, sebaliknya, yang dilarang 
adalah praktik monopoli, yaitu menggunakan 
kekuasaan monopolinya di pasar bersangkutan.
[10] Suatu perusahaan dianggap melanggar
praktik monopoli apabila dapat mengeluarkan atau 
mematikan pelaku usaha lain atau mempunyai
maksud melakukan hal tersebut.[11]
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Secara gramatikal, istilah monopoli atau 
monopoly merupakan adaptasi dari bahasa Yunani 
yaitu “monos” yang berarti penjual, dan “polein” 
yang berarti tunggal.[12] Definisi lain monopoli 
menurut kamus hukum adalah suatu kondisi 
pasar yang hanya ada satu entitas ekonomi yang 
menyediakan produk atau jasa tertentu.[13, p. 
248]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPU, pengertian 
monopoli adalah “penguasaan atas produksi 
dan/atau pemasaran barang dan/atau atas 
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha.”[14] Secara 
teoritis, mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17, jika ada 
satu perusahaan yang berperilaku memonopoli, 
maka dapat disimpulkan pelaku usaha dimaksud 
memiliki posisi monopoli, sekalipun perusahaan 
dimaksud memiliki kompetitor pada suatu pasar 
atau industri.

Dalam konteks yuridis, UUPU sebagai rujukan 
hukum persaingan usaha di Indonesia, tidak 
melarang semua bentuk kegiatan monopoli. 
Larangan praktik monopoli sebagai sebuah 
kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 
UUPU, sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan 
atas produksi dan/atau pemasaran barang 
dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha diduga atau dianggap 
melakukan penguasaan atas produksi dan/
atau pemasaran barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
apabila: 
a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan 

belum ada substitusinya; atau 
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak 

dapat masuk ke dalam persaingan usaha 
barang dan/atau jasa yang sama; atau 

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok 
pelaku usaha menguasai lebih dari 50% 
(lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.

Pasal 17 ayat (1) UUPU di atas mengindikasikan 
bahwa yang dilarang adalah praktik monopoli. 
Adapun, Pasal 1 angka 2 UUPU mendefinisikan 
Praktik Monopoli adalah “pemusatan kekuatan 
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 
mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau 
pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu.”

Pasal 17 ayat (2) huruf c UUPU di atas juga 
mengindikasikan bahwa aspek penguasaan pasar 
lebih dari lima puluh persen yang mendudukkan 
satu pelaku usaha dalam posisi dominan juga 
merupakan kriteria lain dari pengertian posisi 
monopoli. Pasar yang monopolistik dapat 
memusatkan kekuatan ekonomi pada satu 
perusahaan atau kelompok perusahaan yang 
berdampak pada ketiadaan kompetisi bisnis 
yang sehat, sehingga pada akhirnya akan 
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai 
konsumen. Pemusatan     kegiatan     ekonomi 
berdampak pada kemampuan pelaku usaha 
untuk menentukan harga secara sepihak[15] dan 
pembatasan jumlah barang beredar.[16, p. 203] 

Tinjauan Umum Penjualan Avtur di Indonesia
Bisnis bahan bakar pesawat jenis avtur pada 

pasar global dilakukan oleh banyak perusahaan 
migas besar, antara lain oleh ExxonMobil Corp. 
dan Chevron Corp. dari Amerika Serikat, serta 
Shell PLC, dan BP PLC dari Inggris. Keempatnya 
menguasai lima puluh tujuh persen market share 
bisnis avtur di seluruh dunia. Sedangkan PT 
Pertamina baru mampu menguasai satu persen 
market share global.[17] Fortune Business Insights 
memproyeksikan bahwa pasar bahan bakar 
penerbangan global akan tumbuh dari USD351,85 
miliar (ekuivalen Rp5.384,82 triliun) pada tahun 
2022 menjadi USD654,79 miliar pada tahun 2029, 
dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) 
sebesar 9,3%.[18] Sedangkan untuk di dalam 
negeri, saat ini pelaku usaha penjualan avtur hanya 
ada dua entitas, yaitu: PT Dirgantara Petroindo 
Raya, dan PT Pertamina melalui Pertamina Aviasi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 
Migas), Pertamina merupakan pemain tunggal 
yang menguasai semua sektor usaha dalam bisnis 
avtur Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, 
mulai dari sektor hulu/upstream, midstream, 
hingga sektor hilir/downstream. Daerah operasi 
PT Pertamina meliputi seluruh wilayah Indonesia. 
Harga avtur saat itu juga ditentukan oleh PT 
Pertamina. Gambaran tata kelola bisnis migas 
yang meliputi upstream (produksi minyak bumi), 
midstream (transportasi minyak bumi atau produk 
olahan), dan downstream (pengolahan minyak 
bumi, misal menjadi avtur, kerosene, BBM, aspal, 
dsb), dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Struktur Bisnis Migas
Sumber: American Fuel & Petrochemical 

Manufacturers Communications [19]

Setelah berlakunya UU Migas, tata kelola 
pengusahaan avtur mengalami perubahan, 
karena amanat pendirian Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk 
menggantikan peran Pertamina sebagai otoritas 
dalam pengawasan, yang juga bertindak sebagai 
regulator dalam sektor downstream bisnis avtur. 
Selain itu, harga jual avtur saat ini juga diatur oleh 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 17/K/10/MEM/2019 
tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan 
Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak 
Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot 
Pengisian Pesawat Udara (Kepmen 17/2019). 
Harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran 
avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian 
Pesawat Udara (DPPU) ditetapkan berdasarkan 
biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan biaya 
distribusi, serta margin keuntungan. Secara rinci 
Kepmen 17/2019 telah memberikan pembatasan 
terhadap besaran masing-masing komponen 
biaya dan margin, yaitu:
1. Mean of Platts Singapore (MOPS), yaitu

biaya pengadaan avtur; juga turut
memperhitungkan nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat;

2. Biaya penyimpanan dan biaya distribusi
ditetapkan secara tetap sebesar Rp3.581/liter;

3. Margin keuntungan juga telah diberikan
pembatasan oleh Kementerian ESDM, yaitu
sebesar sepuluh persen dari harga dasar.
Dengan berlakunya UU Migas, Indonesia

telah membuka pasar avtur Indonesia bagi 
pelaku usaha lain, baik dari dalam negeri maupun 
dari internasional. Liberalisasi pasar avtur ini 
ditandai dengan adanya pengaturan dalam Pasal 
23 dan Pasal 24 UU Migas. Era baru open access 

dalam bisnis avtur di Indonesia dimulai dengan 
penetapan Peraturan Kepala BPH Migas Nomor: 
13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan 
dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan 
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Penerbangan di Bandar Udara (Per 13/2008), 
sebagaimana pengaturan Pasal 2, bahwa setiap 
pelaku usaha dapat menjual avtur di Indonesia 
dengan tetap mengikuti persyaratan yang 
ditetapkan dan harus dengan prinsip persaingan 
usaha yang sehat.

PT Pertamina adalah satu-satunya Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan 
kegiatan usaha di bidang migas. PT Pertamina 
melakukan kegiatan usaha aviasi di pasar domestik, 
maupun juga pasar global. Untuk bandar udara 
(bandara) di luar negeri, PT Pertamina menjalin 
kerja sama dengan mitra setempat melalui skema 
kerja sama Contracting Company Delivery Company. 
Hingga Januari 2023, PT Pertamina telah melayani 
jasa refueling avtur di lebih dari 128 lokasi di 47 
negara. Sedangkan di dalam negeri, sampai 
dengan akhir Juli 2023, Pertamina melayani jasa 
refueling avtur di lebih dari enam puluh tiga lokasi 
DPPU di seluruh Indonesia.

Gambar 2. Wilayah Operasional DPPU Pertamina 
Aviasi di Indonesia

Sumber: PT Pertamina (Persero) [20]
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Keenam puluh tiga fasilitas DPPU milik PT 
Pertamina dimaksud tidak seluruhnya dibangun 
sendiri oleh PT Pertamina, melainkan ada juga 
yang berasal dari inbreng Barang Milik Negara 
pada Kementerian Perhubungan, misalnya DPPU 
pada Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, 
Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, 
Bandara Pattimura Ambon, Bandara Internasional 
Juanda Surabaya, Bandara Internasional 
Minangkabau Padang, dan Bandara Internasional 
SMB II Palembang. Keenam DPPU tersebut dengan 
nilai total Rp520.917.962.842,46 dimaksudkan 
sebagai tambahan penyertaan modal Negara pada 
PT Pertamina berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2012.

Selain itu, fasilitas DPPU di Terminal 1 dan 
2 Bandara Soekarno-Hatta bukanlah milik PT 
Pertamina, melainkan milik PT Angkasa Pura II. PT 
Pertamina mengoperasikan DPPU di Terminal 1 dan 
2 dengan terlebih dahulu memberikan kontribusi 
berupa sewa lahan kepada PT Angkasa Pura 
II.  Adapun fasilitas DPPU di Terminal 3 Bandara 
Soekarno-Hatta dimiliki oleh PT Pertamina.

Selain itu, pada tataran operasional, PT 
Pertamina juga membayar throughput fee 
kepada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura 
II selaku otoritas bandara di Indonesia sebagai 
kompensasi atas fasilitas yang disediakan 
Angkasa Pura terkait pendistribusian avtur. 
Nominal throughput fee kepada PT Angkasa Pura 
II dimaksud besarnya variatif, contohnya: Rp33/
liter di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 
Rp10/liter di Bandara Internasional Kualanamu, 
Bandara SMB II Palembang dan Bandara Sultan 
Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Rp5/liter di Bandara 
Halim Perdanakusuma.

Adapun PT Dirgantara Petroindo Raya (Air 
BP-AKR Aviation) merupakan joint venture antara 
Air-BP dan PT AKR Corporindo, Tbk. yang didirikan 
pada 15 November 2016. Saat ini PT Dirgantara 
Petroindo Raya melayani penjualan avtur 
secara terbatas, yakni hanya di Bandara Khusus 
Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP) 
di Morowali, Sulawesi Tengah. PT Dirgantara 
Petroindo Raya menyalurkan avtur yang dibeli 
dari PT Pertamina kepada konsumennya di IMIP 
Morowali.

Sebelumnya, Shell Aviation juga pernah 
melakukan penjualan avtur di Bandara Soekarno 
Hatta dan Bandara Juanda Surabaya pada periode 
Oktober 2007 s.d. September 2009. Saat itu, 

Shell Aviation menyewa tangki-tangki avtur yang 
dimiliki oleh PT Pertamina di Bandara Soekarno-
Hatta.[21, p. 75]

Menimbang aspek kompetisi PT Pertamina 
dengan pelaku usaha lain dalam penjualan avtur, 
diketahui bahwa harga jual avtur Pertamina 
kepada end-user jauh lebih murah dibandingkan 
dengan yang ditawarkan oleh kompetitor sejenis 
di pasar global, misalnya yang ditawarkan oleh 
Shell Aviation. Pada periode waktu Agustus 2023, 
Pertamina menjual avtur terendah USD0,87 di 
Bandara Soekarno-Hatta, dan tertinggi USD1,006/
liter di Bandara Karel Sadsuitubun. Adapun Shell 
Aviation menjual avtur dengan harga terendah 
USD0,978 di Bandara Seletar, Singapura, dan 
tertinggi USD2,325/liter di Bandara Labuan Island, 
Malaysia. Sebagai perbandingan, Shell menjual 
avtur di Bandara Changi seharga USD1,45/liter, di 
Bandara Kuala Lumpur seharga USD1,48/liter, di 
Bandara Suvarnabhumi Thailand seharga USD1,48/
liter, Bandara Hong Kong seharga USD1,45/liter, 
dan di Bandara Narita Jepang seharga USD1,03/
liter. Sedangkan PT Pertamina menjual avtur di 
bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti 
Ngurah Rai dengan harga dibawah USD1/liter. 

Tabel 1. Harga Jual Avtur Shell Aviation 

Sumber: Shell Global [22]
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Tabel 2. Komparasi Harga Jual Avtur Pertamina 
Aviasi

Sumber: PT Pertamina (Persero) [23]

Analisis Penjualan Avtur dalam Perspektif 
Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Struktur pasar penjualan avtur yang bercorak 
monopoli dianggap sebagai suatu permasalahan. 
Namun demikian, dalam UUPU pengertian 
‘monopoli’ dibedakan dengan pengertian 
‘praktik monopoli’. Sehingga, dengan demikian, 
perlu terlebih menganalisis perihal praktik 
penjualan avtur di Indonesia oleh PT Pertamina 
sebagai monopoli atau bahkan merupakan 
praktik monopoli, untuk dapat menyimpulkan 
perihal dugaan monopoli penjualan avtur oleh 
PT Pertamina di Indonesia sebagai bentuk 
pelanggaran terhadap UUPU.

Mengacu pada Peraturan KPPU Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17, proses 
pembuktian Pasal 17 diilustrasikan sebagaimana 
Gambar 3.

Gambar 3.
Proses Pembuktian Pasal 17 UUPU

Sumber: Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pasal 17

Proses pembuktian dugaan pelanggaran 
Pasal 17 UUPU dapat dibagi ke dalam beberapa 
tahapan, sebagai berikut:
1. Pendefinisian pasar bersangkutan.

Analisis mengenai pasar bersangkutan 
dilakukan melalui analisis pasar berdasarkan 
produk dan pasar berdasarkan wilayah atau 
geografis. Pasar produk dalam hal ini adalah 
penjualan avtur. Sedangkan pasar geografis 
dalam hal ini adalah cakupan wilayah bandara 
yang ada di Indonesia.

2. Pembuktian adanya posisi monopoli di 
pasar bersangkutan.
Penjualan avtur di Indonesia bercorak 
monopolistik karena adanya penguasaan 
pasar secara dominan oleh satu pelaku usaha, 
yaitu PT Pertamina. 

3. Identifikasi praktik monopoli yang 
dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki 
posisi monopoli.
Regulasi yang ada telah membuka peluang 
bagi pelaku usaha lain dalam penjualan avtur 
di Indonesia, dibuktikan dengan keberadaan 
PT Dirgantara Petroindo Raya. Penulis 
berpendapat bahwa perilaku monopoli 
penjualan avtur di Indonesia yang dilakukan 
oleh PT Pertamina tidak menimbulkan praktik 
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monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi.

4. Identifikasi dan pembuktian dampak 
negatif dan pihak yang terkena dampak 
dari praktik monopoli tersebut.
Unsur eksploitasi tidak terpenuhi karena 
harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina 
tidak ditentukan oleh PT Pertamina sendiri, 
melainkan diatur oleh Pemerintah dengan 
Kepmen 17/2019. Perilaku eksklusif juga 
tidak terbukti karena PT Pertamina bersedia 
menjual avtur kepada maskapai manapun 
dan di bandara manapun saja, baik kepada 
maskapai domestik maupun maskapai asing, 
baik di bandara besar, internasional, maupun 
bandara kecil atau bahkan bandara perintis di 
daerah terpencil. 
PT Pertamina bukanlah pelaku usaha tunggal 

di bidang penjualan avtur di Indonesia, karena 
adanya pelaku usaha lain, yaitu: PT Dirgantara 
Petroindo Raya. Mengacu pada definisi monopoli 
Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1999, secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa penjualan 
avtur di Indonesia oleh PT Pertamina tidak 
memenuhi definisi monopoli. Namun demikian, 
memperhatikan fakta bahwa PT Pertamina 
menguasai market share penjualan avtur domestik 
secara dominan (lebih dari 50%), penulis 
merumuskan bahwa penjualan avtur di Indonesia 
memang bersifat monopolistik, yaitu dimonopoli 
oleh PT Pertamina. 

Perlu dipahami bahwa penjualan avtur 
oleh PT Pertamina bukan termasuk ke dalam 
monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh 
undang-undang (monopoly by law) karena UU 
Migas secara tegas telah membuka kesempatan 
bagi badan usaha lain untuk melakukan kegiatan 
usaha penjualan avtur di Indonesia, sebagaimana 
Pasal 23 dan Pasal 24 UU Migas dan Pasal 2 Per 
13/2008. Hal ini berdampak bahwa Pasal 51 UUPU 
tidak dapat digunakan sebagai pembenaran bagi 
PT Pertamina sebagai BUMN untuk melakukan 
monopoli avtur di Indonesia. Walaupun Pasal 
51 UUPU memungkinkan BUMN untuk dapat 
melakukan monopoli, dalam hal BUMN tersebut 
kemudian melakukan pelanggaran UUPU, maka 
tindakan tersebut tidak dapat dikecualikan.[24]

Belum banyaknya pelaku usaha lain 
dalam kegiatan penjualan avtur di Indonesia 
dimungkinkan saja terjadi secara alamiah sebagai 
akibat dari ketatnya persyaratan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah dalam Per 13/2008 yang justru 
pada akhirnya malah mendudukkan PT Pertamina 
dalam posisi yang kuat, antara lain:

Tabel 3. Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH 
MIGAS/IV/2008

Dari segi produksi, kebijakan Pemerintah 
sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Per 
13/2008, bahwa avtur yang dijual di wilayah 
Indonesia harus berasal dari kilang dalam 
negeri, menempatkan PT Pertamina menjadi 
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan 
kompetitornya. PT Pertamina, sebagai satu-
satunya BUMN di bidang pengolahan minyak 
bumi, yang telah beroperasi bahkan sejak era 
Hindia-Belanda, diketahui memiliki beberapa 
fasilitas kilang pengolahan minyak bumi yang 
mampu memproduksi avtur, antara lain: Refinery 
Unit II Dumai, Refinery Unit III Plaju, Refinery Unit 
IV Cilacap, Refinery Unit V Balikpapan, dan Refinery 
Unit  VI Balongan. Kilang pengolahan minyak bumi 
dalam negeri ini tidak dimiliki oleh kompetitor 
Pertamina, sehingga dengan kata lain kompetitor 
Pertamina masih tetap dimungkinkan untuk dapat 
melakukan penjualan avtur kepada maskapai di 
Indonesia dengan cara:
1. Opsi pertama, pelaku usaha pesaing terlebih 

dahulu membangun kilang pengolahan 
minyak bumi di Indonesia, atau 
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2. Opsi kedua, pelaku usaha pesaing membeli 
avtur dari kilang Pertamina, atau 

3. Opsi ketiga, pelaku usaha pesaing melakukan 
impor avtur. 
Opsi kedua inilah yang saat ini dijalankan oleh 

PT Dirgantara Petroindo Raya. 
Kebijakan BPH Migas untuk mengutamakan 

avtur hasil produksi kilang dalam negeri ini dapat 
dianggap sebagai kebijakan Pemerintah untuk 
membatasi impor komoditi migas dari kilang 
producers yang berada di luar negeri, yang selama 
bertahun-tahun telah memberatkan devisa negara 
karena defisitnya neraca perdagangan Indonesia, 
yang pada akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing.[25]

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat 
(1) Per 13/2008 secara otomatis mempertebal 
keunggulan kompetitif PT Pertamina 
dibandingkan kompetitornya. PT Pertamina saat 
ini telah mengoperasikan lebih dari enam puluh 
tiga fasilitas DPPU di hampir seluruh bandara di 
Indonesia, baik yang dibangun sendiri oleh PT 
Pertamina atau yang dibangunkan oleh negara. 
Dalam hal ada kompetitor yang ingin mengambil 
alih pelayanan avtur dari PT Pertamina, maka 
penyedia yang baru tersebut harus tetap 
bekerjasama dengan PT Pertamina.

Berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh 
BPH Migas pada akhirnya berdampak pada sulitnya 
kompetitor dari producers asing untuk memasuki 
pasar avtur Indonesia, sehingga menyisakan PT 
Pertamina sebagai penyedia tunggal produk avtur 
di Indonesia. Sehingga kemudian merupakan hal 
yang amat wajar jika kemudian PT Pertamina juga 
secara otomatis menguasai market share penjualan 
avtur di Indonesia. Penguasaan PT Pertamina 
dimaksud termasuk dalam monopoli alamiah yang 
terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan 
tertentu (natural monopoly).[26] Namun demikian, 
yang menyebabkan kondisi penguasaan tersebut 
adalah ketatnya persyaratan tata kelola niaga avtur 
yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan karena 
persaingan usaha tidak sehat yang diciptakan oleh 
PT Pertamina sendiri. 

Ciri utama monopoli alamiah adalah tingginya 
biaya tetap (fixed costs).[27] Selain itu, perilaku 
pemerintah yang bermaksud memberikan 
proteksi kepada pelaku monopoli alami membuat 
pelaku usaha tersebut dapat menjual produknya 
dengan harga yang lebih tinggi karena tidak 
adanya kompetisi dari pelaku usaha lain. 

Dapat ditambahkan, sehubungan dengan 
harga tiket pesawat yang diduga dipengaruhi 
karena tingginya harga avtur yang dijual oleh PT 
Pertamina, diketahui bahwa harga tiket pesawat 
diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas 
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan 
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Permenhub 
PM 20 Tahun 2019). Dalam Permenhub PM 20 
Tahun 2019, diatur bahwa tarif penumpang 
penerbangan domestik dihitung berdasarkan 
komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, 
dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), sebagai 
berikut:
1. Komponen tarif jarak merupakan hasil dari 

perkalian antara tarif dasar dengan jarak. 
Terdiri dari biaya langsung, dan biaya tidak 
langsung. Biaya langsung meliputi biaya-
biaya yang bersifat fixed cost, seperti: biaya 
penyusutan, atau biaya gaji pegawai, maupun 
biaya-biaya yang bersifat variabel, misalnya: 
biaya avtur, biaya cabin crew, biaya bandara, 
jasa ground handling, biaya catering.

2. Komponen tarif pajak, adalah Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN).

3. Komponen iuran wajib asuransi, adalah 
asuransi pertanggungan kecelakaan 
penumpang.

4. Komponen biaya tuslah/tambahan (surcharge) 
adalah biaya yang dikenakan karena terdapat 
biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan 
oleh perusahaan angkutan udara di luar 
perhitungan penetapan tarif jarak, misalnya: 
fuel surcharge, atau tuslah hari raya.

PENUTUP
Kesimpulan

Penjualan avtur di Indonesia saat ini bercorak 
monopolistik karena penguasaan dominan 
oleh PT Pertamina. Penulis berpendapat bahwa 
monopoli penjualan avtur di Indonesia yang 
dilakukan oleh PT Pertamina tidak menimbulkan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat. Monopoli penjualan avtur di Indonesia oleh 
PT Pertamina lahir dan tumbuh secara alamiah 
(natural monopoly) karena didukung oleh regulasi 
Pemerintah yang memberikan proteksi kepada 
industri migas dalam negeri. Dari segi aspek 
persaingan usaha, Pemerintah telah membuka 
kesempatan kepada badan usaha lain (open access) 
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untuk melakukan kegiatan usaha penjualan avtur 
melalui Per 13/2008. Namun demikian, di sisi lain 
persyaratan penjualan avtur di Indonesia diatur 
secara ketat, bahkan bisa dikatakan memposisikan 
PT Pertamina dalam keadaan yang unggul dalam 
bidang usaha penjualan avtur di Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut, monopoli penjualan 
avtur di Indonesia oleh PT Pertamina bukan 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap UUPU, 
baik dari aspek perjanjian yang dilarang, aspek 
kegiatan yang dilarang maupun terhadap aspek 
posisi dominan.

Saran
Dari analisis di atas, demi keadilan dan guna 

memberikan perlindungan kepada masyarakat, 
baik bagi maskapai sebagai pengguna akhir (end-
user) avtur, maupun bagi penumpang pesawat 
terbang yang turut terdampak kenaikan harga 
jual avtur, penulis menyampaikan saran agar 
Pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku 
pemegang saham PT Pertamina tetap perlu 
mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang baik dalam pengusahaan avtur, misalnya 
dengan terus mengupayakan operasional bisnis 
aviasi yang efisien, dengan tetap mengutamakan 
kualitas dan keamanan layanan. Selain itu, 
memperhatikan signifikansi pengaruh harga avtur 
terhadap operasional maskapai dan pembentukan 
harga jual tiket pesawat, kiranya negara juga 
perlu memberikan proteksi kepada maskapai 
dan masyarakat selaku pengguna avtur dengan 
tetap meregulasi tata kelola niaga avtur, termasuk 
mengatur harga jual avtur oleh pelaku usaha.
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CAKUPAN UMUM JURNAL PERSAINGAN USAHA

1. Analisis empiris atas kebijakan persaingan
2. Studi kasus atau bedah putusan KPPU (yang telah inkracht) 

baik dalam konteks kegiatan yang dilarang, perjanjian yang 
dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan

3. Analisis atas transaksi merger dan akuisisi, serta  studi kasus 
penanganan perkara merger dan akuisisi

4. Pengembangan regulasi dan hukum beracara di KPPU
5. Studi komparatif implementasi hukum persaingan usaha 

antarnegara (antara KPPU dengan negara lain)
6. Isu-isu yang berkaitan dengan kelembagaan KPPU (struktur 

dan kinerja)
7. Diskursus dan kritik teori tentang persaingan usaha
8. Pengembangan metodologi riset terkait persaingan usaha
9. Isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan UMKM 

(termasuk implementasi konsep ekonomi pasar Pancasila, 
atau perdebatan antara competition dan cooperation)
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